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ABSTRAK
Nama : Titin Nuryani
Program Studi  : Magister [lmu Hukum
Judul : Kajian Hukum Atas Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Dikaitkan Dengan Pengaturan Subsidi Dalam Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures (ASCM) WTO

Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan
yang diteliti dalam Tesis ini mengenai pengaturan subsidi dalam 4SCM, dan pengaturan
tentang LPEI beserta tugas-tugasnya. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan dalam
pelaksanaan tugas-tugas LPEI dan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan
tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program ekspor nasional
melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana
peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 ASCM,
subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan
oleh pemerintah atau suatu badan vmum {(public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori
yaitu Subsidi yang dilarang (prohibited subsidies), Subsidi yang dapat ditindak (actionable
subsidies), Subsidi yang tidak dapat ditindak (non-actionable subsidies). Berdasarkan hasil
penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas LPEI dapat dikategorikan sebagai
subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan prohibited subsidies, perlu dilihat
dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pelaksanaan tugas-tugas LPEI
sejauh ini tidak menimbulkan kerugian negara lain. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam
koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum
terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU
No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka
mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum
dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas LPEI belum dapat dikategorikan
melanggar ASCM, dikarenakan belum termasuk prohibited subsidies. Disamping itu,
Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya untuk
memenuhi unsur transparansi yang diatur dalam peraturan perdagangan internasional.

Kata Kunci:
Pembiayaan, Ekspor, Subsidi.

Kajian hukum..., Titin Nuryani, FH Ul, 2010.



ix

ABSTRACT
Name : Titin Nuryani
Study Program : Master of Legal Study
Judul : Legal Analysis of The Role of Indonesia Eximbank in Correlation with
Subsidy Repulation in Agreement on Subsidies and Countervailing
Measures (ASCM) WTO

Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be
researched in this thesis about the subsidy arrangement in the ASCM, and setting about LPEI
along with his duties. The results are used as inputs in the implementation of tasks and
expected LPEI violations do not occur in the execution of his duties. Regarding LPEI
functions to support national export program through the National Export Financing, and also
conducted research on the extent to which LPEI role in supporting the national export
increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or
financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into
three categories: prohibited subsidies (prohibited subsidies), subsidies that can be dealt with
(actionable subsidies), subsidies can not be dealt with (non-actionable subsidies). Based on
the research, reviewed the provisions of Article 1 of the ASCM, a glimpse LPEI can be
categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as prohibited
subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks
LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the
corridors of international trade rules are still the commercial and business orientation, not too
different from Indonesian Export Bank (BEI). LPEI special role in accordance with Article
18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out special assignments from the government in order to
support the national export program for the cost of government, has not been implemented.
Thus, until this task can not be categorized violate LPEI ASCM, due to not including
prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy
policies to meet the transparency element of the regulation of international trade.

Key words:
Financing, export, subsidy
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara kasat mata, dampak krisis global merenggut kedigdayaan sektor
ekonomi produktif. Banyak lini-lini produksi dibuat tak berdaya. Perusahaan-
perusahaan mega besar tinpgkat dunia pun banyak yang remuk. Sendi-sendi
ekonomi negara-negara yang basis ekonominya tangguh juga porak-poranda.’ Tak
ayal, ekonomi Indonesia yang baru saja mencoba bangkit dari terpaan krisis 1998
lalu kembali diterpa situasi sulit. Krisis babak baru. Kondisi tersebut lantas
diperparah dengan mengeringnya likuiditas global. Kekeringan likuiditas tersebut
malah menyebar, menyentuh sendi-sendi perekonomian yang sebenamya
memiliki fundamental yang kokoh, seperti sektor perdagangan®.

Kemelut kemerosotan ekonomi Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan
begitu mudah jika fundamental ekonomi tidak kuat dan pemerintah harus
memulihkan perekonomian seperti sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Terjadinya ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran mempunyai pengaruh
yang besar terhadap negara yang menganut sistem perckonomian terbuka’.
Melalui perdagangan terbuka ketergantungan antars satu negara dengan negara
lain di dunia akan dapat diatasi *.

I “Stimulus Butuh Komilmen Daersh”, Media Keunangan, (Vol. IV; No.20, April 2009),
hal. 3.

2 «gikap Optimis Menjinakkan Krisis”, Media Keuangan, (Vol. IV; No.17, Januari 2009),
hal. 4.

* Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk

melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negam lain
atau scbaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin
atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan Iembaga keuangan
dapat juga berasal dari luar negeri dan kila dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin
menyatu (rhe borderless economy) yang disebut dengan the global econony, dikutip dari “Model
Perekonomian Terbuka™, htip://suberilbs.wordpress.com, diunduh 27 November 2009

* “Perubahan Cadangan Devisa Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan
http:/fone.indoskripsi.com, diunduh 1 November 2009,

UNIVERSITAS INDONESIA
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Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kegiatan
perdagangan sangat memegang peranan penting dan kegiatan perdagangan yang
memegang peranan penting itu adalah perdagangan luar negeri. Dalam melakukan
perckonomian terbuka semua faktor luar negeri seperti ekspor, impor, hutang
jangka panjang dapat membawa pengaruh yang cukup berarti dalam
perkembangan jumlah penawaran uang. Neraca perdagangan dapat memberikan
sokongan terhadap perekonomian suatu negara’.

Dalam perekonomian dunia yang semakin terintegrasi terlihat bahwa
negara yang berhasil dalam perekonomiannya adalah negara yang berhasil
mendorong dan mempertahankan eksistensi perdagangannya dengan cepat.
Setelah selesainya Putaran Uruguay tahun 1986 serta percepatan ASEAN Free
Trode Area (AFTA)® dari tahun 2008 ke 2003, maka Indonesia sangat
berkepentingan untuk memperbaiki diri agar dapat menghadapi tekanan ekstemnal
yang sangat kuat. Sejak tahun 1983, Indonesia telah membuka perekonomian
melalui serangkaian kebijakan deregulasi watuk meliberalisasi perdagangan
internasional yang secara drastis mempermudah dan menurunkan tingkat bea
masuk bagi kebanyakan komoditas, rasionalisasi struktur tarif, dan mengurangi
secara mendasar jumlah komoditas yang dilindungi melalui hambatan nontarif’.

Namun demikian, liberalisasi perdagangan internasional dapat menjadi
penghambat pertumbuhan ekonomi jika yang terjadi adalah semakin besarnya
impor yang tidak dibarengi dengan kenaikan ekspor dengan tingkat pértumbuhan
yang seimbang. Pendapatan nasional yang berkurang akibat kenaikan impor yang

¥ phid.

¢  Untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi perdagangan ASEAN, maka pada tahun
1992 disepakati pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Tujuen AFTA adalah untuk
meningkatkan kerja sama ekonomi entar negara ASEAN guna mencapai pertumbuhen ekonomi
dan pembangunan yang berkesinambungan bagi semue negara anggota ASEAN dimana hal
tersebut sangat penting bagi pancapaian stabilitas dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Tujuen
strategis AFTA adalah untuk meningkatken compefitive odvaniage kawasan sebapai suafu
kawasan/unit produksi tunggal {simgle production wunif) dan pasar tunggal (singlemarket).
Pengurangan tariff dan non tarrif diharapken akan menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih
besar, peningkatan produktivitas dan daya saing, ...”, mengutip Linda Low, “ASEAN ECONOMIC
Cooperation and Challenges™, ( Institute of South East Asian Studies, 2004), hal. 22.

T Miranda S. Goeltom, “Kinerja Perdapangan Internasional Indonesia, 1980-19957,

Kelola, (No. 11, 1996), hal. 8-9, mengulipRini Dwi Astuti, “Dampak Liberalizasi Keuangan Dan
Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesie 1970-2002", Kajian
Ekonomi Negara Berkembang-Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN, (Wol 10; No 1, April 2005),
hal.13 —30.

UNIVERSITAS INDONESIA

Kajian hukum..., Titin Nuryani, FH Ul, 2010.



lebih besar dari kenaikan pendapatan nasional akibat kenaikan ekspor akan
menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi®. Pertumbuhan impor yang
negatif mencerminkan rendahnya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi
Indonesia’.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekspor cukup besar.
Monografi Indonesia terutama yang berkaitan dengan geografi, iklim, penduduk,
flora dan fauna, ekonomi, transportasi, baik yang langsung atau tidak langsung
berpengaruh pada peningkatan kegiatan ekspor. Dengan potensi yang dimiliki
tersebut, Indonesia seharusnya” dapat mengembangkan ekspor lebih optimal
sehingga dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi nasional'’.

Strategi pembangunan mendatang yang menekankan peningkatan investasi
akan kembali meningkatkan impor seperti sebelum krisis, sehingpa tanpa
peningkatan ekspor yang memadai dan berkelanjutan akan berdampak pada
menurunnya surplus neraca perdagangan, bahkan menjadi defisit. Dengan defisit
Neraca Jasa, Pendapatan dan Transfer (NJPT) yang semakin membesar,
menyusuinya surplus neraca perdagangan akan menyebabkan posisi Neraca
Pembayaran (Balance of Payment) menjadi sangat tergantung pada pemasukan
modal dari luar negeri, bahkan dapat menjadi nagatif. Keadaan ini bila berlanjut
akan menekan posisi cadangan devisa maupun nilai tukar Rupiah seria
menurunnya kembali kepercayaan para investor.

Dengan  demikian peningkatan investasi secara memadai dan
berkesinambungan tidak dapat dilepaskan dari usaha sistematis dan terus menerus
untuk meningkatkan kemampuan ekspor. Upaya mendorong ckspor disamping
melalui peningkatan daya saing juga harus dilakukan melalui peningkatan nifai
tambah (value added) dari barang-barang ekspor tersebuf. Untuk peningkatan
daya saing, ketersediaan pembiayaan yang tepat dengan biaya yang kompetitif
sangatlah penting disamping {angkah-langkah perbaikan di banyak bidang lainnya

¥ Ibig.

®  Nuoskah Akademik Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesiai, UU No.
2 whun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957, (disusun oleh Sekrelarial Negara,
Deparicmen Hukum dan HAM, Deparlemen Perdagangan, Depariemen Perindustrian, Departemen
Kenangan (Bapapem-LK dan DIKN), Law Firm Remi Darus), hal. 1.

% 1bid., hal. 44.
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(perpajakan, tingkat upah/produktivitas, transportasi dan sebagainya).

Peningkatan vafue added tidak akan dapat dicapai tanpa pengembangan industri

pengolahan (manufaktur) dan usaha ini harus didukung oleh tersedianya kredit

investasi jangka berjangka menengah/panjang disamping kredit modal kerja'’.

Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka
panjang, masih tingginya suku bunga riil domestik dibanding negara-negara
pesaing, dan masih terjadinya dis-intermediasi seringkali menjadi hambatan
dalam kegiatan ekspor produk-produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang
memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk
ekspor'?. Untuk mempercepat perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia
dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga
pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan,
asuransi, dan jasa lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional, sesuai
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009", pada tanggal 12 Januari 2009 telah
didirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). LPEI akan menjadi
lembaga keuangan non bank yang mengkhususkan diri untuk membiayai ekspor.
Sebagai lembaga keuangan nonbank, LPEI tidak bisa menghimpun dana pihak
ketiga dari masyarakat. Namun LPEI bisa mencari pendanaan dari luar, baik
melalui penjualan obligasi, maupun pinjaman dari lembaga multilateral asing'*.

Dalam menjalankan fungsinya, LPEI mempunyai tugas:

a. memberi bantuan yang diperlukan dalam rangka ekspor, dalam bentuk
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka
menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;

b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak
dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan

ekspor nasional; dan

U fhid., hal. 1-2,
2 fbid, hal. 44,

3 Indonesia, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesiai, UU No. 2 tahun
2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957.

4 “LPEl Siap Menjclma Jadi Indonesian Eximbank”, hitp://www.detikfinance.com,
diunduh 14 Januari 2010,
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c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga
keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial
cukup potensial dan/atan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia'.

Berkenaan dengan tugas LPEI tersebut, sekilas dapat dikatakan hal itu
merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintzh melalui LPEI dalam
rangka peningkatan ekspor nasional. Dalam hal ini apakah kemudahan tersebut
dapat dikategorikan subsidi atau tidak, kiranya periu dilakukan pengkajian lebih
lanjut.

Pengaturan tentang subsidi merupakan bagian yang menyatu dalam GATT
1994, yang terdapat di dalam Agreement on Subsidies And Countervailing
Measures (ASCM). Berdasarkan ASCM, subsidi merupakan suatu kebijakan dari
negara anggota yang harus dikurangi, dihapus atau di masa yang akan datang
ha:ﬁs dihindari. Di dalam ASCM dikelompokan subsidi didalam dua kelompok
utama yaitu Prohibited Subsidies dan Actionable Subsidies. Jenis subsidi yang
merupakan Prohibited Subsidies adalah jenis subsidi yang dilakukan didalam
ekspor dan subsidi dalam bentuk substitusi impor (import substitution)'®,

Bertolak dari asumsi tentang tugas LPEI dikaitkan dengan ketentuan di
dalam ASCM, maka penulis mengangkat tesis berjudul “Kajian Hukum Atas
Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan Pengaturan
Subsidi Dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures {ASCM)
WTO™.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH
Dari Uraian di atas, maka untuk memusatkan penelitian, disusun beberapa

pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan subsidi di dalam ASCM?

5 Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 12.

'“ Direktorat Perdagangan Dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral, Departemen
Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Organization), (Jakarta: Direktorat Perdagangan Dan
Perindustrian Mullilateral, Ditjen Multilateral, 2002}, hal. 36.
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2. Bagaimana pengaturan tentang LPEI dan apakah tugas-tugasnya serta
bagaimana perannya dalam mendukung peningkatan ekspor nasional?

3. Apakah tugas LPEI dapat dikategorikan subsidi sebagaimana yang diator di
dalam ASCM dan apakah implementasi tugas LPEI tersebut melanggar
ketentuan dalam ASCM?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian secara umum adalah untuk lebih memahami
pengaturan mengenai subsidi dalam ASCM-WTQO, sehingga dapat diterapkan
dalam melakukan pengkajian atas tugas-tugas LPEI, sebagai lembaga keuangan
yang dibentuk pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan ekspor nasional.

14, KEGUNAAN PENELITIAN

Untuk itu, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara teoritis’akademis dan praktis, yaitu:

I. Manfaat teoritis/akademis untuk memahami lebilhi mendalam tentang
pengaturan subsidi dalam ASCM-WTO.

2. Memberikan penjelasan tentang LPE] dan mengupas lebih mendalam tentang
tugas-tugas LPEl dan perannya dalam mendukung peningkatan ekspor
nasional,

3. Untuk mengetahui ade tidaknya keterkaitan tugas-tugas LPEI tersebut dengan
ketentuan subsidi dalam ASCM, dan dalam hal terdapat keterkaitan maka
lebih lanjut dengan penelitian diharapkan dapat diketahui apakah tugas-tugas
LPEI tersebut melanggar ketentuan dalam ASCM, sehingga diharapkan hasil
penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi pihak-pihak
yang terkait untuk menghindari terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut.
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1.5. LANDASAN TEORI

Dalam rangka menunjang penelitian, terdapat beberapa teori yang
mungkin dapat digunakan sebagai bahan kajian, masukan maupun pertimbangan
dalam penulisan. Teori-teori tersebut terkait baik langsung maupun tidak dengan
tujuan penulisan.

Banyak alasan mengapa negara-negara terlibat dalam perdagangan

1'". Dari bermacam-macam teori salah satu diantaranya jalah yang

internasiona
disampaikan oleh Michael Porter dalam bukunya The Compefitive Advantage of
Nations (1998). Michael Porter mengembangkan sebuah model yang membuat
kita menjawab pertanyaan mengapa sejumlah negara lebih kompetitif daripada
negara-negara lain dan mengapa sejumlah peruszhaan yang berlokasi di negara-
negara tertentu lebih kompetitif daripada perusahaan-perusahaan di negara lain'®.
Porter berpendapat bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh
kemampuannya untuk mewujudkan lingkungan yang memungkinkan perusahaan-
perusahaan dan industri-industri untuk mendapatkan dan memelihara “g
competitive advantage”. Proses ini bersifat “highly localized” 2,

Perbedaan-perbedaan pada struktur, sistem nilai, kebudayaan,
kelembagaan, dan pengalaman sejarah dar perekonomian nasional sangat
menentukan keberhasilan dalam persaingan. Tidak ada strategi tunpggal untuk
mewujudkan keunggulan kompetitif pada industri tertentu. Struktur industri dan
posisi kompetitif dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri, menentukan
strategi apa yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif*®.

Model ini menyatakan bahwa lokasi pusat kegiatan (national home base)
perusahaan-perusahaan sangat berpengaruh terhadap daya kompetisi perusahaan-

' Wahyu Pratomo, “Teori Kerja Sama Perdagangan Internasional”, Sjamsul Arifin, Dian
Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, ed, Kerja sama Perdagangan Bagi Indonesia-Peluang Dan
Tantangan Bagi Indonesia, (Jakaria: Biro Hukumn Dan Studi Internasional Direktorat Internasional
Bank Indonesia, 2007), hal. 17.

8 fbid., hal. 53.

19 Agus Brotosusilo, “Pro Dan Kontra Terhadap Free Trade Dan Profectionism™, Teori
Hukum ; Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Fakultas Hukem Pescasarjana Universitas
Indonesia, 2009), hal, 5

2 Ipid
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perusahaan tersebut di persaingan internasional. Home base ini menyediakan
faktor-faktor dasar yang dapat mendorong atau pun sebaliknya menghambat daya
kompetisi perusahaan-perusahaan. Porter membedakan empat faktor dasar
dimaksud, yakni (i) faktor kondisi-kondisi, (ii) faktor permintaan domestik, (iif)
faktor industri-industri pendukung, dan (iv) faktor strategi, struktur, dan
persaingan perusahaan. Keempat faktor ini saling terkeit. Karena keterkaitan
empat faktor tersebut terlihat secara visual seperti bentuk diamond, teori ini
akhimya lebih dikenal dengan Teori Diamond.

strategi, struktur, dan

persaingan perusahaan

Kondisi
Permintaan

industri pemasok /

faktor kondisi-
kondisi

dan pendukung

Faktor kondisi-kondisi adalah “kekuatan” sebuah negara yang terkait
dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor selanjuinya dibagi ke dalam faktor
sumber daya manusia, fakior sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan
(fnowledge), faktor modal, dan faktor infrastruktur. Tidak semua faktor-faktor
terscbut berupa modal alami {(natural resource). Hal-hal seperti kualitas riset di
universitas-universitas, fleksibilitas di pasar tenaga kerja, dan kedalaman pasar
modal juga termasuk dalam faktor-faktor terscbut.

Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi awal dan dasar yang
dimiliki oleh svatu nepara. Negara tersebut dapat mengembangkan industri-
industri tertentu dengan memanfaatkan kondisi dasar ini dengan optimal. Dalam
kaitan ini, kita mengenal kemudian istilah negaraz dengan biaya produksi rendah
(fow cost countries) atau pun negara agraris. Porter menekankan bahwa faktor
kondisi-kondisi ini tidak bisa berubah, dibangun, dan dikembangkan. Inisiatif-
inisiatif politik, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial menentukan kualitas

faktor kondisi-kondisi di suatu negara.
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Faktor permintaan domestik adalah hal-hal yang terkait dengan permintaan
terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara. Mereka berpengaruh
terhadap kecepatan dan arah dari inovasi dan pengembangan produk. Menurut
Porter, permintaan domestik sendiri dipengaruhi oleh tiga hal yakni (i) komposisi
dari keinginan dan kebutuhan konsumen, (ii) jangkauan (scope) dan tingkat
pertumnbuhan pasar, dan (iii) mekanisme yang menyalurkan keinginan dan

kebutuhan konsumen domestik ke pasar internasional®

. Sebuzh negara dapat
mempunyai keungpulan di pasar atau industri tertentu bila permintaan domestik
memberi sinyal yang dini dan jelas kepada produsen dalam negeri tentang
kecenderungan permintaan konsumen domestik. Umumnya pasar domestik lebih
berpengaruh dan berperan dalam pengembangan kemampuan perusahaan untuk
mengenal kebutuhan konsumen daripada pasar luar negeri.

Faktor industri-industri pendukung adalah keberadaan atau pun sebaliknya
ketiadaan industri-industri pemasok den pendukung yang kompetitif dalam
persaingan internasional®. Industri pemasok yang kompetitif secara internasional
ekan memperkuat inovasi dan internasionalisasi industri utama pada fase
perkembangan berikutnya. Sementara itu, industri pendukung adalah industri yang
dapat memanfaatkan kegiatan bisnis tertentu secara bersama-sama dengan industri
utama. Mereka juga bisa menjalin hubungan bisnis yang bersifat saling
melengkapi dengan industri utama, seperti misalnya hubungan bisnis antara
perusahaan piranti [unak dan perusahaan piranti keras.

Faktor strategi, struktur, dan persaingan perusahaan merujuk pada kondisi
yang berpengaruh terhadap hal-hal yang terkait dengan bagaimana perusahaan-
perusahaan di suatu negara didirikan, diorganisasi dan dijalankan, serta dengan
karakteristik persaingan antar perusahaan di pasar domestik. Aspek-aspek budaya
turut berpengaruh disini. Struktur manajemen, budaya perusahaan dan hubungan
perusahaan berbeda-beda antar negara. Ini dapat memberikan keuntungan atau
pun kerngian tersendiri bagi industri-industri tertentu,

Teori Diamond dari Porter dapat digunakan dalam berbagai tataran. Dalam
tataran nasional, pemerintah dapat merumuskan strategi untuk memperkuat

2 Pratomo, op. cit, hal. 55.
2 Ibid
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keunggulan kompetitif negara, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan--

perusahaan nasional negara tersebut dalam kancah persaingan niternasional.

Menurut Porter, pemerintah misalnya bisa memperkuat keunggulan kompetitif

dengan melakukan standardisasi kualitas produk nasional, menyusun baku mutu

lingkungan dan keamanan, serta mendorong kerja sama vertikal antara pemasok
dan pembeli di pasar domestik™.

Porter juga berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar strategi persaingan
berlaku bagi perusahaan baik dalam persaingan domestik maupun internasional.
Pada dasarmnya penclitian Porter mencakup 4 (empat) permasalahan mendasar:

a. Apa yang menjadi sumber dari keunggulan kompetitif domestik? Jawabnya
adalah “the value chain” yaitu cara suatu perusahaan untuk mendapatkan
penghargaan dari pelanggan-pelanggannya dengan cara menunjukkan kegiatan
yang sangat berbeda dibandingkan pesaingnya.

b. Bagaimana keunggulan kompetitif domestik diciptakan? Porter menekankan
bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan diciptakan dengan cara
menimbulkan persepsi atau penemuan dan cara untuk bersaing yang baru dan
lebih baik dalam industri, dan menyajikannya ke pasar. Dengan kata lain
kunci untuk penciptaan kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif
adalah inovasi.

c. Bagaimana cara mempertahankan keunggulan kompetitif domestik?
Jawabannya tergantung dari sumber keunggulan, jumiah dari sumber-sumber
yang menghasilkan keunggulan, dan sampai sejauh mana perusahaan
berupaya untuk meningkatkan dan memperbesar keunggulannya. Semakin
besar jumlah sumber-sumber keunggulan kompetitif, semakin tinggi
kemampuan perusahaan untuk memperiahankan keunggulannya.

d. Bagaimana keunggulan kompetitif diciptakan melalui strategi internasional,
dan apa peran yang dapat dilakukan oleh suatu bangsa dalam meningkatkan
keunggulan kompetitif pada konteks global? Jawabannya adalah: konfigurasi
dan koordinasi global.

Berdasarkan penelitian Porter tersebut, diketahui bahwa suatu perusahaan
mendapatkan keunggulan kompetitif di arena plobal dengan cara mewujudkan

B [bid hal. 56.

UNIVERSITAS INDONESIA

Kajian hukum..., Titin Nuryani, FH Ul, 2010.



11

konfigurasi kegiatan-kegiatan “value chain” dengan cara yang memadai dan
menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan terintegrasi. Suatu
bangsa akan sukses di arena global apabila lingkungannya mendukung upaya
untuk pelaksanaan konfigurasi dan koordinasi yang tepat. Pada intinya teori Porter
tentang keunggulan kompetitif diantara bangsa-bangsa adalah argumentasi yang
memihak pada ekonomi pasar yang didukung kebijakan pemerintah yang
terarah®.

1.6. KERANGKA KONSEPSIONAL

Terdapat sejumlah alasan mengapa negara-negara menggunakan berbagai
jenis instrumen kebijakan perdagangan internasional. Banyak negara di fase awal
pembangunan mereka menggunakan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan
tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri-industri domestik (lebih dikenal
dengan rezim substitusi impor). Rezim semacam itu ﬁxendapat banyak kritikan
karena cenderung melindungi industri domestik yang tidak efisien dari persaingan
internasional. Sehingga banyak negara kemudian beralih ke rezim yang
berorientasi ekspor dimana industri-industri mereka didorong terjun ke dalam
persaingan internasional. Perubahan dari satu rezim ke rezim yang lain ini
membawa konsekuensi pada pengembangan dan penggunaan jenis-jenis
instrumen baru®. Walaupun bukan alasan itu saja mengapa sekarang terdapat
beragam jenis instrumen, namun pada prinsipnya pengetahuan tentang jenis-jenis
instrumen kebijakan perdagangan internasional yang dapat diterapkan oleh
pemerintah suatu negara membantu kita dalam mendalami dampak kesejahteraan
(welfare effect) dari penerapan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan
tersebut. Dampak kesejahteraan itu sendiri dianalisa dengan pendekatan partial

equilibrium®™.

# Brotosusilo, foc. cit.
% Pratomo, gp. cit., hal. 27.
% Ibid., hal. 26.
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Analisa partial equilibrium adalah analisa dirmana dampak dari sebuah
kebijakan perdagangan hanya divkur pada pasar yang dipengaruhi secara
langsung. Sebaliknya, analisa geweral equilibrium mengakomodasi interaksi
antara ekspor dan impor serta melihat dampak kebijakan pada banyak sektor
ckonomi. Sementara itu, penggunaan asumsi pasar persaingan sempurna
membebaskan kita dari beban untuk memisahkan dampak kesejahteraan yang
ditimbulkan oleh penerapan instrumen kebijakan perdagangan dari pengaruh yang
mungkin timbul dari ketidak-sempurnaan pasar®’.

Dampak kesejahteraan dari penerapan insttumen kebijakan perdagangan
berbeda antara kasus negara besar dan negara kecil**. Terdapat bermacam-macam
instrumen kebijakan perdagangan, salah satu diantaranya adalah subsidi ekspor,
yang merupakan instrumen subsidi yang diberikan pada barang ekspor. Seperti
halnya pajak impor, subsidi ekspor juga dapat berupa subsidi khusus atau pun ad
valorem’™.

Dalamm ASCM, subsidi didefinisikan sebagai bantuan atau koniribusi
keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung
atau tidak langsung kepada perusahaan, eksportir, industri atau eksportir pada
wilayah tertentu untuk meningkatkan atau menurunkan impor dari atau ke negara
yang bersangkutan®®.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional, telah
didirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang merupakan
lembaga keuangan non bank yang mengkhususkan diri untuk membiayai ekspor.
Melalui kegiatannya tersebut diharapkan LPEI dapat memberikan kontribusi yang
optimal terhadap pembangunan nasional dengan turut menunjang kebijakan

pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional®’.

¥ Ibid., hal. 31.
% hid., hal. 33
# Ibid., hal. 29, ad valorem merupakan pajek berdasarkan nilai.

¥ WTO, THE LEGAL TEXT-The Results of The Uruguay Round of Mulfilateral Trade
Negotiations, (Cet. 11; Uniled Kingdom: Cambridge University Press, 2005), General Agreemernt
on Tariffs and Trade (GATT) 1947 Pasal. X V1, Ayat (1), hal. 445.

' Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Penjclasan.
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1.7, METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah.
Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan identifikasi dan kualifikasi
fakta-fakta kemudian mencari norma hukum yang bterlaku puna pemecahan
masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan norma hukum yang berlaku maka
diambil kesimpulan®’. Penyusunan penulisan ini disesuaikan dengan ruang
lingkup obyek penelitiannya dan akan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa penelitian hukum
tentang asas-asas hukum yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi
internasional, traktat, serta keputusan-keputusan pengedilan yeang dikelompokkan
dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam
bahan hukum sekunder, serta yang dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier”.

Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat
preskriptif-kritis**. Melalui kajian ini, penulis akan berusaha mencari jalan keluar
untuk mengatasi masalah yang ada pada penelitian ini. Peneclitian ini
mempergunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil
wawancara dengan nara sumber yang turut serta dalam proses pembentukan LPEI
dan sampai saat ini masih bertugas di Jembaga tersebut. Sedangkan data sekunder
antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian
yang berwujud laporan, dan artikel-artikel dari media massa dan internet®. Data
sekunder yang diperoleh terdiri dari :

2 Agus Brotosusilo, “Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen™. Jakarte: Konsorsium
Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hal. 8.

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cet III; Jakarta: Universitas
Indonesia (UI-Press), 2007}, hal. 12.

¥ Agus Brotosusilo, “Paradigma Kajian Empiris dan Normarif Materi Kuliah Teori
Hukum™, (Jakarta: Program Pascasarjana limu Hukum FH-UIL, 2008), hal. 1

s Sockanlo, Pengantar Penelitian Hukum, op.cir,
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengil-(at.3‘5 Adapun

bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

)
2)

3)
4)

5)

8)

)

10)

11)

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Esiablishment World Trade Organization (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3564);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata
Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka
Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
Peraturan Menteri Keuangan Nomeor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip
Tata Kelofa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang
Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMX.010/2009 tentang Prinsip
Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), Agreement
Establishing the World Trade Organization, Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures (ASCM).

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer’’. Dalam hal ini yang dimaksud

3 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, (Cet VII; Jakaria: RajaGrafindo
Persada, Januari 2005), hal. 113.

7 mid
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bahan hukum sekunder adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan
hukum primer, yakni terdiri dari :
1} Buku-buku tentang perjanjian intermasional
2) Buku-buku tentang perdagangan intemnasional
3) Jurnal Hukum Internasional
4) Hasil-hasil penelitian mengenai perdagangan internasional
5) dan lain-lain.
¢. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder’. Bahan
hukum tersier terdiri dari :
1) Blacks Law Dictionary 8th ed. West Group,2004.
2) Kamus istilah hukum
3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
4) dan lain-lain.

Bahan hukum tersebut di atas selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan
satu sama lain, untuk kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis
guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum
akan dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu
permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi
menjadi 2 (dua) tahap sebagai berikut:

I. Tahap Persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan
pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan untuk proses
penyempurnaan.

2. Tahap Pelaksanaan, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni ;

a. Tahap Penelitian Lapangan dan Kepuﬁakm pada penelitian
lapangan dilakukan wawancara terhadap narasumber dan pada
penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan data sekunder
dengan cara studi dokumen.

B ibid
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b. Tahap Penyelesaian, pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan
yang meliputi; menganalisa data hasil wawancara dan bahan-bahan
kepustakaan yang ada, mencari korelasi antara hasil wawancara dan
bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan dan konsultasi,
kemudian dilakukan penyusunan tugas akhir.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, yakni Bab I, Bab

1I, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub-
sub bab yang diperlukan. Sistemnatika ini disusun berdasarkan urutan langkah-

langkah yang ditempuh dalam rangka penulisan penelitian ini.

Sistematika penulisan penelitian tersebut selengkapnya adalah sebagai

berikat:

1.

Bab I, yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang
permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta
sistematika penelitian.

Bab II, akan menguraikan sekilas tentang WTO dan subsidi di GATT 1947,
pengaturan subsidi dalam ASCM termasuk ketentuan tentang kerugian (injuri)
dalam subsidi di ASCM, dan ketentuan dalam ASCM khusus bagi negara
berkembang.

. Bab IIl, mengulas sedikit tentang kebijakan perdagangan Indonesia dan kredit

ekspor, namun secara lebih mendalam bab ini membahas mengenai pengaturan
tentang LPEI, tugas-tugasnya dan peran LPEI dalam mendukung peningkatan
ekspor-nasional. .

Bab IV, membahas mengenai ada atau tidaknya keterkaitan tugas-tugas LPEI
dengan pengaturan subsidi dalam ASCM, dan dalam hal terdapat keterkaitan
maka dalam bab tfersebut dilakukan penelaahan apakah hal iu melanggar
ketentuan ASCM

. Bab V, merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran atas penelitian

ini.
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PENJELASAN UMUM TENTANG SUBSIDI DALAM
AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING
MEASURES (ASCM) WTO

2.1. SEKILAS TENTANG WTO DAN SUBSIDI DI GATT 1947

Proses liberalisasi perdagangan dan perekonomian yang telah diupayakan
secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia telah semakin menimbulkan
interdependensi dan integrasi ekonomi di antara bangsa-bangsa, termasuk
Indonesia. Proses ini kemudian mencapai puncaknya dengan disepakatinya
Agreement Establishing the World Trade Organization (sclanjutmya disebut
dengan "Perjanjian WTO") sebagai dasar pendirian World Trade Organization.

World Trade Organization (selanjutnya disingkat "WTO") merupakan
organisasi internasional utama dalam mengatur perdagangan internasional, yang
tujuannya adalah meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan
perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia’.

Sistem perdagangan internasional yang kini berlaku dan yang sekarang
dikelola oleh WTO mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebagai sistern yang
menyeluruh, aturan main dalam WTQ tidak mudah dimengerti tanpa menoleh
lebih jauh pada dasar-dasar yang telah diterapkan sejak didirikannya General
Agreement on Tariffs and Trade (“GATT™) pada tahun 1947°. Aturan main yang
dikembangkan sejak GATT didirikan mencakup serangkaian aturan main yang
dasamnya telah diterapkan dalam GATT tersebut. GATT adalah suatu sistem, suatu

! Zulkarnain Silompul, “WORLD TRADE ORGANIZATION, INTERNATIONAL
MONETARY FUND DAN PERUBAHAN SISTEM PERBANKAN",

hitpe//zulsitompul.files.wordpress.com, diunduh 3 Maret 2010.

2 HALS. Karadjoemens, Substansi Perfanjion GATT/WTO Dan Mekanislme
Penyelesaian Sengketa-Sistem, Kelembagaan, Praosedur Implemeniasi, dan Kepentingan Negara
Berkembang (Jakarta; UI-Pres, 2000), hal. 3
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forum, dan suatu lembaga internasional di bidang perdagangan’. Sistem yang
terwujud tersebut, semula hanya dianggap sebagai sistem interim, yang dapat
berkembang secara pragmatis sehingga menjadi sesuvatu yang kompleks dan telah
mengalami perluasan, baik dari segi cakupan substantif maupun dari segi
kelembagaan®. Setelah perundingan Uruguay Round (1986-1994) selesai maka
negara anggota GATT sepakat untuk membentuk svatu lembaga baru, WTO
sebagai lembaga penerus GATT®.

Lahimya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup
penting bagi GATT. Perfama, WTO mengambil alih GATT 1947 dan
menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT
menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTQ,
khususnya Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan
juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas
Kekayaan Intelektual (TRIPS)S.

GATT berpijak pada suatu landasan yang terdiri dari serangkaian prinsip-
prinsip yang menjadi dasar dan disepakati sebagai komitmen dari semua pihak
yang turut serta dalam perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari; (1) non-
diskriminasi; (2) national treatment; (3) prinsip penghapusan hambatan dalam
bentuk restriksi kuantitatif, (4) resiprositas; (5) waiver dan pembatasan darurat
terhadap impor; (6) persaingan yang adil; (7) perkecualian untuk perjanjian
perdagangan regional; (8) safeguard; (9) special and differential treatment.”

Sebagai suatu perjanjian internasional GATT didirikan dengan tujuan
tertentuy dan berdasarkan atas serangkaian prinsip-prinsip utama. Tujuan dan
prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam suatu sistematika yang saling
terkait. Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam perjanjian tersebut kemudian

?  Ibid, Untuk suatu buku pengantar mengenai GATT sebagai system, forum den lembagea

inlernasional di bidang perdagangen, /ifkgr HAL.S Karadjcemens, GATT Dan WTO : Sistem,
Forum Dan Lembaga Iniernasional Di Bidang Perdagangan (Jakerta: Ul-Press, 1996). Buku
terscbut secara ringkas berupaya untuk menggambarkan lembaga GATT dan evolusi
perkembangannya sejak 1947.

* thid
3 mid

¢ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional (Jakaria: PT RajaGrafindo Persada,
2005), hal.97-93

7 Kartadjoemena, op. cif., hal. 50-51.
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dirumuskan dalam bentuk serangkaian ketentuan dan prosedur yang
mencerminkan kewajiban maupun hak yang mengikat semua pihak yang turut
serta dalam perjanjian tersebut. Keterkaitan antara serangkaian aturan dan
prosedur tersebut kemudian dirangkum dalam suatu sistematika yang harus
menjadi konsisten satu sama lain®.

Dari segi yuridis, GATT dapat dilihat sebagai serangkaian “aturan
permainan” di bidang perdagangan internasional yang tercantum dalam suatu
dokumen utama, yakni teks General Agreement on Tariffs and Trade sebagai

- suatu perjanjian internasional (infernational treaty) dengan Lampirannya (armex-
nya) yang merupakan penjelasan dari perjanjian tersebut dan merupakan bagian
integral dari perjanjian tersebut, yang merupakan suatu “kontrak”. Selanjutnya,
kontrak tersebut merupakan dasar yuridis untuk menerapkan disiplin multilateral
berdasarkan aturan yang disepakati bersama.’

General Agreement on Tariffs and Trade tersebut terdiri dari 38 Pasal.
Dokumen tersebut secara tekstual dibagi atas 4 bagian. Secara skematis General
Agreement dapat dibagikan pada pembapgian seperti terurai dibawah ini:'°
.a. Bagian I

Bagian pertama dari General Agreemery terdiri dari dua Pasal yakni Pasal 1
yang menguraikan prinsip most-favored-nation atau MFN, yakni ketentuan
bahwa perlakuan yang paling baik yang diperlukan terhadap satu mitra dagang
harus diterapkan kepada semua anggota GATT. Pasal Il dari General
Agreement merupakan pasal yang mengatur penurunan bea-masul (fariffs
reductions) yang disetujui dalam GATT. Daftar dari penurunan tariff yang
telah disetujui dimasukkan ke dalam Annexed Schedule dan daftar ini
merupakan bagian integral dari perjanjian GATT.
b. Bagian IT

Bagian kedua dari General Agreement terdiri dari 20 Pasal, yakni dari Pasal Il
hinggap Pasal XXIII inklusif. Ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua
dari General Agreememt merupakan ketentuan yang diterapkan secara

& Ibid, hal. 54
Y Ibid, hal. 55
1 rbid. hal. 56-57
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“provisional” atau sementara. Setiap anggota GATT harus menerapkan
ketentuan yang tercantum pada Bagian Kedua “ sejauh mungkin tanpa
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku pada waktu negara yang
bersangkutan menjadi anggota GATT”.

c. Bagian IiI
Bagian tiga dari General Agreement terdiri dari 12 Pasal, yakni dari Pasal
XXIV hingga Pasal XXXV. Disamping Pasal yang menentukan aturan
mengenai “free trade area”. Bagian ini mengandung banyak ketentuan
prosedural dan operasional yang diperlukan untuk menerapkan substansi
perjanjian.

d. Bagian IV
Bagian empat dari General Agreement, yang terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal
XHXVI, Pasal XXXVII dan Pasal XXXVIII, mengatur ketentuan khusus yang
diperlakukan terhadap negara berkembang. Bagian Empat ini ditambahkan ke
dalam General Agreement pada tahun 1965.

Ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua dari General Agreement
merupakan ketenfuan yang diterapkan secara “provisional” atau sementara.
Secara formal setiap anggota GATT harus menerapkan ketentuan yang tercantum
pada Bagian Kedua “sejauh mungkin tanpa bertentangan dengan undang-undang
yang berlaku pada waktu negara yang bersangkutan menjadi anggota GATT"'",

Dalam Bagian Keduva tersebut, Pasal XVI mengandung ketentuan
mengenal subsidi. Pasai XVI paragraf 1 mewajibkan negara anggota untuk
melaporkan kepada GATT adanya subsidi yang secara langsung maupun tidak
langsung akan meningkatkan ekspor. Pasal tersebut selanjutnya menentukan
bahwa subsidi khusus ditujukan untuk ekspor dilarang. Ketentuan mengenai
subsidi selanjutnya dikembangkan sebagai hasil Tokyo Round, tetapi dalam
bentuk persetujuan yang hanya mengikat negara yang turut dalam dalam
persetujuan tersebut. Setelah Uruguay Round, ketentuan mengerai subsidi
menjadi lebih terinci lagi, dan sebagai hasil dari Uruguay Round, rincian dari

ketentuan tersebut mengikat semua negara yang menjadi anggota WTO. Dari

U hid

UNIVERSITAS INDONESIA

Kajian hukum..., Titin Nuryani, FH Ul, 2010.



21

ketentuan yang samar-samar isinya dari sepi implementasi operasional yang

dirumuskan dalam GATT tahun 1947, aturan subsidi dalam hasil Uruguay Round

mencakup: 12

a. jenis subsidi yang dibolehkan;

b. jenis subsidi yang walaupun dibolehkan sampai batas tertentu namun
dikenakan disiplin pembatasan, dan

c. jenis subsidi yang dilarang. Sebagai langkah pengimbang, negara yang
dibanjiri impor produk ydng disubsidi, melalui criteria tertentu, dapat
mengenakan counfervailing duty setelah melampaui prosedur yang berlaku.

Diantara berbagai persetujuan yang dihasilkan Tokyo Round, Indonesia
baru menandatangani dwa persetujuan yaitu Persetujuan tentang Subsidy dan
Persetujuan Standard. Indonesia menandatangani Persetujuan tentang Subsicy
pada tanggal 4 Maret 1985, dan sesuai prosedur dalam GATT Indonesia secara
reguler menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidinya yang dilakukan tidak
untuk mendorong program ekspor. Berbeda dengan dumping, masalah subsidi
adalah masalah yang timbul dan berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah,
schingga penyelesaian permasalahannya langsung melibatkan pemerintah negara
yang menuduh dan pemerintah negara yang dituduh memberikan subsidi'.

2.2 SUBSIDI DALAM AGREEMENT ON SUBSIDIES AND
COUNTERVAILING MEASURES (ASCM)
2.2.1. Definisi Dan Klasifikasi Subsidi
Definisi subsidi secara substantif diatur dalam Agreement on Subsidies

and Countervailing Measures (ASCM) sebagai salah satu hasil putaraan Uruguay.
Pengaturan subsidi sebelumnya baik di GATT 1947 maupun Putaran Tokyo

2 Ibid, hal. 66.

D “World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana dalam Mewujudkan
Liberalisasi Perdagangan Dunie”, hitp/Awww.ditjenkpi.depdag.go.id, diunduh 2 Mei 2009,
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belum berhasil membuat definisi secara khusus mengenai subsidi'®. Putaran
Uruguay merupakan salah satu tahap perundingan yang berhasil. Keberhasilan
ditandai selain dengan berhasilnya masyarakat internasional membentuk
organisasi perdagangan dunia WTO yang telah dicitacitakan sejak dahulu,
putaran Uruguay juga berhasil membuat ke.epakatan mengenai subsidi yang
berjudul ASCM".

Pengaturan tentang subsidi di dalam ASCM merupakan bagian yang
menyatu dalam GATT 1994'¢. Subsidi menurut ASCM Pasal 1.1 butir a adalah ';

(a)(D)there is a financial contribution by a government or any public body
within the territory of a Member (referred to in this Agreement as
“government’’), i.e. where:

i. a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants,
loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or
lighilities (e.g. loan guarantees);

ii. government revenue that is otherwise due is foregone or not collected
fe.g. fiscal incentives such as fax credits);

ifi. a government provides goods or services other than general
infrastructure, or purchases

v. a government makes payments to a funding mechanism, or entrusis or
directs a private body to carry out one or more of the type of fumctions
illustrated in (i) to (iii) above which would riormally be vested in the
government and the practice, in no real sense, differs from practices
normally followed by governments.

Berdasarkan Pasal 1 ASCM tersebut, subsidi adalah suatu pemberian
(kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atan
suatu badan umum (public-body). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa
antara lain:

a. penyerahan dapa secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan,
pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;

b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan
pajak);

4 hid
S 1bid

16 “WTQ Dan Sistem Perdagangan Dunia”, hitp:/fwww.depperin.go.id/Ind/publikesi/djkipi
forto.him, diunduh 27 mei 2009, mengutip Pasal 1 ASCM.

" WTO, THE LEGAL TEXT-The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations, (Cet. 11; Uniled Kingdom: Cambridge University Press, 2005), hal. 231.
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¢. penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang;

d. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau
memberikan otorisasi kepada svatu badan swasta untuk melaksanakan tugas
pemerintah dalam hal penyediaan dana.

Disamping hal tersebut, semua bentuk income dan price support juga
merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan'®,
Mengacu pada Pasal 1 ASCM, maka dapat diketahui tindakan yang dapat
dikategorikan subsidi adalah:'®
1. Kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan transfer dana secara lansung

kepada industri seperti uang bantuan (granf), pinjaman atau suntikan dana;

2. Kegiatan pemerintah yang berpotensi sebagai transfer dana secara lansung dari
pemerintah kepada industri dalam negerinya atau dapat dikategorikan sebagai
penyerahan dana adalah pelimpahan tanggung jawab seperti jaminan pinjaman
oleh pemerintah®;

3. Penerimaan pemerintah yang seharusnya diterima yang teiah jatuh tempo akan
tetapi dihapuskan atau tidak ditagih seperti insentif fiskal seperti pengurangan
atau penghapusan tangpung jawab akan pembayaran pajak®;

4. Penyediaan barang—barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu industri
dikecualikan dalam hal ini adalah penyediaan perlengkapan infrastruktur
umum, atau pembelian suatu barang oleh suatu pemerintah®;

5. Pendanaan oleh pemerintah kedalam suatu mekanisme pendanaan atau
memberikan suatu kuasa oleh pemerintah kepada badan swasta untuk
melakukan kegiatan—kegiatan sebagaimana disebutkan di atas®*; atau

6. Terdapat suatu bentuk sokongan pendapatan atau harga atas suatu barang oleh
pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal XVI dari GATT 1994.

“WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia®, Joc. cit.

" WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 1 ASCM, hal. 231,
2 Ibid, Pasal 1.1 (a) (1) (i), hal. 231.

2 thid

2 Ibid, Pasal 1.1 () (1) (ii), hal, 231,

B Ivid, Pasal 1.1 (a) (1) (iii), hal. 231.

% Ibid, Pasal 1.1 (a) (1) (iv), hal. 231.
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Selanjutnya dengan merujuk pula pada Pasal 1 dan 2 ASCM, dapat
diketahui ada 3 elemen yang dapat kita jadikan dasar dalam menentukan subsidi
yaituzs:

1. Adanya financial contribution by government or any public body®.
Kontribusi keuangan oleh pemerintah tersebut diberikan oleh pemerintah atau
badan publik termasuk pemerintah daerah/lokal maupun perusahaan milik
Negara. Sebuah kontribusi keuangan yang dibuat oleh badan swasta dianggap
sebagai “kontribusi keuangan oleh pemerintah® ketika pemerintah
mempercayakan atau mengarahkan badan swasta tersebut untuk melaksanakan
sat atau lebih dari jenis kegiatan yang ditetapkan dalam Pasal 1.1 (a) (1) (i), (ii)
dan (iii)”".

2. Adanye Benefit conferred thereby®.

Kontribusi keuangan pemerintah hanya dapat dikategorikan subsidi jika
memberikan manfaat. Ini, umumnya cukup jelas dapat dilihat dalam kasus di
mana pemerintah memberikan sejumlah wang kepada perusahaan, namun
menjadi kurang jelas ketika konfribusi keuangan diberikan dalam jenis yang
lain, seperti pinjaman, pembelian barang atau jasa, infus ekuitas dan bentuk-
bentuk dukungan yang lebih halus lainnya®. Singkatnya, secbuah “manfaat”
timbul jika penerima tfelah menerima kontribusi keuangan akibat adanya
prosedur atau persyaratan yang lebih menguntungkan daripada yang tersedia
untuk pihak sejenis lainnya di pasar. Manfaat ditentukan dalam hubungannya
dengan pasar. Terkait dengan manfaat tersebut, dalam Pasal 14 ASCM
menyediakan, antara lain, beberapa pedoman dalam menghitung manfaat

subsidi yang dapat diterima oleh penerima:

2 Jim Tylor, “Subsidies: Element of a subsidy under the ASCM-Financial Contribution,
Benefit, Specifity; Prohibited and Actionable Subsidies”, (makalah disampaikan dalam kuliah
lentang Trade Remedies, MITL~2, Fakultas Hukum, U, 2009).

% WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit,, Pasal 1.1 (a) (1) (i) (i) (iii) dan {(iv) ASCM, hal.321.
Tylor, foc, cit.

WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit., Pasal 1.1 (b) ASCM, hal.231.

» Tylor, foc. cit.

1 fbid
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a. Equity capital yang disediakan pemerintah tidak boleh dianggap sebagai
pemberian manfaat dalam hal keputusan investasi tersebut dianggap
konsisten dengan praktik investasi biasa di sektor swasta;

b. Pinjaman pemerintah tidak akan dianggap sebagai pemberian manfaat,
kecuuli kalau terdapat perbedaan antara jumlah yang harus dibayar
perusahaan atas pinjaman yang diperoleh dari pemerintah dengan jumlah
yang akan dibayar perusahaan tersebut jika mendapat pinjaman komersial
biasa yang ada di pasar; dan

¢. Ketentuan tentang barang atau jasa atau pembelian barang oleh pemerintah
tidak boleh dianggap sebagai pemberian manfaat, kecuali ketentuan tersebut
dibuat dengan memberikan dampak adanya aspek pendukung yang kurang
atau lebih memadai, dari ketentuan yang ada’'.

3. Subsidi harus spesifik (speecificity)’’. Aturan WTO tentang subsidi, tidak
berlaku untuk semua kontribusi keuangan oleh pemerintah yang memberi
keuntungan. Aturan-aturan ini hanya berlaku untuk subsidi yang
spesifik/tertentu®. Pasal 1.2 ASCM™ :

A subsidy as defined in pavagraph 1 shall be subject to the provisions of
Part II or shall be subject to the provisions of Part Il or V only if such a
subsidy is specific’in accordance with the provisions of Article 2
Lebih lanjut, dalam Pasal 2.1. ASCM, diatur bagaimana menilai suatu subsidi
dapat dikategorikan sebagai subsidi yang spesifik, yaifu apabila subsidi
tersebut secara khusus diberikan kepada suatu perusahaan, industri tertentu
atau kelompok industri atau perusahaan tertentu.’’ Dalam ASCM dibedakan
empat jenis spec:ﬁcixy’ &

Tbid, mengulip Pasal 14 ASCM.

2 WTO, THE LEGAL TEXT, op. cif, Pasal 1.2 ASCM, hal. 231
Tylor, loc. cit., mengutip Pasal 1.2 ASCM

M WTO, THE LEGAL TEXT, igc. cit,

fbid Pesal 2.1 ASCM, subsidi adaieh spesifik ketika telah secara khusus diberikan
kepada perusahaan, industri atau sekelompok perusahaan alau industri, hal.232.

* Tylor, loc. cit., mengutip Pasal 2 ASCM
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a. Enterprise specificity, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah
suatu negara kepada perusahaan-perusahaan tertentu’’.

b. Industry specificity, merupakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah
suatu negara kepada sektor industri tertentu®,

c. Regional specificity, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah
suatu negara kepada produsen—produsen dalam wilayah tertentu dalam
negaranya>

d. Deemed specificity, merupakan prohibited subsidies yaitu subsidi yang
diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada produk ekspor yang
menggunakan atau mengandung bahan mentah dalam negeri®.

Subsidi yang masuk dalam ruang lingkup penerapan ASCM itu harus

memenuhi ketentuan spesifik (specificity) dalam salah satu diantara 4 jenis di

atas’!,

Seringkali subsidi mungkin tidak spesifik, pada wajahnya, tetapi dalam
kenyataan, beroperasi dengan cara spesifik. Aturan subsidi dalam ASCM berlaku
untuk subsidi tertenta baik yang de jure maupun de facto®”. Dalam konteks ini
Pasal 2.1 (c) dari ASCM mengatur:

If, notwithstanding any appearance of non-specificity resulting from the

application of the principles laid down in subparagraphs (a) and (b), there

are reasons to believe that the subsidy may in fact be specific, other

factors may be considered....*

Adapun yang dimaksud dengan subsidi spesifik yang de facte adalah
kebijakan subsidi yang secara tertulis dalam suatu peraturan yang diterbitkan oleh
pemerintah menentukan syarat-syarat umum akan tetapi pada saat

pelaksanaannya temyata diberikan secara spesifik menurut ASCM, berdasarkan

3 WTOQ, THE LEGAL TEXT, op. cif, Pasal 2.1 ASCM, hal. 232
® Ibid

¥ Ibid, Pasal 2.2 ASCM, hal. 232

® Ibid, Pasal 2.3 ASCM, hal, 232

1 Tylor, loc. cif.,, mengutip Pasal 2 ASCM

2 fhid
" WTO, THE LEGAL TEXT, ap. cit, Pesal 2.1 (c) ASCM, hal. 232.
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pertimbangan faktor—faktor lain*. Melalui Pasal 2.1 (c) ASCM dan footmote no. 3
ASCM™, dapat diketahui faktor lain yang periu diperhitungkan untuk melihat
subsidi spesifik secara de facto adalah:

1. Pengpunaan kebijakan subsidi oleh perusahaan tertentu, walaupun dalam
aturannya tidak menpgatur bahwa hanya perusahaan tersebut yang dapat
menggunakannya“’;

2. Penggunaan suatu kebijakan subsidi didominasi oleh perusahaan—perusahaan
tertentu®’;

3. Pemberiaan subsidi oleh pemerintah kepada suatu perusahaan—perusahaan
melebihi jumlah normal atau jumlah yang telah ditentukan dalam kebijakan
subsidi tersebut, atau pemberian subsidi besarnya tidak proporsional untuk
perusahaan tertentu®.

4. Tingkat diversifikasi kegiatan ckonomi di dalam yurisdiksi kewenangan
pemberian dan jangka waktu selama program subsidi beroperasi juga akan
diperhitungkan ketika menentukan apakah subsidi, yang tidak spesifik de jure,
adslah spesifik de facto®.

Menurut GATT 1994 dan ASCM suatu subsidi yang tersedia untuk umum,
terbuka tanpa persyaratan jenis usaha atau industri tertentu yang tidak
mengakibatkan distorsi alokasi sumber daya merupakan subsidi yang tidak dapat
atau tidak memerlukan suatu tindakan perlawanan®.

Subsidi yang tidak spesifik menurut Pasal 2.1 (b) ASCM adalah subsidi
yang diberikan oleh suatu nepara apabila:

1. Syarat-syarat pemberian subsidi merupakan syarat yang obyektif;

U mbid

4 Ibid, footnete no. 3 ASCM yaitu “In this regard, in particular, informations on the

Jrequency with which applications for a subsidy are refused or approved and the reasons Jo such
decisions shall be considered”.

% Ibid, Pesal 2.1 (c) ASCM, hal. 232.

T Ibid

® mhid

Tylor, foc. cit., mengutip foofnere no. 3 ASCM.
0 thid.
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2. Tidak terdapat syarat ketat tentang penerima subsidi haruslah perusahaan,
industri atau berada pada wilayah tertentu;

3. Pemberian subsidi tersebut dilakukan secara otomatis, dimana segala syarat
dan ketentuan diatur didalam peraturan atau dokumen resmi lainnya tanpa

terdapat syarat lain®'.

Di dilihat dari sifat penggunaannya subsidi dibagi dalam 3 (tiga) kategori
yaitu *:
a. Subsidi yang dilarang (Prohibited Subsidies)
Prohibited subsidie.;' merupakan jenis subsidi yang mutlak dilarang, dengan
tidak perlu membuktikan adanya keuntungan ataupun kerugian yang
diakibatkannya. Subsidi yang masuk dalam kategori prohibited subsidies
sesuai dengan Pasal 3.1 ASCM, yaifu subsidi ekspor dan import substitution
subsidies (substitusi import).

Pelarangan dari jenis subsidi tersebut disebutkan dalam Pasal 3.1 ASCM
dikarenakan tindakan subsidi baik subsidi ekspor atau import substitution
apabila dilaksanakan dikhawatirkan akan mempengarihi perdagangan
internasional dan sangat dimungkinkan untuk mengakibatkan kerugian negara
anggota WTO yang lainnya.’® Subsidi yang dilarang menurut Pasal 3.1 ASCM
yaitu:

1) Subsidi Ekspor
2) Subsidi produk lokal atau produk pengganti impor (Import substitution
subsidies).

Selain subsidi. ekspor, jenis subsidi yang dilarang oleh ASCM adalah
substitusi impor (import substitution). Dalam Pasal 3.1.b ASCM disebutkan
bahwa import substitution merupakan suatu subsidi yang ditujukan baik
semata-mata atau sebagai salah satu dari persyaratannya adalah keharusan
penggunaan produk domestik®*. Dengan demikian, laranpan tersebut mencakup

' WTOQ, THE LEGAL TEXT, op. cir, Pasal 2.1 () ASCM
52 “WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia®, Joc.cit,,

3 Ppeter Van Den Bossche, The Law And Policy of the World Trade Organization, — Tex,
Cases and Materials, (ed. 2; New York: Cambridge University Press, 2008), hal.571.

% WTO, THE LEGAL TEXT, op. clt, Pasal 3.1.b ASCM, hel. 233
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baik de jure dan de facto kontinjensi pada penggunaan barang-barang

domestik™>>.

Subsidi yang dapat dikenai tindakan (Actionable Subsidies)

ASCM selain mengatur tentang prohibited subsidies, juga mengatur tentang
Jjenis—jenis subsidi yang tidak dilarang akan tetapi dalam tingkatan tertentu dan
dalam hal dapat dibuktikan mengakibatkan kerugian bagi negara anggota WTO
lainnya. Jenis subsidi yang tidak dilarang tersebut dapat diajukan oleh negara
anggota WTO lainnya ke badan penyelesaian sengketa WTO, dalam hal
kegiatan subsidi tersebut dianggap merugikan kegiatan perdagangan negara
tersebut’®. Subsidi-subsidi tersebut diistilahkan sebagai actionable subsidies,
yang diatur dalam Pasal 5 ASCM*’, vaitu“No Member should cause, through
the use of any subsidy referred fo in paragraphs 1 and 2 of Article 1, adverse
effects to the inlerests of other Members”. Pasal 5 ASCM, menentukan
karakter dasar dari Actionable Subsidies, yang dapat diajukan oleh negara
anggota WTO kepada badan penyelesaian sengketa WTO®®., Karakter dasar
dari Actionable Subsidies, yang diatur dalam Pasal 5 ASCM tersebut
ditentukan pada akibat yang ditimbulkan dari kegiatan subsidi yang dilakukan
oleh suatu negara, yaitu:>®
1) Kerugian industri dalam negeri anggota WTO lainnya®;

2) Penghapusan atau pengurangan keuntungan secara langsung atau tidak
langsung bagi Anggota lain menurut GATT 1994 terutama keuntungan dari
konsesi-konsesi yang terikat oleh Pasal T GATT 1994°";

3) Ancaman yang serius terhadap kepentingan-kepentingan Anggota lain®2.

** Van Den Bossche, op. cif, hal. 574

¢ Ibid, hal. 577

*" WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 5, hal. 235
5% van Den Bossche, op. cii, hal. 578
* WTQ, THE LEGAL TEXT, loc., cit.
% Jbid, Pasal 5 (a), hal. 235.

1 bid, Pasal 5 (b), hal. 235.

2 Ibid, Pesal 5 (c), hal. 235.
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Actionable subsidies dalam hal ini memerlukan suatu proses pembuktian
atas kerugian yang timbul, tidak seperti dalam prohibited subsidies maka,
subsidi dalam hal ini hanya dapat digugat apabila subsidi tersebut terbukti
mengakibatkan kerugian®. Kerugian yang timbul dari subsidi yang diterima
tersebut harus Jiderita oleh produk sejenis (like producf)®. Produk sejenis
ditentukan berdasarkan definisi dalam footnote 46, dari ASCM®:

Throughout this Agreement the term "like product” ("produil similaire”)
shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all
respects to the product under consideration, or in the absence of such a
product, another product which, although not alike in all respects, has
characteristics closely resembling those of the product under
consideration™

Dalam hal ini produk sejenis diartikan sebagai produk yang identik atau
paling tidak memiliki karakter yang sama walaupun secara keseluruhan tidak
sama ¥ Istilah produk sejenis, juga diartikan dalam Pasal 1.1, Pasal 1.2 dan
Pasal 14, GATT 1994, yang menyebutkan bahwa dalam menentukan
kesamaan yang ada dalam produk yang dianggap sejenis maka harus juga
melihat elemen kesamaan yaitu, karakter fisik, fungsi produk, kebiasaan dari
konsumen, preferensi untuk substitusi dan klasifikasi tarif.*®

Pasal XVI GATT 1994 dan Pasal 3 sampai Pasal 9 ASCM antara [ain
mengatur tentang WTO trearment tentang subsidi. Ketentuan tersebut kurang
lebih mengenai subsidi yang dapat menjadi suatu hal yang harus dibatasi atau
bahkan dilarang menurut ASCM ketika subsidi tersebut mengakibatkan suatu
kerugian bagi industri barang sejenis di negara anggota lain®.

Selanjutnya Pasal VI GATT 1994 dan Pasal 10 sampai Pasal 23 ASCM
mengatur tentang prosedur yang dapat ditempuh ketika suatu negara anggota
mengangpap subsidi yang dilakukan oleh negara anggota lain telah

#  Van Den Bossche, op. cit, , hal. 578

 Ibid

5 1bid

% WTO, THE LEGAL TEXT, ap. cit, footnote. 46, hal. 250.
¢ Van Den Bossche, op. cif, hal. 578-579.

8 Ibid, hal, 579.

% Tylor, foc., cit.

UNIVERSITAS INDONESIA

Kajian hukum..., Titin Nuryani, FH Ul, 2010.



31

menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri negara anggota yang
bersangkutan. Seperti halnya dengan antidumping duty, countervailing duty
hanya dapat dikenakan jika telah ditetapkan dengan benar bahwa ada subsidi
import, dan terbukti telah menimbulkan kerugian industri domestik dan ada
hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian tersebut™.

¢. Subsidi yang tidak dapat dikenakan tindakan (non-actionble subsidies)”.

Subsidi yang tidak dilarang yang saat ini hanya subsidi yang tidak spesifik.
Awalnya berdasarkan Pasal 8 ASCM, terdapat beberapa specific subsidies yang
dimasukan dalam klasifikasi Non-Actionable Subsidies yaitu subsidi yang
diterapkan dalam regional tertentu, subsidi yang dikaitkan dengan
perlindungan terhadap lingkungan, penelitian dan subsidi yang dilakukan untuk
pembangunan’. Spesific subsidies yang dikecualikan sebagaimana disebutkan
di atas hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 1999, Sejak 1 Januari
2000, subsidi-subsidi tersebut jika spesifk maka termasuk dalam kategori
Actionable Subsidies’™.

2.2.2. Subsidi Ekspor

Pengaturan tentang larangan subsidi pada awalnya tidak diatur dalam
GATT 1947. Pasal XVI GATT 1947 hanya mengatur efek dari subsidi yaitu yang
dapat membahayakan kepentingan negara lain. Pihak yang melakukan subsidi,
menurut ketentuan GATT 1947, hanya diwajibkan untuk melakukan negosiasi
dengan negara yang terkena dampaknya’”.

* pid
! Ibid, non-actionable subsidies expired on 31 December 1999,
Van Den Bossche, gp. cit, hal. 585, mengutip Pasal 8.2 ASCM.
P 1bid

™ 1bid

" «SQubsidi  Perikanan Dalam WTO dan Dampsaknya  Bagi indonesia®,
hitp://senandikahukum.word
bagi-indonesia, diunduh 31 Maret 2009

72
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Perubahan aturan subsidi dalam GATT 1947 terjadi pada tahun 1955
tentang efek yang dapat merugikan perdagangan. Pertemuan para anggota GATT
1947 menambahkan aturan tambahan pada Pasal XVI GATT 1947 dengan
menambahkan poin B dengan judul “Additional Provision on Export Subsidies.”
Ketentuan tersebut mulai mengatur mengenai larangan subsidi ekspor atas
produk-produk utama (primary products). Dengan adanya pembatasan subsidi
ekspor atas produk-produk utama, kemudian isunya berkembeng mengenat
bagaimana pengaturan tentang produk-produk non utama (non primary producis).
Larangan atas subsidi ekspor produk-produk non utama baru berlaku sejak 1
Janvari 1958. Ketentuan ini diatur dalam paragraph 4, Pasal XVI GATT aturan
tambahan poin B. Ketentuan larangan subsidi ekspor atas produk-produk non
utama, mulai dilembagakan dalam ASCM™.

Menurut ASCM, subsidi ekspor merupakan subsidi yang dilakukan oleh
pemerintah suatu negara baik secara formil dalam suatu peraturan tertulis maupun
dilakukan dengan kebijakan tidak fertulis, baik semata-mata atau sebagai satu dari
beberapa persyaratan lainnya, yang penyerahannya berkaitan dengan kinerja
ekspor (export performance)’’. Dengan demikian sesuai Pasal 3.1 (a) ASCM,
larangan tersebut berlaku baik untuk subsidi ekspor yang de jure, maupun de
facto”. Hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam foofmore no. 4 ASCM™.

Subsidi ekspor yang di atur secara tertulis dalam peraturan—peraturan yang
dibentuk oleh pemerintah, disebut dengan de jure. De jure yang disebutkan dalam
ASCM menunjukkan suatu kegiatan subsidi yang diatur secara tertulis dalam
hukum baik secara eksplisit ataupun implisit. Dalam membuktikan suatu subsidi
ekspor merupakan de jure harus dilihat implikasinya dalam pelaksanaannya®.

% hid
n WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 3.1 (g) ASCM, hal. 233
Van Den Bossche, op. eft, hal. 572

" WTQ, THE LEGAL TEXT, op.cit, footnote no. 4 ASCM, yaitu “when the facts
demonstrate that the granting of a subsidy, without having been made legally contingent upon
expori performance, is in fact tied 1o actual or anticipated exportation or export earnings. The
mere fact that a subsidy is granfed fo enterprises which export shall not for that reason alone be
considered to be an export subsidy within the meaning of this pravision.”

* van Den Bossche, ap. ¢it, hal. 572-573.
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Dalam Lampiran I ASCM berisi Daftar [lustrasi dari subsidi ekspor.

Dafiar ini tidak lengkap, meliputi dua belas jenis subsidi ekspor®’:

a. Subsidi ekspor langsung;

b. Skema retensi ekspor yang melibatkan bonus ekspor;

c. Terkait pembebasan, pengampunan atau penangguhan pajak langsung dan
biaya kesejahteraan sosial;

d. Akibat/efek dari pengecualian, remisi atau penangguhan pajak tidak langsung
atau pajak impor;

e. Penyediaan barang atau jasa untuk digunakan dalam produksi barang ekspor
sesuai dengan persyaratan yang lebih menguntungkan, daripada untuk produksi
barang yang digunakan bagi konsumsi dalam negeri; dan

f. Penyediaan beberapa bentuk perpanjangan pembiayaan ekspor, dan bunga pada
tingkat dibawah bunga pinjaman yang sebenamya harus dibayar pemerintah
(tunduk pada pertimbangan tertentu).

Kebijakan subsidi ekspor umumnya diberikan pada komoditas pertanian di
negara-negara yang lebih berkembang seperti Amerika Serikat. Subsidi ekspor
memperbolehkan harga domestik di negara pengékspor lebih tinggi dari harga di
pasar didunia. Kebijakan ini akan mengurangi kesejahteraan yang sama terhadap
surplus produsen, surplus konsumen dan pendapatan pemerintah. Selain itu
kebijakan ini juga berlaku pada produk pertanian mentah. Beberapa negara besar
termasuk Amerika Serikat terus memberlakukan subsidi ekspor tersebut, salah
satu alasan yang potensial karena dinilai surplus produsen lebih penting daripada

8 WTOQ, THE LEGAL TEXT, op. cit, hal. 265, Annex [ to the ASCM contains an
‘Hustrative List of Export Subsidies”. This non-exhaustive list includes eleven types of export
subsidy including: .

@) Direct export subsidies;

b) Export retention schemes which involve a bormus on exporis;

¢) Export-related exemption, remission or deferval of direct taxes and social welfare charges;
d) Excess exemption, remission or deferral of indirect taxes or import duties;

e} Provision of goods or services for use in the production of exported goods on terms more
Javarable than those for the production of goods for domestic consumption; and

D Provision of cerigin forms of export financing extended at rates below those which the
government actually had o pay for the fumds (subject to certain considerations),
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konsumen atau  penerimaan  (pembiayaan)  pemerintah®’.  Apabila
mempertimbangkan surplus produsen (relatif terhadap sucplus konsumen) dalam
fungsi kesejahteraan sosial suatu negara maka negara tersebut akan mendapat
keuntungan dari subsidi ekspor. Dari waktu ke waktu Amerika Serikat telah
beralih dari subsidi ekspor umum ke subsidi ekspor khusus untuk komoditas
terfentu dalam rangka menandingi subsidi yang diterapkan oleh nepara lain,
terutama Uni Eropa. Subsidi ekspor target ini mengurangi biaya pemerintah
karena subsidi diberikan hanya pada pasar tertentu di mana Amerika Serikat
bersaing dengan subsidi ekspor dari negara lain®.

Uni Eropa memaksa untuk mensubsidi ekspor karena harga domestik telah
diputuskan melalui Commeon Agricultural Policy (CAP). Ketika CAP dirumuskan
pada tahun 1958, penawaran-permintaan pada saat itu berada pada situasi ketika
harga autarki berada di atas harga patokan (yang hanya menjamin harga
minimum), schingga Uni Eropa melakukan konsumsi yang lebih besar dari
produksi. Dari waktn ke waktu, karena harga domestik semakin tinggi,
perkembangan teknologi, keuntungan dari efisiensi, dan faktor lainnya, situasi
permintaan-penawaran Uni Eropa berubah sehingga harga autarki berada di
bawah harga patokan (a ireshold price), sehingga Uni Eropa memproduksi lebih
besar dari yang dikonsumsi. Hal ini mendorong Uni Eropa untuk melakukan
subsidi ekspor™.

Sebagai catatan, larangan subsidi ekspor pada ASCM berlaku untuk
subsidi ekspor pertanian, kecuali yang diatur dalam Agreement on Agriculture
(Perjanjian tentang Pertanian)®’.

2.2.3 Ketentuan Tentang Kerugian (Jnjury) Dalam Subsidi Di ASCM

Dalam menentukan kerugian yang timbul akibat subsidi maka, negara
anggota WTQ harus juga menentukan tentang industri dalam negeri. Penetapan

¥ Ratna Anindita dan Micheel R. Reed, Bisnis Dan Perdagangan Internasional,
(Yogyakerta: Andi, 2008}, hal. 43-44.

8 Ibid.
8 Ibid, hal. 45
¥ WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 3.1 ASCM, hal. 233
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industri dalam negeri dalam kasus subsidi diperlukan dikarenakan kerugian yang
harus dibuktikan dibatasi pada kerugian pada industri dalam negeri atas produk
sejenis dalam suatu negara.®® Karakter yang harus dipenuhi dalam menentukan
industri dalam negeri, selain memperhatikan foofnote no. 11 ASCM, juga
sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 ASCM:*

For the purposes of this Agreement, the term "domestik industry" shall,
except as provided in paragraph 2, be interpreted as referring to the
domestik producers as a whole of the like products or to those of them
whose collective oulput of the products constitutes a major proportion of
the total domestik production of those products, except that when
producers are related to the exporters or importers or are themselves
importers of the allegedly subsidized product or a like product from other
countries, the term "domestik industry” may be interpreted as referving to
the rest of the producers.

Konsep kerugian terhadap industri domestik dalam ASCM mencakup :*
1. Kerugian materi atau kerugian secara fisik kepada industri dalam negeri;
2. Ancaman kerugian materi terhadap industri dalam neger;
3. Ketidakmampuan secara materi untuk suatu pembentukan dari industri dalam

negeri.

Dalam hal subsidi yang dilaksanakan tidak terbukti mengakibatkan
kerugian berdasarkan Pasal 5 ASCM maka subsidi tersebut tidak dapat dilakukan
penyelidikan®. Selain kerugian materi atau hilangnya keuntungan maka
berdasarkan Pasal 5 ASCM, subsidi dapat juga mengakibatkan serious
prejudice.’® Serious prejudice berdasarkan Pasal 6.3 ASCM adalah salah satu
keadaan dibawah ini:”'

1. Subsidi yang dilaksanakan telah menggantikan atau menghalangi impor produk
sejenis dari Anggota lain ke pasar anggota pemberi subsidi;

% Van Den Bossche, op. cif, hal. 578.

¥ WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 16.1ASCM, hal. 252.
¥ Van Den Bossche, op. cif, hal. 580.

¥ WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 11.1 dan 11.2 ASCM
¢ Ibid, Pasal 5 ASCM, hal. 235

%' Ibid, Pasal 6.3 ASCM, hal. 235
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2. Subsidi yang diberikan berpengaruh untuk menggantikan atau menghalangi
ekspor produk sejenis dari Anggota lain ke pasar negara ketiga;

3. Pengaruh subsidi adalah suatu pemotongan harga yang jauh lebih rendah dari
produk yang disubsidi dibandingkan dengan harga produk sejenis dari Anggota
lain dalam pasar yang sama atau penekanan harga yang besar, penurunau harga
atau kehilangan penjualan yang berarti dalam pasar yang sama;

4, Pengaruh subsidi adalab kenaikan pangsa pasar dunia dari Anggota yang
memberi subsidi dalam produk atau barang dagangan primer, terientu yang
diberi subsisi dibandingkan dengan pangsa rata-rata yang dimilikinya selama
jangka wakt tiga tahun sebelumnya dan peningkatan ini mengikuti

kecenderungan yang terus-menerus selama jangka waktu subsidi diberikan.

2.24. Ketentoan Dalam ASCM Khusus Bagi Negara Berkembang

Beberapa anggota WTO mernipakan negara berkembang, yang memiliki
karakter ekonomi yang berbeda dengan negara maju. Karakter ekonomi dari
negara berkembang ini mengakibatkan ketimpengan yang dapat timbul antara
negara anggota sehingga prinsip utama dari WTO yaitu mutually adventageous
arrangement tidak dapat dicapai.”

WTO berupaya menanggapi kepentingan Negara berkembang melalui 3
(tiga) cara yaitu: _

1. Persetujuan-persetujuan WTO memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai
Negara berkembang;

2. Komite Perdagangan dan Pembangunan (Committee on Trade and
Development/CTD) menangani/membahas kepentingan Negara berkembang di
dalam WTO;

3. Sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis (umumnya dalam berbagai jenis

pelatihan) bagi negara-negara berkembang™.

% Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi
Nepgara Berkembang dan Negarz Maju™, (Pidalo Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap
dalam Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disampaikan di Depok, 10
November 2001).

®  Direkiorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen
Multilateral, Departemen Luar Negeri, Sekilas WTOQ (World Trade Organizationi), (ed. 4; Jakarta:
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Perlakuan yang berbeda tersebut diistilahkan sebagai Special and
Differential Treatment’’. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-
kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan
persetujuan WTO, sehingga akan merangsang meningkatnya partisipasi nagara-
negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional”. Prinsip
Special and Differential Treatment ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT
1947 maupun WTO, schingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang
mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang tersebut™.
Untuk itu, mengingat prinsip dalam negosiasi di WTO adalah prinsip single
underrakfng’ 7. maka sebagai salah satu perjanjian WTO, ASCM mengakui hal
tersebut.

Subsidi dapat memainkan peran penting dalam program pengembangan
ekonomi dari Anggota negara berkembang. Pasal 27 ASCM mengakui ini dan
memberikan beberapa aturan dan disiplin untuk Anggota negara berkembang
yang kurang ketat dari peraturan-peraturan umumnya’". Pasal 27.1 ASCM pada
intinya memberikan pemahaman dalam hal terkait dengan kegiatan pembangunan
ekonomi subsidi bagi negara berkembang masih dapat diperlakukan.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 272 ASCM, larangan subsidi ekspor
berdasarkan Pasal 3 ASCM tidak berlaku untuk negara berkembang yang disebut
dalam Lampiran VII ASCM dan negara berkembang lainnya'®. Sesuai Lampiran

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Invesiasi, Dan Hak Kekayaan Intelekival, Difjen
Multilateral, Depariemen Luar Negeri), hal. 67

% Ibid, Special and Differential Treatment dimeksudkan bahwa perundingan hamus
mempertimbangkan deagan sungpuh-sungguh prinsip "perlakuan khusus dan berbeda™ bagi negara
berkembang dan negara terbelakang (L.DCs), hal. 75.

%5 *WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia™foc. cir.

* Ibid

9 Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hek Kekayaan Intelektuat, Ditjen
Multilateral, Depariemen Luar Negeri, op.cit., Prinsip single undertaking adalah prinsip negesiasi
di WTO yang didefinisikan sebagai "seluruh unsur dalam negosiasi merupakan bagian dari suatu
kesatuan yang utuh yang tidak bisa dibagi-bagi atau disetujui hanya sebagiannya saja”, prinsip ini
dikenal juge sebagai konsep “nothing is agreed until everything is agreed”, hal. 6

* Tylor, foc., cit.
® WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 27.1 ASCM
190 Ibid, Pasal 27.2 ASCM, hal. 261
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VII ASCM negara berkembang tersebut meliputi negara kurang maju (Least
Developed Countries/ LDCs) yang ditentukan oleh PBB dan negara-negara
dengan pendapatan per kapita tahunan kurang dari US $ 1,000'°'. Berdasarkan
Pasal 27.2 (b} ASCM negara berkembang lainnya yang tidak termasuk dalam

Lampiran VII ASCM, hanya dapat melakukan subsidi ekspor dalam jangka waktu

102

tertentu yaitu selama delapan tahun“. Dalam masa delapan tahun pengecualian

subsidi ekspor tersebut negara dimaksudkan dalam Pasal 27.2 (b) ASCM harus
melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.4 ASCM:

Any developing country Member referrved to in paragraph 2(b) shall phase
out its export subsidies within the eighi-year period, preferably in a
progressive manner. However, a developing country Member shall not
increase the level of its export subsidies, and shall eliminate them within a
period shorter than that provided for in this paragraph when the use of such
export subsidies is inconsistent with its development needs. If a developing
country Member deems it necessary to apply such subsidies beyond the 8-
year period, it shall not later than one year before the expiry of this period
enter into consultation with the Committee, which will determine whether an
extension of this period is justified, after examining all the relevant
economic, finamcial and development needs of the developing country
Member in question. If the Commitiee determines that the extension is
Justified the developing country Member concerned shall hold amnual
consultations with the Committee to delermine the necessity of mainiaining
the subsidies. If no such determination is made by the Committee, the
developing country Member shall phase out the remaining export subsidies
within two years from the end of the last authorized period.'”

Menurut Pasal 27.4 ASCM negara berkembang dalam Pasal 27.2 (b)
ASCM dalam jangka waktu delapan tahun sejak disepakatinya Perjanjian WTO
harus melakukan penghapusan subsidi ekspor secara bertahap. Penghapusan dari
subsidi tersebut harus dilakukan secara progresif. Selama jangka waktu delapan
tahun tersebut juga negara berkembang yang disebutkan dalam Pasat 27.2 (b)
ASCM tidak dapat meningkatkan jumlah subsidi yang diberikan dan dalam hal
kegiatan pembangunan yang dilakukan telah tidak memerlukan pemberian subsidi

% fbid, Lampiran VIl ASCM, hal. 274.
192 rbid ,Pasel 27.3 ASCM, hal. 261
19 1hid, Pasal 27.4 ASCM, hal. 261
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ekspor maka negara berkembang tersebut harus menghapuskan subsidi ekspor
kurang dari jangka waktu delapan tahun'®,

Negara berkembang dapat memperpanjang jangka waktu dari penetapan
subsidi ekspornya, bilamana diperlukan, perpanjangan dari jangka waktu tersebut
harus diberitahukan kepada the Committee on Subsidies and Countervailing
Measures (Komite SCM) satu tahun sebelum masa delapan tahun berakhir.
Komite SCM setelah menerima permohonan perpanjangan dari Negara
berkembang akan melekukan pemeriksaan keadaan ekonomi, keuangan dan
pembangunan dari Negara berkembang. Selama periode perpanjangan tersebut
maka negara berkembang harus melakukan konsultasi tiap tahunnya dengan
Komite SCM. Dalam hal Komite SCM menilai bahwe subsidi ekspor tidak dapat
dilakukan kembali oleh negara berkembang terkait maka dalam jangka waktu dua
tahun semenjak masa snbsidi ekspor diizinkan harus telah menghapus kebijakan
subsidi ekspornya'®.

Untuk Kelompok negara berkembang yang disebutkan dalam Pasal 27.2
(a) ASCM, dalam hal semenjak ditetapkannya subsidi ekspor oleh negara
berkembang tersebut telah mencapai tingkat daya saing ekspor untuk produk
tertentu maka negara berkembang tersebut harus menghapus subsidi ekspornya
terhadap produk tertentu tersebut selama jangka waktu delapan tahun'®.

Untuk negara berkembang lainnya, terpenuhinya peningkatan days saing
terhadap produk apapun juga, menghapuskan pengecualian subsidi ekspor untuk
seluruh produk-produknya dalam periode dua tahun.'"’

Ketentuan tentang penghapusan berdasarkan peningkatkan daya saing
tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 27.5 ASCM yang menyatakan:

A developing country Member which has reached export competitiveness
in any given product shall phase outl its export subsidies for such
product(s) over a period of two years. However, for a developing courniry
Member which is referred to in Annex VII and which has reached export

1 Ibid
195 tbid
1% Jbid., Pasal 27.5 ASCM, hal. 262
197 1bid.
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competitiveness in one or more products, export subsidies on such
products shall be gradually phased out over a period of eight years. 108

Negara berkembang yang telah menerbitkan kebijakan subsidi sesuai
dengan Pasal 27.2 ASCM sampai dengan Pasal 27.5 ASCM dikecualikan untuk
melakukan konsultasi ataupun negosiasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4
ASCM. Pengecualian akan pelaksanaan Pasal 4 ASCM tidak menghapus
kewajiban negara berkembang yang bersangkutan untuk menghapus ekspor
subsidi dalam hal terdapat permohonan pemeriksaan atas subsidi ekspor tersebut
dari negara anggota WTO lainnya berdasarkan bukti yang menyatakan bahwa
subsidi ekspor telah mengakibatkan kerugian atau menghalangi efektifitas
perdagangan atas produk sejenis dari negara anggota WTO lainnya sebapaimana
disebutkan dalam Pasal 7 ASCM'”.

Berdasarkan atas hal tersebut maka pengecualian akan subsidi ekspor tidak
menghapus kewajiban pelaksanaan dari Actionable Subsidies. Discbutkan dalam
Pasal 27.9 ASCM menyatakan baliwa sepala ketentuan yang terkait dengan
keadaan serious prejudice (kecuali keadaan yang timbul dalam Pasal 6.1 ASCM)
dimaksudkan dalam Pasal 6 ASCM tidak dilakukan kecuali terdapat bukti
berdasarkan pemeriksaan yang menyatakan bahwa subsidi yang dilakukan telah
mengakibatkan efek yang buruk (nullification and impairment) bagi negara yang
mengajukan pemeriksaan''®,

Berdasarkan Pasal 27.6 ASCM yang dimaksudkan dengan daya saing
ekspor adalah keadaan dimana suatu produk dari swafu negara telah menguasai

sekurang—kurangnya 3,25 % pasar dunia dari produksi tersebut.!'!

Selain tentang
penguasaan peningkatan daya saing ekspor dapat dilihat dari pemberitahuan
secara lansung dari negara berkembang terkait bahwa daya saing ekspor dari

produksi dalam negerinya telah meningkat atau perhitungan matematika dari

1% 1bid.

19 Ibid., Pasal 27.7 ASCM, hal. 262
119 rbid., Pasal 27.9 ASCM, hal. 262
' 1Bid, Pasal 27.6 ASCM, hal, 262
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sekretariat WTO atas dasar permintaan dari negara anggota WTO lainnya baik
sendiri atau bersama-—sama.''

Selain pengecualian tentang subsidi ekspor terdapat juga pengecualian—
pengecualian lain dalam pelaksanaan ASCM untuk negara berkembang. Subsidi
yang dikecualikan untuk dapat dilaksanakan oleh negara berkembang adalah
subsidi yang kaitannya dengan proses privatisasim. Berdasarkan Pasal 27.13
ASCM maka subsidi yang dilakukan pemerintah dari suatu negara berkembang
yang dilakukan terhadap industri domestik dalam rangka privatisasi dapat
diperkenankan dengan syarat tertentu. Pengecualian dalam Pasal 27.13 ASCM
didasarkan pada keadaan ideal dari perdagangan internasional yang menjadi
tujuan dari WTO'".

Pasal 3.1 ASCM selain mengatur tentang larangan subsidi dalam kegiatan
ekspor juga mengatur tentang kegiatan yang diistilahkan dengan import
substitution. fmport substitution merupakan kebijakan suatu negara yang
memberikan keutamaan atas penggunzan produksi dalam negeri daripada luar
negeri.''” Ketentuan tentang import substitution terdapat dalam Pasal 3.1 (b)
ASCM, ketentuan pada intinya untuk menghindari adanya adverse effect dari
kegiatan import substitution yang mungkin akan dialami oleh negara anggota
lainnya. Kegiatan subsidi yang disebutkan dalam Pasal 3.1 (b) ASCM masih dapat
dilakukan oleh negara berkembang selama lima tahun sedangkan untuk negara
terbelakang mendapatkan jangka waktu delapan tahun yang dihitung semenjak
didirikannya WTO, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 27.3 ASCM:

The prohibition of paragraph 1(B) of Article 3 shall not apply to
developing country Members for a period of five years, and shall not apply
to least developed country Members for a period of eight years, from the
date of entry into force of the WTO Agreement.''®

Implementasi ketentvan mengenai perlakuan khusus dan berbeda bagi
negara berkembang (Special and Differential Treatment) yang terdapat dalam

"2 1bid.

13 Jbid. Pasal 27.13 ASCM, hal. 263
"3 rbid

5 Ibid,, Pasal 3.1 (b) ASCM, hal. 233.
N8 1hid Pasal 27.3 ASCM, hal. 261.
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berbagai persetujuan WTO dalam kenyataannya tidak mudah untuk dilaksanakan.
Pembahasan masalah ini dalam berbagai perundingan di WTO berjalan alot,
terutama akibat adanya perbedaan pandangan yang cukup besar antara negara
berkembang yang menuntut haknya agar memperoleh perlakuan khusus dan
berbeda dengan negara maju (yang tidak akan memperofeh perlakuan tersebut)’'’.

Bagi kebanyakan nepara berkembang Special and Differential Treatment
bukan hanya longer timeframe dalam mengimplementasikan persetujuan-
persetujuan WTO, tetapi juga pengecualian-pengeculian lain yang sesuai dengan
tingkat pembangunan ckonominya. Sehingga, karena itulah salah satu paragraf
dalam Deklarasi Menteri Doha memberikan mandat untuk meninjau kembali
semua ketentuan mengenai Special and Differential Treatment dengan tujuan

untuk menjadikannya lebih tepat, efektif dan operasional''®.

U7 Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hak Kekayaan Intelekiual, Ditjen
Multifateral, Departemen Luar Negeri, op., cit., hal. 69.

18 bid
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BAB III

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
DAN PERANNYA DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN EKSPOR NASIONAL

3.1 KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA

Dalam persaingan global yang semakin meningkat, peran negara menjadi
semakin penting dan berkembang, bersamaan dengan beralihnya basis persaingan
menuju penciptaan dan asimilasi pengetahuan. Keunggulan kompetitif diciptakan
dan dipertahankan melaiui proses yang sangat terlokalisir. Perbedaan dalam hal
nilai-nilai, kebudayaan, struktur perckonomian, lembaga, dan sejarah nasional
semuanya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kompetitif suatu negara,
sehingga terdapat perbedaan pola daya saing dalam setiap negara'.
Dilihat dari sifat keberadaannya, keunggulan yang dimiliki suatu negara
atas negara lain di dalam perdagangan internasiona! dapat dikelompokkan ke
dalam dua macam, yaitu:>
1. Keunggulan yang diwariskan atau bersifat alamiah (natural advantage).
Misalnya keunggulan alami yang dimiliki Indonesia antara lain adalah
anugerah jumlah angkatan ketja yang banyak (dalam arti fisik/kuantitas, bukan
kualitas). Kondisi tersebut membuat upah buruh per orang dan harga bahan-
bahan baku yang ada di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan di negara-
negara yang penduduknya sedikit dan miskin sumber daya alam (SDA), seperti
Singapura dan Korea Selatan.

2. Keunggulan yang diciptakan/dikembangkan (acquired advantage), yaitu
keberadaan keunggulan tersebut bukan yanp sifatnya anugerah (sudah ada

' Dong-Sung Cho & Hwy-Chang Moon, From Adam Smith to Michael Porter-Evolusi
Teori Daya Saing, (Jakarig: Salemba Empat, 2003), hal. 75.

2 Tulus T.H. Tambunan, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2004), hal. 88.
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sejak dulu), tetapi harus diciptakan atau dikembangkan oleh manusia. Misalnya
di Singapura, yang jumlah tenaga kerjanya sedikit, tapi memiliki tingkat
pendidikan atau keterampilan serta penguasaan terhadap teknologi yang jauh
lebih tinggi dibanding Indonesia. Keunggulan ini dikenal dengan keunggulan
kompetitif, yang pada intinya bahwa keunggulan svatu negara dalam
persaingan global selain ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif
yang diwariskan juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor kompetitif yang
dikembangkannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Porter, pada intinya keunggulan kompetitif
diantara bangsa-bangsa adalah argumentasi yang memihak pada ekonomi pasar
yang didukung kebijakan pemerintah yang terarah®. Kebijakan perdagangan suatu
negara berpengaruh pada pola perdagangan negara tersebut. Untuk itu dafam
menetapkan kebijakan perdagangan perlu dikaitkan dengan pola pembangunan
secara komprehensif, sehingga dapat secara optimal mendorong perfumbuhan
ekonomi. Selain itu, kebijakan perdagangan seharusnya saling terkait dengan pola
industrialisasi yang dipilih serta kebijakan yang mendorong investasi®.

Kebijakan perdagangan Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke
waktu dan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi prekenomian dan kebijekan
penguasa pada masanya®. Pada saat perdagangan menjadi lebih terbuka karena
globalisasi, kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi globalisasi
mengalami perubahan®. Strategi perdaganpan yang digunakan adalah campuran
antara strategi ekonomi tertutup (inward looking) dan strategi berorientasi ke luar
yang diarahkan untuk menggiatkan ekspor (outward looking)’.

3 Agus Brotosusilo, “Pro Dan Kontra Terftadap Free Trade dan Protectionism™, dalam
Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Fakultes Hulkum Pascasarjena
Universitas Indonesia, 2009), hal. 5.

* Nurhemi, “Peluang Dan Tantangan Indonesia Dalam Kerjesama Perdagangan
Internasional”, dalam Sjamsul Arifin, Dien Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, ed, Kerja sama
Perdagangan Bagi Indonesia-Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia, (Jakarta: Biro Hukum Dan
Studi Internasional Direkioral Internasional Bank Indonesia, 2007), hal. 252,

5 Ibid.

S Ibid.

7 Budi Siswanto dan Priyatno, “Peningkatan Daya Saing Produk Dan Kinerja Ekspor
Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia (Kategori Sektor Riil)”, Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan (Juni 1999), hal. 117.
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Krisis yang melanda Indonesia di tahun 1998 dan krisis global di tahun
2008 yang juga menerjang beberapa nepara tetangga telah menyebabkan
perekonomian mengalami kontraksi yang dalam. Untuk membangun kembali
perekonomian yang terpuruk tersebut tidak mudah, pemerintah mempunyai
berbagai kebijakan untuk menjaga ataun memperbaiki kualitas perekonomian
Indonesia.

Secara umum terjadinya krisis ekonomi global akan berdampak pada
perekonomian domestik melalui mekanisme transmisi ekonomi yang diawali dari
melemahnya pertumbuhan ekonomi global serta volume perdagangan
internasional. Akibat melemahnya volume perdagangan internasional, kegiatan
ekspor impor Indonesia juga melemah. Sehingga muncul pelemahan aktivitas
perekonomian, menurunnya neraca perdagangan Indonesia, serta adanya potensi
pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring dengan peningkatan jumlah
pengangguran’,

Indonesia sebagai small open economy dalam perckonomian global
memang sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional,
Peﬁgaru.h dari luar negeri baik positif maupun negatif dengan mudah menerpa
ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan kemampuan otoritas kebijakan guna
merancang ekonomi yang tahan banting dan tidak mudah terombang-ambing oleh
gelombang ekonomi dunia. Ekonomi Indonesia amat rentan terhadap pengaruh
perkembangan negatif internasional, padahal perkembangan ekonomi
internasional bisa dikatakan masih tidak ramah ®.

Beratnya anggaran juga membuat kemampuan pemerintah mendorong
pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Karena itu, gerak ekonomi nasional sangat
tergantung pada kinerja dunia usaha'®, Peran dunia usaha dalam menggerakkan
ekonomi semakin penting. Namun, peningkatan daya saing internasional kita

Anggito Abimanyu, “Paket Stimulus Fiskal 2009 Untuk Mendorong Terciptanya
Peningkalan Daya Beli Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Dan Daya Tahan Dunia Usaha Dan
Penyerapan Tenaga Kerja”, Media Keuangan (Vol. IV; No. 17/Januari/2009), hal. 6.

® Sri Adiningsih, “Perkembangan Ekonomi Global”, http://wrww suarakarya-online.com,
diunduh 10 Juni 2009.
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menjadi faktor sangat krusial, sementara daya saing internasional kita saat ini
belum cukup bagus''.

Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan dunia, maka dunpia usaha
dalam negeri harus tumbuh kuat. Untuk cepat tumbuh kuat tentu salah satunya
diperlukan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri.
Meskipun perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan yang
menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum
perdagangan bebas dunia'’.

Kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dilakukan oleh
negara maju dalam bentuk sikap negara industri maju yang secara tidak langsung
melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti
isu lingkungan hidup, ketenagaketjaan dan lain-lain. Menghadapi perdagangan
bebas dunia, maka kalangan dunia usaha juga perlu untuk mengambil sikap dalam
menjaga keseimbangan dunia usaha dalam negeri dan luar negeri'>.

Dalam menjaga keseimbangan perdagangan dengan luar negeri diperlukan
reformasi perdagangan. Tujuan reformasi perdagangan seperti yang diusahakan
pemerintah tidak hanya membangun perekonomian y;ang berorientasi
perdagangan untuk mencapai tambahan ekspor, namun juga mengupayakan agar
aktivitas ekspor dan impor dapat membantu daya saing dan akses pengusaha
Indonesia dalam perdagangan bebas dunia, bisa mendorong peningkatan
keseiahteraan rakyat Indonesia, turut membantu pembangunan dacrah/kawasan
dan mendukung penggunaan produk dalam negeri dari komoditi ekspor Indonesia
sehingga mengurangi impor bahan baku komoditi'*.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa strategi perdagangan
yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah. Strategi perdagangan tersebut

meliputi'®:

1 1bid.

"2 Handito Joewono, et al, 4), “Butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014”,

Buku Kadin-Buku FiR htip://mudraiad.com/upload/Buku%20Kadin_Bab%20I1
Perdagangan%20Luar% 20Neperi.pdf, diunduh 4 Mei 2010, hal. 23-24.

B mhid
' Ibid
15 Nurhemi, op. cit, hal. 331-337.
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a. Strategi perdagangan jangka pendek.
Permasalahan utama perdagangan internasional Indonesia saat ini terletak pada
kurang kompetitifnya produk Indonesia, untuk itu dalam jangka pendek
diperlukan langkah sebagai berikut:
1) mengurangi biaya tinggi; dan
2} memperbaiki iklim investasi.
Wujud dari langkah-langkah tersebut dapat berupa menambah ekspor non-
migas dan mengurangi ketergantungan perdagangan luar negeri Indonesia
kepada negara tertentu seperti Amerika Serikat, sehingga keadsan ekonomi
negera tersebut tidak terlaln mempengaruhi perdagangan dan eckonomi
Indonesia. Untuk itu dibutuhkan pasar alternatif baru perdagangan luar negeri
Indonesia’®.

b. Strategi perdagangan jangka menengah.
Dalam jangka menengah struktur produksi Indonesia perlu diarahkan kepada
produksi komoditi yang bernilai tambah tinggi seperti elektronik dan industri
pengolahan lainnya tentunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Pengembangan produk yang berbasis sumber daya alam memerlukan strategi
baru dan pembangunan prasarana yang mendukung. Straiegi baru yang tepat
sasaran untuk pembangunan sumber daya alam tersebut antara lain dengan
memasukkan suatikan teknologi dan kebijakan yang menunjang prasarana,
kebijakan pendidikan serta kebijakan riset dan pengembangan'”.

c. Strategi perdagangan jangka panjang.
Dalam jangka panjang, Indonesia hendaknya melakukan persiapan perangkat
lunak (peningkatan pengetahuan, keahlian), termasuk kelembagaan di bidang
perdagangan dan kemampuan negosiasi, karena hal itu termasuk dalam faktor
daya saing. Peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja tersebut
penting, mengingat rendahnya keahlian tenaga kerja Indonesia merupakan
faktor penghambat investasi dan peningkatan produktivitas. Selain itu
pemerintah harus mampu memperbaiki kebijakan perdagangan yang koheren

1% Joewono, et al, 4), Joc. cit.

7 Nurhemi, op. cit, hal. 333, mengutip Soesastro, Hadi, “Lansekgp Perdagangan
Internasional Tantangan Kembar bagi Indonesia®, (dalam diskusi di B, 21 Juli 2006).
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dan konsisten agar dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhban perdagangan,
serta melakukan sinergi antar departemen terkait'®.

Kapasitas perdagangan secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan
pembiayaan serta ketersediaan instrumen untuk mengurangi risiko yang berkaitan
dengan transaksi perdagangan internasional'”. Seiring dengan meningkatnya
risiko secara global, pemerintah dan dunia usaha mengalami kesulitan
memperoleh pembiayaan perdagangan (frade financing), baik dari pasar keuangan
internasional maupun lembaga keuangan dalam negeri sendiri®.

Penyediaan berbagai fasilitas yang mudah dan murah untuk menunjang
ekspor memang sangat dibutuhkan. Terlebih dalam persaingan ekspor dengan
nepara kompetitor lainnya. Semua negara kini berlomba memberikan kemudahan
bagi eksportirnya untuk mendorong laju pertumbuhan ekspor” .

Dukungan fasilitas pembiayaan ekspor yang murah itu dengan sendirinya
akan menpurangi cos? of fimd yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan
berorientasi ekspor. Pada gilirannya, berbagai fasilitas murah yang tersedia seperti
kredit ekspor itu akan meningkatkan daya saing produk ekspor nasional®.

" 1bid

® Makmun, “Peranan Trade Financing di Era Krisis Global?, hitp://www.fiskal

depkeu,go.id/webbkfkolom/detailkolom.psp?NewsID=N1061404404, diunduh 7 Mei 2010,
mengutip Auboin dan Meier-Ewert, 2G03; Thomas, 2009,

% bid. , mengutip Kang dan Miniane, 2008 dan CEIC database

2l dpotensi Ekspor Indonesia Jauh Lebih Besar”, hitpv//www.sinarharapan co.id
fekonomi/industri/2005/0105/ind 1 .htm, diunduh ¢ Mei 2010

Z Ibid,
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3.2. Kredit Ekspor
3.2.1. Ketentuan Internasional Mengenai Kredit Ekspor

Sistem pembiayaan sangat berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan

internasional®

. Peran bank tampak pada upayanya dalam mengembangkan sistem
pembiayaan selama bertahun-tahun lamanya dengan semakin meningkatnya
permintaan kredit bagi perdagangan internasional®,

Kredit ekspor dirancang untuk pembiayaan ekspor menengah dan jangka
panjang. Kredit ini diberikan langsung oleh bank atau beberapa bank untuk
pembeli asing atau peminjam bertindak atas nama pembeli, yang telah
menandatangani konirak dengan eksportir’>, Pembiayaan ekspor umumnya terdiri
dari®5;

1. a buyer’s credit, merupakan pinjaman yang diatur tersendiri (reguiated loan),
contohnya pinjaman yang diberikan sesuai dengan persetujuan internasional
(Organisation jfor Economic Co-Operation and Developtmen/OECD
Agreement), Eropa (untuk kontrak intra-masyarakat Eropa), atau sesuai
peraturan nasicnal masing-masing negara. Di sebagian besar negara-negara
OECD dan beberapa negara-negara non-OECD, kredit ini merupakan bantuan
negara dalam rangka mendukung peningkatan ekspor dalam bentuk asuransi
risiko kredit yang diberikan melalui Credit Exspor Agency (ECA) yang
mungkin disertai dengan mekanisme subsidi bunga kredit (yang diberikan oleh
suatu entitas mestinya diamanatkan oleh pemerintah negara pengekspor)
dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan peminjam.

2. a commercial loan, yang mungkin diberikan sebagai fasilitas tambahan untuk
membiayai seluruh atau sebagian dari kontrak komersial yang tidak dapat

% Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional (Jakaria: PT RejaGrafindo Persads,
2005), h. 129 mengutip Hans Van Houtte, The Law of International Trade (London: Sweet and
Maxwell, 1995), hal. 257; Amir M.S., Letter of Credit; Dalam Bisnis Ekspor Impor (Jakarta: PPM,
ed. 2, Juli 2001), hal. 2, :

2 Ibid., hal. 257,
8 «Export Credif”, htpp;//corp.bupparibas.com, diunduh 12 Juni 2010.
® 1bid
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dibiayai a buyer's credit. Jenis fasilitas ini tidak tunduk pada batasan-batasan
dalam regulated loan.

Pembiayaan ckspor ini memberikan keuntungan tersendiri bagi eksportir
karena memungkinkan eksportir®':

a. mendapatkan pembayaran secara tunai ketika kontrak komersial dijalankan;

b. terbebas dari seluruh risiko kredit, karena risiko yang diambil oleh bank
pemberi pinjaman (eksportir hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan
kontrak komersial);

c. meringankan neraca keuangannya;

d. menarik pembeli dengan penawaran yang menarik mengingat kontrak sudah
mendapat jaminan sehingga tidak lagi mengandung ketentuan khusus tentang
risiko dan biaya.

Sementara keuntungan yang dapat diperoleh pembeli dari pembiayaan ini
berupa®:

a. mendapatkan pembiayaan dengan kondisi yang lebih baik dari yang ditawarkan
di pasar, khususnya terkait dengan jangka waktu pinjaman dan/atau tingkat
suku bunga;

b. pembiayaan yang khususnya disesuaikan uﬁtuk proyek-proyek besar.

Adapun pihak-pihak yang mendapatkan pembiayaan ekspor ini bisa
pembeli atau badan tertentu yang bertindak sebagai pembeli, antara lain seperti®®:
a. pemerintah daerah (Bank Sentral, Departemen Keuangan),

b. perusahaan swasta atau umum

¢. bank swasta atau umum

Jenis kontrak yang biasa dibiayai adalah kontrak jangka
menengah/panjang yang umumnya digunakan untuk pembelian peralatan dalam
skala besar, sedang atau bahkan kecil, termasuk diantaranya kontrak dibidang jasa
dan tehntk. Pembiayaan ekspor dapat menjadi solusi lengkap bagi eksportir dan
pembeli, khususnya untuk ekspor ke negara berkembang. Pembiayaan ini bisa
disesuaikan untuk setiap jenis transaksi ekspor, dan bahkan mungkin termasuk

Y tbid
2 Ibid
® Ibid
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untuk pembiayaan proyek™.Sebagian besar undang-undang di bidang kredit
ekspor di elaborasi dari kerangka Organisation for Economic Co-Operation and
Developtmen (OECD)*.

3.2.2 Lembaga Yang Menangani Kredit Ekspor

Lembaga yang berurusan dengan kredit ekspor biasa disebut Lembaga
Kredit Ekspor (Export Credit AgenciessECA) atau Export-Import/Eximbank.
Dukungan resmi ECA bisa dalam bentuk menjadi lembaga resmi departemen
pemerintah atau lembaga komersial untuk mengelola account atas nama
pemerintah, terpisah dari institusi bisnis komersial tersebut. Kegiatan ECA
termasuk memberikan asuransi atau jaminan unfuk pembayaran kembali pinjaman
oleh lembaga keuangan kepada pembeli di negara ketiga (kredit pembeli),
memberikan asuransi atau jaminan terhadap non-pembayaran kembali kredit yang
diperpanjang oleh eksportir kepada pembeli di negara ketiga (kredit pemasok) dan
memberikan pinjaman langsung atau kredit untuk pembeli negara ketiga®.,

Diantara berbagai ECA/Eximbank tersebut, tidak ada model tunggal untuk
Lembaga Pembiayaan Ekspor atau ECA di seluruh dunia. Pembeatukan lembaga
seperti ini di masing-masing negara berbeda-beda dalam aturan dan
hubungannnya dengan pemerintah karena adanya perbedaan sektor keuangan di
masing-masing negara yang berbeda-beda®. Terdapat beberapa model lembaga
pembiayaan ekspor yang dapat diindetifikasi antara lain**:

3 fhid
N 1bid

3 ubxport credits”, http:/fec.europa ew/trade/creating-opportunities/trade-topics/export-
credits/, diunduh 7 Mei 2010,

3 Smith S, “Prudential Challenges Facing Export Credit Agencies- AN Australian
Perspective,” (makalah disampaikan pada seminar tentang The Strategic Rule of Eximbank in
Boosting National Economi, Bank Indonesia, Jakarta, 4 Agustus 2005).

3 Marlin Endelmen, “The Potential Rule of Export Import Banks In Emerging A Newly
Industrialized Countriesi” (makalah disampaikan pada seminer tentang The Strategic Rule of
Eximbank in Boosting National Economi, Bank Indonesia, Jakaria, 4 Agustus 2005).
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a. Model Perusahaan Swasta yang berlaku sebagai Agen
Bentuk ini pemerintah berkedudukan sebagai penyusun utama (Exclusive
Arrangement) dengan perusahaan swasta, dan resiko seluruhnya diambil alih
oleh pemerintah. Mode! ini digunakan di negara-negara seperti Perancis,
Jerman, Belanda dan Afrika Selatan.

b. Model Departemen Pemerintah/fasilitas
ECA dalam model ini operasional bertindak sebagai departemen pemerintah,
misalnya Departemen Penjaminan Kredit Ekspor Inggris dibiayai dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Negara untuk Perdagangan dan Industri,
dan di Swiss memiliki Departemen Penjamin Risiko Ekspor yang merupakan
bagian dari Sekretariat Kerjasama Ekonomi.

c. State-Owned/Apen yang independen
Ini merupakan bentuk yang umum berlaku yaitu lembaga pembiayaan ekspor
berkedudukan sebaga lembaga otonom, dapat berupa lembaga yang
mengkombinasi asuransi, penjaminan dan pinjaman di bawah satu atap
(misalnya di Kanada, Amerika, Philipina), dan ada pula yang memisahkan
menjadi lembaga-lembaga yang berdiri sendiri (seperti di Jerman dan beberapa
negara di Asia).

d. Model virtual ECA
Model baru yang dikembangkan di Selandia Baru (7#e Danish ECA), dalam
bentuk ini ECA tidak lagi menangpung risiko tetapi fungsinya digantikan
kepada suatu agen, analisa risiko yang dilakukan hanya dijadikan rekomendasi
kepada pemerintah.

Model-model ECA tersebut sebagaimana terdapat di beberapa negara
seperti Jerman, misainya memiliki 3 macam lembaga yang berfungsi sebagai
ECA, yaitu Hermes Kreditversicherungs-AG, PWC Deutsche Revision, dan
Kreditanstalf feur Wiederaufbau (KFW). Untuk yang pertama dan kedua berada
di bawah Menteri Ekonomi, dan yang ketiga berada di bawah Menteri Ekonomi
dan Menteri Kevangan. Jepang memiliki 2 jenis, yaitu Nippon Export and
Investmen Insurance (NEXI) dan Japan Bank for International Co-operation

(JBIC). Begitu juga Amerika Serikat yang memiliki 3 macam, yaitu Export-
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Import Bank of the United States (EXIM), Overseas Private Investment
Corporation (OPIC), dan Commodity Credit Corporation™.

Negara-negara lain yang telah memiliki ECA/Exim Bank antara lain:
Thailand (Exim Bank of Thailandi),Singapura (ECICS Credit Insurance Ltd),
Hongkong (Hongkong Credit Insurance Corporation), India ( Export Import Bank
of India), Inggris (Export Credit Guarantie Departement-ECGD), Kanada (Export
Developtment Canada), Amerika (US Exim Bank), Afrike Selatan (Credit
Guarantee Insurance Corporation of Africa), Argentina (Compania Argentina de
Credito a la Exportacion SA), Jerman (KFW and Hermes) dan Australia (Export
Finance and Insurance Corporation-EFIC)®.

Keungpulan ECA/Eximbank sebagai Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE)
adalah perannya sebagai “auforomos sovereign entity”, yaitu adanya akses pada
pendanaan wholesale dari sumber-sumber resmi maupun dari pasar internasional
dengan biaya yang relatif rendah, sehingga pemerintah tidak perlu membuat
kebijakan mengenai tingkat suku bunga rendah untuk pembiayaan ekspor’".

Kebanyakan ECA mepyediakan asuransi atau penjaminan, telapi
penjaminan ECA seringkali lebih mirip dengan asuransi daripada penjaminan
keuangan. Asuransi biasanye menanggung risiko kurang dari 100% atau pada
kondisi-kondisi tertentu sebesar 100%. Sedangkan penjaminan biasanya
menanggung risiko sebesar 100% atau pada kondisi tertentu kurang dari 100%".

Eximbank biasanya membantu dan mendorong ekspor dan investasi ke luar
dengan menyediakan pinjaman langsung. Perbedaan mendasar antara ECA dan
Eximbank adalah pada ECA pengambilalihan risiko menggunakan balance sheet
lembaga lain (biasanya bank), sedang Eximbank menggunakan balance sheet
sendiri dengan pinjaman aktual dan pasiva. Beberapa Eximbank juga
menyediakan asuransi kredit ekspor seperti ECA dan penjaminan keuangan

> Nasksah Akademik Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesiai, UU No.
2 tshun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957, {disusun oleh Sekretariat Negara,
Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen
Keuangan (Bapapem-LK dan DJKN), Law Firm Remi Darus), hal. 12, mengutip Sri Adiningsih,
Tanggapan terhadap RUU LPEL 2005,

% Ibid
3 1bid,, hal. 17, mengutip penjelasan PT Bank Eskpor Indonesia (Perserc), 2003.
® Ibid
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langsung. Perbedaan lain adalah bahwa ECA memberikan pembiayaan dan
penjaminan untuk transaksi-transaksi risiko tinggi guna pelaksanaan progam atau
kepentingan nasional, yang bank umum enggan memberikannya®.

Dengan demikian, banyak ECA menyediakan kredit langsung ataupun jika
kredit diberikan oleh bank komersial, ECA dapat menyediakan garansi ataupun
asuransi kredit. ECA biasanya menawarkan bunga, demikian juga premi, ataupun
fee yang lebih murah dari sektor swasta, serta mem-back-up transaksi yang tidak
mungkin dilakukan oleh sektor swasta®.

Seperti halnya di negara lain ECA/Eximbonk tidak menerima dana
langsung dari mansyarakat seperti halnya bank umum, karena bunganya tinggi
seperti deposito. Dalam hal ECA/Eximbank membayar bunga simpanan tinggi,
maka tentunya dana yang akan disalurkan kepada eksportir lebih tinggi dari bunga
simpanan masyarakat. Untuk itu, ECA/Eximbank mencari sumber dana yang
bunganya rendah®'.

Memperhatikan fungsi dan tugas ECA/Eximbank di atas maka nampak
jelas bahwa ECA/Eximbank di masing-masing negara telah mempunyai misi yang
jelas yang didukung oleh perundang-undangan. Selain itu, terdapat komitmen dari
pemerintah dalam mendukung kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan
kegiatan ekspor maupun investasi di luar negeri yang melibatkan ECA/Eximbank.
Komitmen dari beberapa pemerintah negara lain, seperti Amerika, Jepang, India,
Thailand, Australia, Korea dan China, antara lain berupa penjaminan terhadap
utang ECA/Eximbank, menanggung biaya dan atau kerugian baik menyanglkut
program national interest maupun tidak, serta pembebasan pajak penghasilan®?.
Sebagai bahan perbandingan peran ECA/Exim di beberapa negara antara lain:

a. Thailand
i.  Eximbank of Thailand lebih berkonsentrasi pada aktivitas perbankan
yang tidak dijamah oleh bank komersial swasta seperti kredit jangka

¥ Ibid, hal. 14, mengutip wawancara tanggal 30 Agustus 2005 dengan Djoko Muliono,
{entang tanggapan tethadap RUU LPEI, 2005.

% Ibid, hal. 15, mengutip St Adiningsih tentang tanggapan terhadap RUU LPEI, 2005,
mengutip Backgrounder, (Vol. 9, No. 1, 2003)

4 Ibid.
*2 Ibid, hal. 17, mengutip PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), 2003.
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panjang untuk ekspor barang-barang modal, fasilitas pendanaan untuk

kontrak kontruksi jangka panjang, export credit insurance dan fasilitas

pendanaan ekspor untuk perusahaan kecil dan menengah, ataupun
eksportir yang baru mulai mengekspor ke luar negeri.

ii. Dalam menunjang kegiatan usaha pendana usaha kecil dan menengah
tersebut, Thailand mengembangkan program "kitchen to the world " yaitu
pembiayaan yang diberikan oleh Eximbank of Thailand kepada rumah-
rumah makan Thailand di seluruh dunia. Untuk mendukung investor
Thailand di luar negeri, Eximbank dapat mendukung kredit baik dalam
jangka menengah ataupur jangka panjang, bahkan bisa jupa dalam
bentuk equity participation™.

ili. Secara umum, bisnis Eximbank of Thailand membagi kegiatannya dalam
lima kategori besar, yail'u:"‘1
1) working capital loans, seperti pembiayaan pre-shipment (dalam dolar

Amerika, bath, dan yen), kredit ekspor, dan pembiayaan fasilitas
untuk re-ekspor.

2) term loans, seperti pembiayaan jangka panjang untuk barang-barang
ekspor dan wuntuk perusahaan berorientasi ekspor yang ingin
mengembangkan sayap.

3) financing for overseas project, terutama proyek-proyek infrastruktur.

4) export credit insurance, seperti asuransi kredit ekspor untuk jenis
pembayaran melalui Jetter of credir (L/C), D/P, D/A, dan O/A, serta
asuransi untuk pembeli atau bank.

5) expori advisory service atau jasa konsultasi, termasuk perjanjian
perdagangan bilateral dengan negara-negara lain, seperti Malaysia,
Bangladesh, dan Iran.

Kemajuan (progress) dari semua kegiatan itu terlihat dari laporan

tahunannya pada 2008, Eximbank of Thailand telah menyalurkan kredit

ekspor 120,695 juta bath dan penjaminan kredit ekspor 29,793 juta bath,

3 <Eximbank of Thailemd”, warw thaieximbank.go.th, diunduh 1 Janueri 2008
“ “Indonesia Eximbank Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia”,
dalam EKSPOR, (Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009), hal. 3
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b. Australia
Export Finance and Insurance Corporation (EFIC) merupakan ECA di
Australia yang memberikan produk dan jasa antara lain menyediakan dana dan
asuransi kepada eksportir Australia dan juga perusahaan-perusahaan Australia
yang memiliki investasi baru di Juar negeri. Beberapa produk yang ditawarkan
diantaranya direct loan, export finance guarantee, documentary credit finance
and guarantee, political risk insurance, medium term payment insurance, dan
bonds and guarantees. Dalam operasinya EFIC selain masuk segmen yang
tidak dapat dimasuki oleh swasta, untuk kepentingan pemerintah yang khusus,
Menteri Perdagangan dapat memerintahkan EFIC untuk memberikan fasilitas
yang diperlukan, dan dalam hal rugi maka pemerintah Australia akan
menggantinya. Dalam rangka mendukung kegiatan perusahaan kecil dan
menengah, EFIC memberikan fasilitas berupa tariff premi yang kompetitif
dalam penutupan asuransi atas risiko kerugian yang berkaitan dengan kegiatan
usahan yang dilakukan®’,
c. Amerika

US Eximbank, yakni eximbank milik Amerika Serikat (AS), pada tahun 2008
menyediakan jaminan modal kerja (pre-expori fi namcing), asuransi kredit
ekspor (export credit insurance), jaminan pinjaman (loan guarantees), dan
pembiayaan langsung (buyer fi nancing). US Eximbank bertekad untuk selalu
mendukung kegiatan ekspor AS dengan menangani kredit dan risiko dari pihak
swasta yang tidak bisa diterima lembaga pembiayaan lain dan memberikan
pembiayaan kompetitif. Dengan membuka kesempatan pada segmen besar dan
menengah dalam kegiatan ekspor, US Eximbank yakin mampu berkontribusi
bagi perekonomian nasional AS. Lewat aktivitas itu, per tahun fi skal AS pada
2008, US Eximbank tefah menyalurkan pembiayaan ekspor, baik barang
maupun jasa, sebesar US$14,4 miliar dari perkiraan ekspor AS selama 2008
yang US$19,6 miliar*®

43 “Export Finance and Insurance Corporasion”, www.efic.go.au, diunduh 1 Januari
2008.

* “Indonesia Eximbank Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia®,
loc.cir.
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d. India

India Eximbank memiliki program pembiayaan untuk UKM, dengan tujuan
agar para pelaku UKM di India dapat meningkatkan produksinya dan
melakukan ekspor. ¢ juga menyediakan jasa konsultasi bagi siapa saja yang
ingin mengetahui informasi pasar, pemasaran ekspor, studi kelayakan, dan
peluang berpartisipasi dalam program lembaga multilateral. Selain itu, diluar
ekspor, India Eximbank turut dalam industri perfilman India dengan
membiayai beberapa produksi film. Sejak awal berdiri pada 1981, India
Eximbank memiliki satu tujuan utama, yakni memfasilitasi pembiayaan kepada
para cksportir dan importir di India. Lembaga ini juga berfungsi sebagai
mediator institusi atau perusahaan yang ingin memberikan bantuan dana dan
para eksportir yang membutuhkan bantuan dana. Semua itu tentu saja berujung
pada peningkatan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi
negara. Pada 2008, dengan mengusung slogan “India’s Premier Export
Finance Institution”, India Eximbank berhasil mendistribusikan kredit US$328
juta. Angka itu naik 38% dari 2007 yang US$267 juta. Pada tahun yang sama,
lembaga yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah India ini juga berhasil
menyalurkan penjaminan kredit ekspor senilai US$219 juta.

Mencermati contoh-contoh di atas, maka terlihat bahwa di banyak negara
lain, lembaga yang umumnya dikenal dengan sebutan export credit agency (ECA)
atau Eximbank ini memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong aktivitas
perdagangan internasional. Menilik pentingnya peranan lembaga tersebut, maka
keberadaan lembaga tersebut di negara kita oleh pemerintah dianggap periu guna
mendorong eksportir untuk meningkatkan ekspor, sehingga mereka bisa lebih

bersaing di pasar internasional.
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3.2.3. Ketentnan Tentang Kredit Ekspor Di Indonesia

Pengertian kredit ekspor tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No
21/8/UKU tanggal 25 Maret 1989 beserta tambahan dan perubahan-perubahannya
dan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1959. Kredit
ekspor adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir atau pemasck
untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan dan/atau penyiapan barang
dalam rangka ekspor®’. Eksportir dapat merupakan eksportir produsen yakni yang
menghasilkan barang untuk diekspor sendiri atau eksportir bukan produsen yakni
eksportir yang tidak menghasiikan sendiri barang yang diekspornya*®, Menurut
Surat Edaran Bank Indonesia No 21/8/UKU kredit ekspor terdiri dari*:

1. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja ekspor meliputi semua jenis kredit modal kerja yang

diberikan kepada eksportir atau pemasoknya untuk membiayai kegiatan

produksi, pengumpulan atau penyiapan barang dalam rangka ekspor
2. Kredit investast.

Kredit Investasi meliputi:

(a) kredit yang diberikan untuk tujuan produksi barang eckspor, dalam
pembiayaan proyek baru maupun perluasan;

(b) kredit investasi yang diambilalih dari kantor pusat, kantor cabang atau
kantor cabang pembantu lainnya dari bank yang sama atau bank lain
untuk proyek baru/perluasan;

(c) kredit investasi yang semula diberikan tidak untuk memproduksi barang
ekspor tetapi produksinya dialihkan untuk ekspor semuanya (huruf ab,c,)
dengan ketentuan bagian yang diekspor harus telah mencapai 40%
dalam waktu 3 tahun, serta 65% dalam waktu 5 fahun sejak produksi
komersial atau sejak pelaksanaan ekspor setelah pengambilalihan kredit.

4 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9%/KEP/DIR Tahun 1989, Pasel 1.

8 Syamsu Iskandar, Bank & Lembaga Keuangan, (Jekartn: PT. Semesta Asa Bersama,
2008), hal. 158.

*® Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No 21/8/UKU tanggal 25 Maret 1989.
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Prosedur pemberian kredit ekspor sama halnya dengan pengajuan kredit
lainnya, namun khusus untuk kredit ekspor sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor
22/9/KEP/DIR Tahun 1989 terdapat beberapa penegasan dalam’":

1} Permohonan kredit ekspor
Permohonan kredit ekspor dapat diajukan bila calon debitur dapat memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit ekspor
2) Penilaian kredit ekspor
Dalam melakukan penilaian dan pertimbangan untuk pemberian fasilitas kredit
harus didasarkan pula pada adanya:
a) persediaan barang untuk diekspor
b) irrevocable banker’s L/C’! untuk barang yang bersangkutan
c) perjanjian jual beli atau sales contract yang tidak dapat dibatalkan secara
sepihak dan bertujuan untuk ekspor*>

Jangka waktu kredit ekspor minimal adalah dua belas bulan, perpanjangan
jangka waktu hanya dapat dipertimbangkan apabila nasabah dapat memenuhi
ketentuan-ketentuan yang berlaku, apabila ternyata sebagian atau selurch kredit
tersebut tidak digunakan untuk membiayai ekspor, maka naszbah dikenakan
tambahan bunga hingga suku bunga tersebut menjadi suku bunga yang berlaku
sesuai dengan usahanya, bilamana produksi/industri dikenakan suku bunga
produksi dan bila perdagangan dikenakan suku bunga perdagangan®. Ketentuan
ini tentu saja tidak terlalu fleksibel bagi para pengusaha, khususnya yang sedang
merintis usahanya. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan berkenaan dengan pendanaan
ekspor dengan jangka waktu yang lebih panjang, termasuk suku bunga yang lebih
longgar, meski masih dalam koridor ketentuan yang berlaku.

30 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989, Pasal 3

31 Menurut UCP 600 itu merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan suatu
bank atas permintasn pihakpembeli (applicans), di mana bank berjanji akan melaksanakan
pembayaran kepada penjual (bereficiary). UCP 600 ("Uniform Customs & Practice for
Documentary Credits*) adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional transaksi LC
yvang diterbitkan oleh [International Chamber of Commerce, mengutip “Non Cash Loar”,

htip=/fwww.banlanandin.co.id, diunduh 20 mei 2010
2 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989, Pasal 3

3 Iskandar, op. cit. hal. 159.
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3.3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

3.3.1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(LPEI)

Pemerintah Indonesia, dalam upaya mendorong ekspor khususnya dalam
hal pembiayaan ekspor, telah mendirikan LPEI*, scperti halnya yang dimiliki
oleh banyak negara maju maupun berkembang lain dengan sebutan Export Credit
Agency (ECA) atau Eximbank seperti Thailand Eximbank, Indian Eximbantk,
Korean Eximbank dan People of China Eximbank’ .

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI dapat
pula menggunakan nama Indonesia Eximbank Pendirian lembaga tersebut,
didasarkan pada pengalaman di banyak negara lain, dimana pembiayaan investasi
industri ekspor tidaklah dapat diandalkan sepenubnya kepada bank-bank wrnum,
mengingat sumber pendanaan mereka yang terutama berasal dari dana simpanan
para nasabah yang berjangka pendek dan fokus bisnis bank-bank tersebut yang
umumnya ke arah pembiayaan yang lebih luas meliputi retai! dan corporate.
Keterbatasan tersebut seringkali menyebabkan pembiayaan suatu proyek industri
ekspor memerlukan kerjasama dan keikutsertaan beberapa bank atan lembaga
pembiayaan. Untuk mendorong dan mempermudah pembiayaan seperi itu
diperlukan lembaga pendukung yang bukan saja sengaja mengkhususkan diri pada
industri dan perdagangan ekspor, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk
mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan
pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah/panjang™.

* Indonesia, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, UU No. 2 tehun
2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957, Pasal 10 Ayat (1).

% Naskah Akademik, UU No. 2 1ahun 2009, hal. 2.
% Ibid, hal. 2.
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Fungsi LPEI semula dilaksanakan PT Bank Ekspor Indonesia/BEI
(Persero) yang didirikan pada tanggal 25 Mei 19997, berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 37 Tahun 1999°® dengan modal disetor sebesar Rp 3,0 triliun,
yang 100% sahamnya milik Pemerintah Republik Indonesia®. BEI merupakan
lembaga pembiayaan yang mendukung usaha pengembangan ekspor nasional,
termasuk tugas-tugas developmental dalam mendukung pembiayaan ekspor™.
Maksud dan tujuan BEI adalah khusus untuk menyelenggarakan:

a. pembiayaan dan penjaminan dalam rangka ekspor-impor;
b. jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan dan penjaminan dalam
rangka ekspor-impor®'.

BEI sejak semula dimaksudkan sebagai satu-satunya Lembaga
Pembiayaan Ekspor (LPE) yang dibanyak negara dikenal dengan sebutan Expor:
Credit Agency (ECA)/Eximbank®. Di Indonesia, BEI yang diharapkan akan
tumbuh menjadi (LPE), belum dapat berfungsi optimal sebagai ECA/Eximbank.
Hal itu mengingat statusnya masih “bank™ sehingga BEI tidak dapat melakukan
kegiatan seperti ECA/Eximbank, misalnya produk yang disalurkan BEI masih
terbatas, dalam hal pendanaan BEI masih sulit untuk mendapatkan dana murah
maka tidak mudah bagi BEI memberikan suku bunga yang lebih kompetitif.
Selain itu, BEI masih belum dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai

1 “PT Bank FEkspor Indonesia (PERSERO)”, hitp-/findopedia.gunadarma.ac.id/
content/67/3261/1d/ dafiar-bank bank-bumn homl, diunduh 4 mei 2010.

% Dasar Hukum Pendirian: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
1999 tanggal 25 Mei 1999 ientang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian
Perusahaan Perseroan (Persern) di Bidang Perbankan, Surat Gubernur Bank Indonesia No.
1/4/GBVUPPB langgal 16 Juli 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT Benk Ekspor
Indonesia (Persero), Keputusan Gubemnur Bank Indonesia Nomor 1/12/KEP.GBI/1999 tangal 18
Agustus 1999 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Keputusan
Deputi Gubernur Bank Indenesia Nomor 2/6/KEP.DpG/2000 tanggal 24 April 2000 ienlang
Penunjukan PT Bank Ekspor Indonesiz (Persero) Menjadi Bank Devisa, mengutip “Tentang
Perusahaan BEI”, hitps//portal bumn.go.id/bei, diunduh 4 Mei 2010.

* Pemerintah, Peraturan Pemerintah TentangPenyertaan Modal Negara Republik
Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero} Di Bidang Perbankan, PP No. 37
Tahun 1999, LN No. 81 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat (1) “Penyertaan modal Negara pada PT Bank
Ekspor Indonesia pade saat pendiriannya adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal
dari Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000™.

0 “Tentang Perusahaan®, htip:/poriat bumn.go.id/bei, diunduh 4 Mei 2010
$! Pemerintah, PP No. 37 Tehun 1999, Pasal. 2.
2 “Tentang Perusahaan™, Joc. cit.

UNIVERSITAS INDONESIA

Kajian hukum..., Titin Nuryani, FH Ul, 2010.



62

“autonomus sovereign entity”. Untuk itu, dengan belum diperolehnya status
sovereign risk menyebabkan BEI belum dapat mengakses pinjaman dari lembaga
keuangan internasional yang relatif murah®. Seperti diketahui bahwa suksesnya
mengelola sumber dana merupaka salah satu kunci keberhasilan manajemen suatu
bank. Dalam hal tidak ada dana, bank tidak dapat memberikan pinjaman kepada
nasabahnya. Sebaliknya tanpa adanya pinjaman yang diberikan, pendapatan bank
relatif kecil. Dengan demikian, keduanya antara dana dan pinjaman saling
berkaitan satu sama lain. Sumber dana bank merupakan salah satu aspek vang
vital dalam usaha mengelola bank, baik dalam jangka pendek maupun dalam
jangka panjang sesuai dengan corporate plan dari masing-masing bank®.

BEI pada prinsipnya merupakan bank umum yang di sisi lain harus
memainkan peran sebagai ECA atau eximbank sekaligus mengambil alih fungsi BI
dalam pembiayaan perdagangan luar negeri, karena hal ini tidak boleh lagi
dilakukan setelah Undang-UndangNo 23 Tahun 1999 tentang BI diberlakukan®.
Sebelum BEI didirikan, semula tugas memberikan pembiayaan ekspor dilakukan
oleh BI. Akibat adanya krisis kepercayaan terhadap bank dalam negeri, terutama
terkait dengan transaksi perdagangan luar negeri pada saat itu, maka beberapa
fasilitas yang disediakan BI antara lain fasilitas preshipmerd, post-shipment,
rediskonto wesel ekspor, penjaminan danpembiayaan L/C, forex swap dan lain-
lain tidak dapat dijalankan®®.

Berdasarkan SK Gubernur BI No.11/43/KEP.GBI/2009, tanggal I
September 2009, BEI dicabut izin usahanya. Pencabutan izin usaha tersebut
dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Selanjutnya
seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI beralih kepada
LPEI sebagaimana diatur oleh UU No. 2 Tahun 2009,

8 Sunu Sidi Purwoko, “ECA/Eximbank Dan Pembentukannya Di Indonesin”, BEINEWS
(ed.24 Th. V, Jan-Feb 2005), hal. 20-21.

% Iskandar, op. cit, hal. 67.

% “Indonesia Eximbank Mendorong Kesetarean Kinerja Ekspor Nasional Di Paser Dunia”,
loc.cit

% Naskah Akademik, UU No. 2 tahun 2009, hal. 32

o “Pencabutan lzin Usaha PT.Bank Ekspor Indonesia®,
htip:/fwww. perbanas.org/?pilih= news3 &aks=lihat&id=3, diunduh 4 Mei 2010.
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Secara umum, BEI dianggap sebagai embrio dari LPEL, hal itu
sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.
Penggunaan istilah "Lembaga Pembiayaan", dalam pembentukan LPEI didasarkan
pada beberapa pertimbangan. Pengertian dari "bank", berdasarkan Pasal I angka 2
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun
dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak. Sementara yang dimaksud dengan "lembaga keuangan
non bank“ adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang
secara langsung atau tidak langsung -menghimpun dana dengan jalan
mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat puna
membiayai investasi perusahaan-perusahaan®. Sedanpkan pengertian dari
"lembaga pembiayaan®, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998
tentang Lembaga Pembiayaan jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Untuk suatu lembaga sui gereris, sebenamya istilah badan usaha yang
dipilih tidak menjadi masalah, karena kegiatan usaba dan tugas/kewajibannya
tetap harus berpedoman kepada ketentvuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
pendiriannya’’. Namun istilah "lembaga pembisyaan" dinilai lebih mendekati
dengan kegiatan usaha LPEI mengingat LPEl dalam kegiatannya tidak
menghimpun dana dari masyarakat.

332. Tugas-Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI adalah badan hukum
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel,

® Indonesia, {/ndang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan, UU No. 10 lahun 1998, LN No. 182 Tehun 1998, TLN No. 3790.

% Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pemblayasn jo.
Keputusan Menteri Kevangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

7% Naskah Akademik, UU No. 2 tahun 2009, hal, 75.
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dan independen’. LPEI bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan’, Modal
awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp 4,0 triliun. Modal dimaksud merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal LPEI
berasal dari ekuitas BEI. Status dana itu menjadi kekayaan negara yang
dipisahkan. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp 4,0 ftriliun,
Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Menurut Pasal 19 UU No.
2 Tahun 2009, penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah’.

Sesuai Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI berfungsi mendukung
program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional’’. Pembiayaan
Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk
perorangan dalam rangka mendorong ckspor nasional’”. Pembiayaan Ekspor
Nasional dapat juga dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, yang diberikan
kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun
tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan. Badan usaha sebagaimana
dimaksud dapat berdomisili di dalam atau di lvar wilayah Negara Republik
Indonesia’®.

Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2009 diatur bahwa Pembiayaan Ekspor
Nasional yang ditetapkan cleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk’”:

a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor
nasional;

b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;

¢. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing

tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan

M Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 10 Ayat (2) dan Ayal (3)
2 Ibid, Pasal 10 Ayat (4).
™ Ibid., Pasal 19.
™ Ibid, Pasal 12
3 Ibid., Pasal 1 butir 1.
% Jbid, Pasal 5 Ayat (2}, Ayat (3), dan Ayat (4).
T Ibid., Pasal 4.
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mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk

mengembangkan produk yang berorientasi ekspor

Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional tersebut didasarkan atas

beberapa asas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2009, yaitu

78

asas .

a.

Kepentingan nasional;
Asas kepentingan nasional adalah asas yang meletakkan kepentingan bangsa

dan negara di atas kepentingan lainnya’”.

. Kepastian hukum;

Asas kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan
perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam
Pembiayaan Ekspor Nasional®.

Keterbukaan;

Asas keterbukaan adalah asas yang memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif®’,

. Akuntabilitas;

Asas akuntabilitas adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir dari penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional dapat
dipertanggungjawabkan®?

Profesionalisme;

Asas profesionalisme adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan
Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman,
dan integritas®

Efisiensi berkeadilan; dan

" Ibid,Pasal 2

™ Ibid, Penjelasan Pasal 2 Huruf a
% rbid Penjelasan Pasal 2 Huruf b
®1 Ibid Penjelasan Pasal 2 Huruf ¢
82 fbid, Penjelasan Pasal 2 Huruf d

¥ Ibid, Penjelasan Pasal 2 Huruf e

UNIVERSITAS INDONESIA

Kajian hukum..., Titin Nuryani, FH Ul, 2010.



66

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang menjamin pelaksanaan
Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan secara efisien untuk mewujudkan
iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing®

g. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang
mendasari bahwa kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional harus
mempertimbangkan keseimbangan kemajuan daerah dalam kesatuan ekonomi

nasional®,

Bentuk pembiayaan yang dapat diberikan melalui Pembiayaan Ekspor
Nasional menurut Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2009 adalah®:
a. Pembiayaan.
Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
yang disediakan oleh LPEI*”. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah
fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil®®
diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi® .

b. Penjaminan.

. Pembiayaan

Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung

pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak

dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya™

Bentuk Penjaminan meliputi® :

1) Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari
pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;

 Ibid Penjelasan Pasal 2 Huruf £
8 Ibid Penjelasan Pasal 2 Huruf g
¥ Ibid., Pasal 5 Ayat (1)

Ibid, Pasal 1 butir 8

Ibid,, Pasal 1 butir 10.

Ibid., Pasal 6

1bid,, Pasal 1 butir 12

' Ibid., Pasal 7

8 8 8 =
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2) Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas
pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir
Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau
jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu
perusahaan Indonesia;

3) Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan
transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau

4) Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang

seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

¢. Asuransi.
Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang
timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti’®
Asuransi dapat diberikan dalam bentuk®>;
1) Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;
2) Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
3) Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar

negeri; dan/atau

4) Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.
LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir dalam hal lembaga
asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi
Eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh

pembeli di luar negeri®

Dalam menjalankan fungsi mendukung program ekspor nasional melalui
Pembiayaan Ekspor Nasional’®, sebagaimana diatur Pasal 13 UU No. 2 Tahun
2009, LPEI mempunyai tugas:;

2 Ibid, Pasal | butir 13
% Ibid., Pasal 8
™ thid, Pasal 15.
% Ibid, Pasal 12.
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a. memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak dalam rangka Ekspor, dalam
bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam
rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang
ekspor;

b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak
dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan
ekspor nasional; dan

c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga
keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial

cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonromi Indonesia®™,

Untuk mendukung dalam menjalankan tugas-tugasnya maka sesuai Pasal

13 itu juga, LPEI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut® :

a. memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan,
eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah,
dan koperasi; dan

b. melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEL

Berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan Pasal 14 UU. No.
2 Tahun 2009 LPEI mempunyai kewenangan untuk’:
a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional;
b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;
¢. melakukan reasuransi; dan '
d. melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal hanya dapat dilakukan pada
badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
LPEI dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk membiayai kegiatannya, dalam Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2009 diatur
bahwa LPEI dapat memperoleh dana dari berbagai sumber yaitu®™:

% Ibid, Pasal 13 Ayat (1),
% Ibid, Pasal 13 Ayat (2).
% Ibid., Pasal 14.
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a. Penerbitan surat berharga;
Surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh LPEI baik di dalam
maupun di luar negeri, antara fain dalam bentuk obligasi atau surat utang
jangka menengah (medium terms note), baik yang diterbitkan secara
konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pinjeaman
Pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain pinjaman langsung dan
penerusan pinjaman (fwo steploan). Pinjaman dapat berupa pinjaman jangka
pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:
1) pemerintah asing;
2) lembaga multilateral;
3) bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun

luar negeri;

4) Pemerintah; dan/atau

c. hibah.
Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada LPEI sesuai dengan
yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Ketenituan lebjh lamjut mengenai tata cara
pemberian pinjaman atan hibah sebagaimana dimaksud diatur dengan
Peraturan Pemerintah'®

Hingga saat ini LPEI juga telah mendapatkan komitmen pembiayaan dari
tiga lembaga keuangan dunia sebesar USS 300 Juta atau setara dengan Rp 3
triliun. Ketiga lembaga itu adalah Islamic Development Bank (IDB), World Bank,

% Ibid, Pusal 22
19 7bid, Pasal 23
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dan Japan Bank International Corporation (JBIC)'”', Masing-masing USS 100
juta'®2,

Sumber pembiayaan lain, adalah dengan menerbitkan obligasi yang
direncakan akan dirilis semester [ tahun ini. Adapun jumlah obligasi dicanangkan
sebesar Rp 2,5 triliun (nilai ini sudah masuk RAT/Rencana Anggaran Tahunan).
Penerbitan ini dimaksudkan sebagai sumber pendanaan obligasi sebelumnnya yang
jatuh tempo. Penerbitan obligasi tersebut dalam upaya untuk mendapatkan lebih
banyak struktur pembiayaan jangka panjang, yaitu dengan jangka waktu 1,3,5,
dan 7 tahun.'®.

Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas
LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan
dana oleh Bank Indonesia'®. LPEI dapat menempatkan dana yang belum
dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk pembelian surat
berharga dan/atau penempatan di [embaga keuangan dalam negeri maupun luar
negeri'®, namun wajib dilakukan dengan mempertimbangkan faktor likuiditas
dan risiko'®. Penempatan dana sebagaimana dimaksud antara lain dalam
bentuk'"’:

a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;

b. Sertifikat Bank Indonesia;

c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;

d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;

e. simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan/atau

19 “Eximbank Incar Pembiryaan Rp 15,3 T7, http:/bataviase.co.id/node/108737, diunduh
4 Mei 2010, Khusus untuk JBIC, dana ini baru bisa diserap LPEI, saat seluruh pendanaan yang
disetorkan JBIC telah disalurkan. Saat ini posisi LPEI sudah dapat USS 100 juta dar JBIC dalam
bentuk trade financing, dari total komitmen mereka USS 500 juta. Sebagian dari nilei lersebut
yaitu USS 20 jula sudah ditarik dan ditargetken akan dihabiskan dulu. Sisanysn yang lain akan
dihabiskan pada semester II, setelah itu barn ditambah iagi. Jumlehnya ssama dengan yang
sebelumnya, mengutip keterangan Direktur Pelaksana Senior Indonesia Eximbank Arifin Indra

12 Ibid.
1V 1bid
' Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 23.
19 Ibid, Pasal 24 Ayat (1).
196 1bid, Pasal 24 Aysat (3)
197 Ibid, Pasal 24 Ayal (2)
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f. simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri

Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal
nasabah'®®. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik'” tersebut
mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan

' mencakup pemenuhan

kewajaran. Penerapan prinsip manajemen risiko
kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar
terhadap risiko yang melekat. Penerapan prinsip mengenal nasabah paling sedikit
mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening
nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko!!’.

Pendirian LPE] sebagai pengganti BEI diharapkan dapat mendorong
terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor, mempercepat
peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi
nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor dan
mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk
mengembangkan produk yang berorientasi ekspor''’. Sesuai dengan amanat
dalam Pasal 4(b) UU No. 2 Tahun 2009 yakni mempercepat peningkatan ekspor
nasitnal, tentunya kontribusi LPEl dalam frade financing perlu ditingkatkan
lagi,’’ mengingat pemenuhan kebutuhan frade financing oleh perbankan
komersial dalam beberapa tahun terakhir ini terus menurun, dari total kebutuhan
trade financing pada 2008 yang mencapai US$38.450 juta, hanya 17,14% yang
dapat disediakan oleh perbankan komersial.'"* Sehingga sudah sewajamya apabila

keberadaan LPEI sangat ditunggu-tunggu oleh para eksportir' .

' Deparlemen Keuangan, Peraturan Menterd Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009
tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

' Depariemen Keuangan, Peraturan Mented Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009
tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

"9 pepariemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuanpan Nomor 142/PMK.010/2009
tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

" Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 17.
"2 rbid

3 Makmun, fec.cit.

U4 1bid

S 1bid
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34, Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Mendukung
Peningkatan Ekspor Nasional

3.4.1., Eksistensi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam
Mendukung Ekspor Nasional

Kemakmuran suatu negara haruslah diuszhakan''®. Kemakmuran nasional
dapat diperoleh melalui perdagangan internasional yang memberi manfaat saling
menguntungkan bagi pihak-pihak yang menjual dan membeli. Melalui
perdagangan akan dihasilken surplus produsen dan konsumen. Produsen akan
mendapat kesempatan menjual produk yang dihasilkannya ke lebih banyak
konsumen. Demikian juga konsumen dapat menikmati berbagai produk yang tidak
dihasilkan oleh produsen lokal'"”.

Salah satu faktor penyebab adanya transaksi perdagangan ialah
kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Apabila para pihak saling mengenal
dan percaya terhadap satu sama lain atau mengenal pihak ketiga yang
memberikan jaminan, transaksi akan terjadi dengan cepat. Di era tradisional,
berkembangnya kepercayaan tersebut disebabkan oleh berita dari mulut ke mulut
dan terbentuknya reputasi akan salah satu pihak atau objek fransaksi. Di era
modern, dimana interakst fisik antara pihak yang bertransaksi semakin jarang,
diperlukan suatu infrastruktur sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan
tersebut'!®.

Berbagai isu strategis dalam perdagangan luar negeri Indonesia terutama
ekspor, terletak pada ketidakmampuan pelaku usaha nasional bersaing dengan
pelaku usaha luar negeri, baik dari aspek kualitas komoditi maupun manajemen

ekspor. Kemampuan permodalan dan teknologi untuk melaksanakan ekspor juga

"6 Dong-Sung Cho, ap., cit. h. 75, mengutip Michael E. Porter dalam bukunys yang
berjudul The Competitive Advantage of Nations (1990)

17 Ibid, mengulip pendapat Krugman dan Obstfeld dalam bukunyn, Intermational
Economics (2006).

1% Handito Joewono, et al, B) “Butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-20147,
Buku  Kadin-BAB V, http:/mudrajad.com/upload/Buku%20Kadin_Bab%20Il Perdagangan
%20Luer%20Neperi.pdf, diunduh 4 Mei 2010, hal. 85
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banyak dikalahkan dari pesaing luar negeri''®. Sebenarnya, tanpa krisis keuangan
global pun pelaku usaha di dalam negeri sudah dihadapkan masalah ekspor dari
dulu, apaiagi kalau bukan kendala permodalan. Pasalnya, untuk mengekspor
produk ke luar negeri, butuh modal yang tidak sedikit'*®. Selain itu, isu lainnya
adalah banyak barang Indonesia mendapat akses ke luar negeri dengan diakui
sebagai komoditi dari negara lain'?., |

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi
peningkatan ekspor, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang
berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor dan mendorong
pengembangan uszha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk
mengembangkan produk yang berorientasi ekspor, pada 12 Januari 2009,
pemerintah mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai
pengganti Bank Ekspor-Impor Indonesia. Keberadaan LPEI ini tentu ditunggu-
tunggu para eksportir, mengingat kebutuhan 7rade Financing oleh perbankan
komersial dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan’*. Dari
total kebutuhan trade finamcing tahun 2008 yang mencapai US$ 38.450 juta,
hanya 17,4% yang dapat disediakan perbankan komersial"*,

Dalam menjalankan fungsinya'?, LPEl mempunyai tugas antara lain
membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan
dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup
potensial dan/atan penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia'”. Dalam
menjalankan tugasnya dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2
Tahun 2009, LPEI dapat melakukan'?;

ns Joewono, et al, 4), op., cit., hal. 36

120 “RUU LPEI Rencananya Disshkan Hari Ini", htip://www.hukumonline.com/berita
0120722/mu-lpei-rencananya-disahkan-har-ini, diunduh 12 Juni 2010.

121 Yoewono, et al, 4), loc. cit
122 “Berhamp Pada Lembaga Pemblayna.n Ekspor Indonesia”,

IDfDefgglg,gp:_c, diunduh 9 Mei 2010
2 1bid

124 )ndonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 12LPEI berfungsi mendukung program ekspor
nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasionel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

125 Ibid., Pasal 13
V26 fbid, Pasal 13 ayal (2)
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a. bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir,
produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi; dan

b. melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEL

Dengan semakin ketatnya persaingan antara para produsen dan antara
negara-negara yang mencoba melakukan proteksi terselubung, kebutuhan akan
informasi dan kemampuan untuk menerjemahkan informasi menjadi tidak
terelakkan. Di dalam perdagangan internasional, hal ini dapat ditihat dalam bentuk
kesenjangan aaotara pengetahuan pemasok akan spesifikasi yang dituntut oleh
konsumen di negara tujuan dimana spesifikasi tersebut sering sekali di luar
konteks barang yang ditransaksikan, contohnya adalah penolakan akan barang
yang dikaitkan dengan hal umum seperti pelecehan hak asasi manusia, perusakan
lingkungan, ataupun hal-hal spesifik seperti ukuran kemasan. Banyak produsen
yang memiliki barang yang kompetitif, tetapi gagal melakukan transaksi karena
buta akan informasi seperti di atas'”’. Sinkronisasi dan pertukaran informasi juga
diperlukan dalam sektor pembiayaan, seperti L/C, jaminan bank, dan lain lain
dimana peran serta industri perbankan dan institusi pembiayaan sangat
berpengaruh pada peningkatan daya saing perdagangan bukan henya untuk
perdagangan ekspor, melainkan juga perdagangari dalam negeri' =",

Pada prinsipnya ada beberapa alasan pemerintah membentuk LPEI melalui
undang-undang yaitu:

1. Sebagai respons terhadap kebutuhan lembaga pembiayaan ekspor. Karena
selama ini lembaga pembiayaan ekspor masih didanai secara tradisional
melalui perbankan.

2. Lembaga pembiayaan atau perbankan selama ini tidak cukup memadai untuk
bisa mewadahi kegiatan perdagangan ekspor. Karena selama ini bentuknya
dalam BEI yang harus tunduk pada berbagai peraturan UU di bawah
perbankan.

27 Yoewono, et al, B), op., cit. hal. 86
28 1bid, hal. 87
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3. Dengan dibuatnya UU khusus ini maka LPEI nanti akan memiliki kemampuan
untuk masuk dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendorong ekspor tapi
tidak menyalahi aturan perbankan.

4. Pembentukan LPEI juga nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja

ekspor Indonesia'?.

Setiap perubahan pasti ada konsekuensinya. Begitu pula Bank Ekspor
Indonesia (BEI) yang berubah nama menjadi LPEI. Peran dan fungsinya pun ikut
berubah, yaitu makin fokus pada pembiayaan eksper. LPEI yang juga dikenal
sebagai Indonesia Eximbank'’® merupakan lembaga khusus yang didirikan guna
mendukung usaha pengembangan sektor perdagangan Iuar negeri dengan
menyalurkan pembiayaan ekspor nasional. Pembiayaan yang ditawarkan berupa
kegiatan usaha pembiayaan prapengapalan bagi eksportir, pembiayaan pra dan
pascapengapalan kepada para eksportir melalui bank, serta pembiayaan ekspor.
Tidak hanya itu, Indonesia Eximbank juga menyediakan layanan asuransi
ekspor'!.

3.42. Target LPEI Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekspor

Nasional

Ekspor merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mencapai pasar
internasional. Ekspor merupakan strategi yang memiliki resiko yang rendah untuk
mencapai pasar tertentu karena kerugian berkaitan dengan ekspor ditutup oleh
nilaj dari biaya pengiriman'?. Permasalahan ekspor yang dihadapi oleh industri
antara lain menyangkut masalah pembiayaan ekspor'>.

129 «gederet Alasan Pembentuken LPEI”, hitp/fwww.detikfinance.com/read/2008

f01/17/173605/880533/5/sederet-alasan-pembentukan-lpei, mengulip penjelasan Sri Mulyani usai
menyerahkan UU LPEI kepada Pansus DPR, Di Gedung DPR, Senayan, Jakaria, Kamis
(17/1/2008), di unduh 4 Juni 2010.

1% Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Penjelesan
131 «gpirit Baru Eximbank”, dalam EXSPOR, (Ed. 44; Tahun VIIL, Januari 2009}, hal.1

2 Ratya Anindita dan Michael R. Red, Bisnis Dan Perdagangan Internasional
(Yogyakarla: Andi Offset, 2008), hal. 145,

13 gSiswanto, op.,cit., hal. 110.
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Kinerja ekspor Indonesia beberapa tahun terakhir memang membaik.
Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2010 mencapai US$ 47,59
miliar atau meningkat 51,16% dibanding periode yang sama 2009. Ekspor
nonmigas selama empat bulan pertama 2010 mencapai US$ 38,7 miliar atau
meningkat 43,87%'.

Pasar ekspor Indonesia yang sempat terpuruk di awal tahun lalu akibat
hantaman krisis ekonomi global mulai membaik. Ini terfihat dari catatan Ekspor
Desember 2009 yang mencetak sejarah di level tertinggi, yaitu mencapai USS
13,33 miliar atau mengatami peningkatan sebesar 23,69 % dibanding November
2009'%, Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Jamuari-Desember 2009
mencapai USS 116,49 miliar atau turun 14,98% dibanding periode yang sama
tahun 2008. Sementara ekspor nonmigas mencapai USS 97,47 miliar atau
menurun 9,66%. Tahun 2010 ini pemerintah mempredikst nilai ekspor akan
growing sekitar 5% total ekspor dari minus sekitar 14% tahun lalu’*,

Namun, ekspor Indonesia masih didukung sedikit produk. Ekspor hanya
disokong produk-produk manufaktur dan beberapa jenis komoditas, seperti Crude
Palm Qils (CPQ), karet, dan batubara. Masih banyak jenis produk atau kemoditas
lain yang belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Jagung dan
tebu merupakan contoh komoditas yang banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi
volume * ekspor kedua komoditas tersebut masih sanpat minim. Padahal,
kenyataannya, saat ini, Amerika dan Eropa sedang ramai-ramainya memborong
komoditas-komoditas itu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan
komeoditas membutuhkan lebih banyak sentuhan. Tak hanya untuk jagung dan
tebu, tapi juga komoditas dan hasil alam lain. Apalagi, potensi Sumber Daya
Alam (SDA) dan perkembangan industri manufaktur sangat besar. Minimnya
dukungan pembiayaan terhadap kegiatan ekspor menjadikan ekspor belum

34 Badan Pusat Statisiik (BPS), “Ekspor Hasil Industi Naik 36,66%",
hitp:/investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=83855&Itemid=27 —
diunduh 1 Juni 2010

135 «“Eximbank Incar Pembiayaan Rp 15,3 T, htip://balaviase.co.id/node/108737, diunduh
4 Mei 2010, mengutip keterangan Direktur Pelaksana Senior Indonesia Eximbank Arifin Ilndra di
sela penandatanganan kerjasama pembiayaan dengan PT Bank Agroniaga Tbk di Jakaria, Selasa,
23 Februari 2010.

136 rbid
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optimal. Lembaga perbankan yang diharapkan dapat berada pada garis terdepan
dalam mendukung ekspor ternyata belum optimal menyokong kegiatan ekspor.
Padahal, tanpa dukungan lembaga perbankan, sulit bagi para pelaku ekspor
memperoleh fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam kegiatan
ekspor’’

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2010 mencapai US$
47,59 miliar atau meningkat 51,16% dibanding periode yang sama 2009. Ekspor
nonmigas selama empat bulan pertama 2010 mencapai US$ 38,7 miliar atau
meningkat 43,87%"%.

LPEI menargetkan peningkatan pembiayaan ekspor hingga 70% di 2010
dari target pembiayaan pada 2009 sebesar Rp9,5 triliun'?®, dari total aset sebesar
Rp 13 ftriliun.atau dapat menyentuh angka Rp 15,3 triliun'®. Target tersebut
meningkat sejalan dengan pergerakan ekspor yang mulai menggeliat di akhir
tahun lalu. Biaya bunga selama tahun 2009 juga mencapai Rp 178 miliar dengan
Net Interest Margin (NIM) di atas 2%. Selama tahun 2009 LPEI mencatat laba
setelah pajak sebesar Rp 72 miliar, dengan tingkat pendapatan kotor mencapai Rp
348 miliar'*'

137 “Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia™, (Majalah Ekspor Edisi
38 Tehun VI  Jenwari 2008), http/Awww bexico.idimages/ res/Harapan%20Besar
%20untuk%20Lembaga%20Pembiayann%20Ekspor%20Indonesia.pdf, diunduh 18 agustus 2009

138 “Elcspor Hasﬂ Industn Nallc 3666%, mengutip penjelasan Kepala BPS,
Itemid=27.

dlunduh 1 Juni 2010

%% “Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”, foc. cif., mengutip
penjelasan Direktur Eksekulif LPEI Mahendra Sireger, disampaiksn dalam rapat dengar pendapat
dengan Komisi XI DPR, di Jekaria, 30 November 2009

40 fbid, LPEIL juga menggandeng PT Bank Agroniaga Tbk dalam pembiayaan tersebut.
Bank Aproniega digandeng Eximbank dalam rangka pembiayran bersama uniuk menunjang
kegiatan ekspor nasabah di sektor agrobisnis selama tiga tahun. Jumlah pembiayasn yang akan
diberikan oleh Indonesia Eximbank akan diatur kemudian sehinggs memberikan fleksibililas
dalam mendukung pendanaen nassbah Bank Agro untuk kegiatan ekspor. Kerja samm yang
disepakati selain pembiayaan bersama meliputi juga penjualan aset dalam skema Repurchaese
Agreement (REPO). Fesililas ini akan sangat mendukung untuk meningkatkan likuiditas Bank
Agro sehingga Bank Agro dapat fokus dalam pembiayaan nasabsh dan pada akhimya akan lebih
banyak ekportir yangterfasilitasi. kerja sama diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor
komoditas Agrobisnis di Indonesia yang memiliki kekayaan dan potensi sumberdaya alam
terutama egrobisnis. Indonesia Eximbank adalah lembage keuangan khusus yang fokus pada
pembiayaan ekspor dan Bank Agro edalah Bank yang fokus dalam pembieyman agrobisnis,
mengutip keterangan Direkiur Pelaksana Indonesia Eximbank Suharsone.

4l rhid
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Tiap tahun hingga 2014 jumlah pembiayaan ekspor akan meningkat 30%.
Khusus di 2010 jumlahnya akan lebih besar'*?, Target pembiayaan di tahun 2010
sebesar Rp 15,3 triliun setara dengan 85% dari total aset perseroan yang
ditargetkan sebesar Rp 18-19 triliun. Adapun dari pembiayaan Rp 15,3 triliun itu,
lebih dari Rp 5 triliun berasal dari pendanaan eksternal'*,

Komposisi penyaluran pembiayaan LPEI akan dikucurkan kepada
korporasi atau perusahaan sebesar 76%, Usaha Kecil Menengeh (UKM) 15,1%,
dan pembiayaan yang bersifat bank risk 8,9%. Ekspansi pembiayaan nantinya
diprediksi selama lima tahun pertama meancapai Rp 30 triliun dengan rata-rata
pertumbuhan 28%. Selanjutnya, ke depan LPEI juga akan fokus pada pembiayaan
ekspor untuk UKM. Hal itu mengingat potensi pasar ekspor UKM itu sebesar
ekspor Indonesia itu sendiri, karepa di belakang semua produsen besar itu sangat
tergantung dari UKM". Hingga 2009, ada sekitar 4.191 UKM di Indonesia telah
dibantu ofeh LPEI untuk menyusun laporan keuangan dalam pembiayaan ekspor
sebagai salah satu persyaratan teknis perbankan pemberi kredit'“®,

LPEI memiliki modal awal sebesar Rp 4 triliun. Pada tahun anggaran
2010, direncanakan pemerintah akan menambah lagi sebesar Rp 2 triliun schingga
total modal mencapai Rp 6 friliun. Modal tersebut akan digunakan untuk
mengembangkan pembiayaan untuk ekspor komoditas dan jasa dengan
mempertimbangkan aspek komersial serta mitigasi'*®. Lebih lanjut dengan
penambahan modal ini, diharapkan peran sirategis LPEI dalam meningkatkan
ekspor nasional semakin besar. Memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi
global, LPEI diharapkan bisa lebih mendorong peningkatan ekspor nasional,
termmasuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM),

2 «Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayasn Ekspor Indonesia”loc. cit, mengutip
penjelasan Direktur Eksekutif LPEI Mahendra Siregar, disampaikan dalam rapat dengar pendapat
dengan Komisi X1 DPR, di Jakarta, 30 November 2009

93 fbid.
144 thid

M5 «] PRI Fasilitasi ~ Pembiayaan  Bagi  UKM  Peleku  Ekspor®,
http-//www.paninsekuritas.co.id/?page=berita&id=SUSGLTIWMTAwWMzA OMjAZNDE1LnhtbA,
diunduh 4 mei 2010,

148 rbid
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dan koperasi'’. Peningkatan peran strategis LPEI ini juga, diharapkan bisa
semakin mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru.
Selain itu, diharapkan juga mampu mendukung pembiayaan bagi industri
penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru, Industri-industri ini perlu

dikembangkan, seperti industri kreatif'*®.

7 fbid., mengutip penjelasan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara operasionalisasi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesis (Indonesla Eximbank), di Gedung Depkeu, 1 September
2009,

% Sugianio, “Modal Eximbank Di Tambah 2 T°, Berita Media Massa,
http://www.depkop.ge.id, diunduh 2 September 2009.
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BAB IV

KAJIAN ATAS TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
DIKAITKAN DENGAN ASCM

4.1, TINJAUAN TUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASCM

4.1.1. Kajiap Atas Urgensi Pembenfukan Eembaga Pembiayaan Ekspor

Indonesia

Ekspor merupakan sarana utama penerimaan devisa dan salah satu
pendukung utama pertumbuhan ekonomi'. Di Indonesia, Bank Ekspor Indonesia
(BEI} yang diharapkan akan tumbuh menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor
(LPE), belum dapat berfungsi optimal sebagai ECA/Eximbank. Karena status
kelembagaannya masih “bank™, meka BEI tidak dapat melakukan kegiatan seperti
ECA/Eximbant, misalnya produk yang disalurkan BEI masih terbatas, dalam hal
pendanaan BEI masih sulit untuk mendapatkan dana murah, sehingga tidak
mudah bagi BElI memberikan suku bunga yang lebih kompetitif. Selain itu, BEI
masih belum dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai “autoriomous soverign

entity”?, Dengan belum diperolehnya status sovereign risk menyebabkan BEI

! Hendra Halwani, Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi, (Jakaria: Ghalia
Indonesia, 2002), hal. 402,

? Diberikan kekuasaan penuh (souwvereign status) ateu diperlakukan sebagei agen

pemerintah di dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, baik domestik maupun
inlermasional. Tujuannya untuk meningkatkan penetrasi serta dayn tawar dari ekspor Indonesia ke
pasar Intemasional. Namun, meski menjadi agen pemerintah, LPEl wajib menerapkan prinsip
kehati-hatian. Prinsip itu meliputi tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen resiko
dan pnnmp mengcnal mengutip pcnje[asan Sn Mulyani dalam “RUU LPEI Rencananya Dlsahkan

ini, diunduh 12 juni 2010

Sovereign risk is the risk of a gavernment becoming unwilling or umable to meet ifs loan
obligations, or reneging on foans it guarantees, http//en.wikipedia.org/wiki/Credit risk, mengutip
Country Risk and Forelgn Direct Investmeni. Duncan H. Meldrum (1999), atau risiko pemerintah
dalam hal tidak dapat memenuhi kewsjiban hutanpgnye, atau mengingkari jaminan dar
pinjamannya (terjemahen bebas penulis).
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belum dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan intemasional yang
relatif murah®. Selain itu, izin operasi BEI sebagai bank umum mengakibatkan,
BEI mesti tunduk pada regulasi perbankan yang menekankan aspek prudential
layaknya bank komersial. Kenyataan tersebut menjadi kendala bagi BEI, terutama
dalam hal keharusan pemenuhan ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit
(BMPK) atau keharusan pemenuhan ekuitas bank yang berkisar 30%-70% dari
total kredit bank’. Selain itu perbankan diatur oleh ketentuan yang ketat seperti
CAR® hingga Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)’.

Mengacu pada berbagai fakta di atas maka keberadaan LPEI penting
menjadi salah satu stimulus optimalnya kinerja ekspor’. Pembentukan LPEI
diharapkan dapat mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara fujuan
baru, maupun mendukung pembiaysan bagi industri penghasil barang dan jasa
ekspor’. Dengan beraperasinya Indonesia Eximbank atau LPEI, artinya Indonesia
sekarang memiliki suatu Bank Exim atau yang sering dikenal dengan istilah
Eisport Credit Agency (ECA) di dalam format yang relatively sama dengan yang
dimiliki oleh negara-negara maju maupun negara-negara emerging'® yang cukup

menonjol di dalam mendorong ekspor dari negara-negara tersebut, yaitu sebuah

4 Sunu Sidi Purwoke, “ECA atau Eximbank Dan Pembentukennya Di Indonesia™,
BEINEWS, (Ed. 24 Th. V, lan-Feb 2005), hal. 20-21.

*  Umar Juoro, “Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”, (Majalah

Ekspor Edisi 38 Tahun VI Januari 2008),
htp:/fwwrw bexi.co.idfimapes/ res/Harapan%20Besar%20untuk%20Lembaga%20Pembiayaan’32
OEkspor%20Indonesie,pdf, diunduh 18 agustus 2009,

¢ Rasio kecukupan modal (capilal adequacy ratic/CAR), angka minimum kecukupan
modal yang  harus dipenuhi, “CAR Bank Butuh Kepercayaan  Nasabah®,

http/fwrarw.inilah.com/berita/ekonomi/2009/01/07/73953/car-bank-butuh-kepercayaan-nasabah/,
diunduh 12 Juni 2010

“Lembaga Pembiayaan Ekspor Diperlukan Hadapi Krisis™,
Jfererw republika.co.id/berita/9932/Lembaga Pembi E Diperlukan api Krisi
» diunduh 25 Oktober 2008

. Umi Hanik, “Krisis Global Kinerja Ekspor dan Potensi LPEl?,
hitp-/fwww.docsloc.com/docs/37736336/K nsis-Global-Kinerja-E ~Potensi-LPET
diunduh 12 Juni 2010

®*  “Indonesia Eximbank Mulai Beroperasi”, http://bisnis.vivanews.com/news/read/86895-
indonesia_Eximbank_mulai_beroperasi, diunduh 12 juni 2010

' Negara-negara emerging market atau negara berkembang, mengutip “Emerging Market
Kebanjiran Dana Asing Tahun TIni Naik Lipat Dua Menjadi USD 671 Miliar”,

hitp://gresnews.com/ch/International/cluster/India/id/966320/Emerging+Market+Kebanjiran tDana
+Asing, diunduh 10 April 2010.
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lembaga yang dapat memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi serta jasa
konsultasi yang terkait dengan ekspor''.

Adapun visi LPEI adalah menjadi Eximbank yang terpercaya dan mampu
mendorong penyertaan kinerja ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan,
penjaminan dan asuransi yang terdepan dan berkesinambungan. Sedangkan misi
LPEI adalah membantu peningkatan dan pengembangan produk ekspor nasional
yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui pemberian pembiayaan,
penjaminan, di dalam dan luar negeri serta penyediaan asuransi ekspor dan turut
mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk pengembangan
produk yang berorientasi ekspor'>.

Kepgiatan operasional LPEI memiliki karakteristik yang berbeda dengan
bank komersial, LPEI bersifat Jex specialis terhadap peraturan perundang-
undangan yang mengatur masalah perbankan, usaha perasuransian, lembaga
keuangan non-bank, badan usaha milik negara, perseroan terbatas, dan kepailitan.
Namun LPEl dalam menjalankan kegiatan usahanya, tunduk pada ketentuan
materiil tentang Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi sebagaimana diatur
dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh belas Buku Ketiga Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku
Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau
pertanggungan seumumnya'.

Patut diperhatikan bahwa LPEI bukan pesaing bank atau lembaga
keuangan komersial, melainkan pelengkap, karena lembaga ini memiliki sejumlah
kegiatan operasional yang tak bisa dilakukan lembaga keuangan komersial atau
bank'“, yang antara lain'’:

" “Arahan Menteri Keuangan Pada Peresmian Operasionalisasi Indonesia Eximbank”,
http://www.depken go.idfind/Data/Artikel/art_exim.htm, diunduf 12 juni 2010

2 Ibid

) “Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”, hitp://www.indonesia ximbarntk go.id/

TentangKami/Sekilasfximbank/Profilitabid/69/lenguage/id-ID/Default.aspx, diunduh 12 Juni
2010, hal. 11.

4 “Indonesia Eximbank Bersama Membangun Pasar Ekspor”, dalam EKSPOR, (Ed. 44;
Tahun V1T, Januari 2009), hal. 4

15 “Profil Lembage Pembiayaan Ekspor Indonesia™, op. cif,, hal. 9
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1) Pembiayaan
LPEI sebagai agen pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada
area yang tidak dimasuki (fill the market gap) oleh bank atau lembaga
keuangan komersial atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan
yang kompetitif dan kemampuan menyerap resiko, dengan tingkat bunga yang
rendah dan guna pengembangan usaha produksi yang menghasilkan barang dan
jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor, menyediakan
pembiayaan bagi transaksi-transaksi atau proyek-proyek yang secara komersial
sulit dilaksanakan oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI
sendiri, namun dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan
atau program peningkatan ekspor nasional (National Interest Account).
Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja maupun dalam bentuk
investasi'®.

2) Penjaminan
Penjaminan yang dilakukan oleh LPEI pada dasarnya merupakan bentuk
pembiayaan tidak langsung oleh LPEI. Bentuk-bentuk penjaminan yang dapat
dilakukan oleh LPEI antara lain tetapi tidak terbatas berupa penerbiten stand by
letter of credit, konfirmasi atas surat kredit berdokumen (letter of credit) yang
diterbitkan oleh bank di luar negeri, menjamin pembayaran kembali
pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan industri penunjang ekspor'”.

3) Asuransi
Dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 2009 diuraikan tentang keterlibatan LPEI
dalam industri ini mengingat adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam
kegiatan ekspor-impor, menimbulkan kebutuhan bagi eksportir dan importir
akan jasa asuransi, dengan maksud agar tidak mengganggu kesinambungan
kegiatan usahanya Kebutuhan akan jasa asuransi dalam kegiatan ekspor impor
itu menjadi permasalahan bagi para eksportir dan pengusaha yang terkait
dengannya karena premi yang harus ditanggung/dibayar oleh para pengusaha
relatif tinggi. Hal itu dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang

€ Ibid, hal. 10

7 “mrimbank Lebih Leluasa Dari BEI”, dalam EXSPOR, (Ed. 44; Tahun VIII, Januari
2009), hal. 5
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berisiko tinggi sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat
memberikan jasa di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk
dapat memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor dan agar
harga komoditas ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional,
dipandang perlu jasa asuransi dengan premi kompetitif yang diharapkan dapat
diwujudkan oleh LPEL

Dengan demikian, fungsi memberikan asuransi oleh LPEI, tidak serta merta
membuat lembaga ini menjadi peruszhaan asuransi, tetapi secara spesifik, LPEI
dapat memberikan jasa asuransi yang kurang diminati oleh perusahaan-
perusahaan asuransi pada umumnya seperti.*:

a. asuransi atas resiko kegagalan ekspor;

b. asuransi atas risiko kegagalan bayar;

¢. asuransi atas investasi yang difakukan suatu perusahaan Indonesia di luar
negeri;

d. asuransi atas risiko politik di suatu negara.

Sebagaimana halnya dengan bentuk pembiayaan ekspor nasional berupa
pembiayaan, pembiayaan dalam benftuk pemberian jasa asuransi ini sifatnya
juga merupakan fill the market gap. Pengaturan mengenai asuransi ini, tunduk
pada Bab IX tentang Asuransi atau pertanggungan seumumnya, buku kesatu
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Dagang umumnya'®.

4.1.2. Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan
Ketentnan Subsidi Dalam ASCM

Tentu tidak semudah membalik telapak tangan untuk membuat penguasaan
Indonesia dalam peta perdagangan dunia menjadi lebih kuat. Bagi sebuah negara,
kemampuan menguasai pangsa perdagangan dunia secara signifikan diperfukan,
sebab performa ekspor adalah salah satu aspek yang sangat diperhitungkan ketika

'8 “Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia™, ap. cit., hal. 2

' Menurut Pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah
suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri terhadap seorang
lertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggeniian kepadanya karena
suatu kerugian, kerusakan, atau peralihan keuntungan yang diharapken, yang mungkin akan
dideritanys karena suatu peristiwa yang tak tertentu
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mengukur pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Hingga saat ini, pangsa ekspor
Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara berkembang di Asia, kita masih
tertinggal®®.

Perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) sangat penting perannya
dalam perekonomian suatu negara karena kegiatan tersebut memberikan
kontribusi terhadap ekonomi sebagai penghasil devisa. Untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan, salah satu
upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja ekspor. Peningkatan
ekspor juga penting untuk memperbaiki neraca pembayaran sekaligus untuk
menjaga kestabilan nifai tukar mata uang rupiah®'.

Sebagai negara yang menggunakan strategi perdagangan yang berorientasi
ekspor”’, maka perlu adanya keberpihakan negara terhadap pengembangan
ckspor. Keberpihakan di sini memiliki pengertian bahwa regulasi harus
melindungi pengusaha ekspor Indonesia, yang dikembangkan dengan prinsip
perdagangan bebas dan tidak melanggar aturan dan Konvensi yang ada.
Pengembangan ekspor didukung secara nasional baik dari sepi pengembangan
komoditi maupun akses pasar di luar neperi agar keberlangsungan usaha
mendapatkan dukungan yang kuat untuk bersaing denpan kompetisi yang kuat di
Iuar negeri. Ekspor barang mentah perlu diganti dengan komoditi yang mendapat
nilai tambah dibandingkan dengan hanya ekspor barang mentah®. Sedangkan
berkenaan dengan akses pasar atau penetrasi pasar, ada beberapa hal yang perlu
dilakukan untuk mendukung kegiatan tfersebut, diantaranya adalah dukungan

trade financing yang bisa menopang aktivitas ekonomi dunia usaha®*,

2% jbid, hal. 22

2 Budi Siswanto dan Priyatno, “Peningkatan Daya Saing Produk Dan Kinerja Ekspor
Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia (Kategori Sektor Riil)”, Buletin
Ekonomi Moneter dom Perbamkan (Juni 1999), h. 100.

2 Ibid, hal. 117.

2 Handito Joewono, et al, A), “Bulir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-20147,

Bul Kadin-Buku /A hitp:/mudrajad.com/upload/Buku%20Kadin_Bah%2011
Perdagangan%20Luar% 20Negen.pdf, diunduh 4 Mei 2010, hal. 37

% Siswanlo, op., cit, h. 118, mengutip Tolo Dirgantara, “Peluang Ekspor Di Masa Krisis
Dan Upaya Pemerintah Sebagai Pendorong Dalam Menghadapi Persaingan Di Pasar Global”,
{Makalah disamnpaikan pada Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia Di
Masa Krisis Dalam Menghadapi Persaingan Bebas, Management Student Society FEUL,
Audilorium FEUL, 9 Desember 1998).
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Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka
panjang, masih tingginya suku bunga riil domestik dibanding nepara-negara
pesaing, dan masih terjadinya dis-intermediasi seringkali menjedi hambatan
dalam kegiatan ekspor produk-produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang
memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk
ekspor®. Disisi lain, timbulnya risiko dalam perdagangan akan berdampak pada
semakin sulitnya mendapatkan kredit jangka pendek maupun pembiayaan
perdagangan. Ketakutan akan kegagalan (risk counterparty) menyebabkan bank
memperketat pinjamannya, sementara peranan pembiayaan perdagangan (trade
financing) untuk perdagangan internasional itu sangat penting?®.

Dukungan fasilitas pembiayaan ekspor yang murah itu dengan sendirinya
akan mengurangi cost of fund yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan
berorientasi ekspor. Pada gilirannya, berbagai fasilitas murah yang tersedia seperti
kredit ekspor itu akan meningkatkan daya saing produk ekspor nasional.
Penyediean berbagai fasilitas yang mudah dan murah untuk menunjang ekspor
memang sangat dibutuhkan. Terlebih dalam persaingan ekspor dengan negara
kompetitor lainnya. Semua negara kini berlomba memberikan kemudahan bagi
eksportimya untuk mendorong laju pertumbuhan ekspor®’. Sebagai contoh US
Eximbank, yakni Eximbank milik Amerika Serikat (AS). Lembaga yang pada
2010 berusia 76 tahun ini menyediakan jaminan modal kega (pre-export
JSinancing), asuransi kredit ekspor (export credit insurance), jaminan pinjaman
(loan guarantees), dan pembiayaan langsung (buyer financing). US Eximbank
bertekad untuk selalu mendukung kegiatan ekspor AS dengan menangani kredit
dan risiko dari pihak swasta yang tidak bisa diterima lembaga pembiayaan lain
dan memberikan pembiayaan kompetitif Dengan membuka kesempatan pada
segmen besar dan menengah dalam kegiatan ekspor, US Eximbank yakin mampu
berkontribusi bagi perekonomian nasional AS. Lewat aktivitas itu, per tahun fiskal

% “Menjadi Perkasa di Pasar Dunia™, http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1442.php,
diunduh 2 juni 2010.

Z Makmun, “Peranan Trade Financing di Era Krisis Global”, hidp:/www fisksl.depkeu.
go.id, diunduh 7 mei 2010

% «Potensi Ekspor Indonesia Jauh Lebih Besar”, Sinar Harmpan 2003,
hitp://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0105/ind1.heml, diunduh 9 Mei 2010
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AS pada 2008, US Eximbank telah menyalurkan pembiayaan ekspor, baik barang
maupun jasa, sebesar US$14,4 miliar dari perkiraan ekspor AS selama 2008 yang
US$19,6 miliar™®. Hal itu membuktikan bahwa ketersediaan pembiayaan yang
memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk
ekspor®.

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki status sebagai
sovereign’®, disebutkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI mempunyai
tugas:

1. memberi bantuan dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, dalam
rangka menghasilkan barang dan jasa danfatau usaha lain yang menunjang
ekspor;

2. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak
dapat dibiayai olech perbankan tetapi mempunyai prospek (non-bamkabie but
feasible) untuk peningkatan ekspor nasional; dan

3. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga
kevangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial
cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

- penjaminan, dan asuransi guna pengembangan ekonomi Indonesia.

Selain fugas tersebut, dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 di atur pula
bahwa sebagai agen pemerintah LPEI juga dapat melaksanakan penugasan khusus
dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah
melalui National Interest Account (NIA)*'. Apabila perlu, pemerintah bisa
menunjuk LPE! untuk menjalankan program yang bersifat national interest untuk
keperluan membangun infrastruktur ekonomi yang kondusif. Program yang

% «“Indonesia Eximbank, Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar
Dunia”, op., cit, hal. 3

? «Menjadi Perkasa di Pasar Dunia™, loc. ¢it.

7% «Arahan Menteri Keuangan Padn Peresmian Operasionalisasi Indonesia Eximbank™, loc.
cit.

3 melaksanakan transaksi yang secara komersial sulit dilakukan segala biaya dan risiko
kerugian yang timbul dari pelaksanaan transeksi untuk kepentingen nasionel ini, menjadi

tanggungan pemerintah, sebagaimana helnya berlaku di negara-negara lain, “PT BE! Siap
Laksanakan UL LPET”, htip://economy.okezone.com , diunduh 12 Juni 2010.
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sifatnya national interesi ini mencakup proyek-proyek yang diinisiasikan oleh
pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Risiko atas
proyek tersebut ditanggung oleh pemerintah serta dibukukan pada pos tersendiri
dan terpisah dari pembukuan keuangan LPEP2,

National Interest Account di Australia, dilakukan secara bottom up
process. Hal ini dimungkinkan karena Australia merupakan negara maju yang
ECA/Eximbank nya mempunyai dana yang besar. Dalam proses boftom up ini
Export Finance and Insurance Corporation Act (EFIC) dapat mendanai National
Interest Account dengan dananya sendiri maksimal 20% dari modal. Apabila
EFIC tidak mampu membiayai (di atas 20%}) rencana pendanaan terhadap proyek
National Interest Account dibawa ke regulator untuk mendapat keputusan.
Kemudian apabila ada kerugian, EFIC dapat mengajukan klaim kepada
pemerintah®. Sementara kebijakan National Interest Account di Thailand,
dilakukan secara top down dari kabinet turun ke instansi yang terkait dan
ditindaklanjuti oleh Eximbank Thaiiand yang juga berfungsi sebagai ECA/Exim
Bank, Dalam proses fop down ini mengenai proyek apa yang akan dibantu dan

32 “Exjmbank Lebih Leluasa Dari BEI®, foc, cit.

M EFIC, www efic.go.au, Australia, pada Export Finance and Insurance Corporation Act,
1991, Section 56 (2}, yang menyatakan:
(1) the Board is required to ensure, according io sound commerclal principles, that the capital
and reserves of EFIC at any time are sufficient:

a) o meef the fikely liabilities of EFIC, having regard 1o the estimated contigent {iability at
that time of EFIC under Part 4; and

b) to make adequate provision for default in the repayment of principal, or in the payment of
inferest or other charges, on connection with loans made by EFIC

(2) For the purpose of subsection (1):

a) the value af the capital and reserves of EFIC is to be assessed on the assumption that the
whole of the amount specified in subsection 54 (8) had been paid to EFIC under section 54;
and.

b) a likely liability of EFIC in relation to anything done by EFIC, or a likely default of a kind
referred 1o in paragraph (1) (8) in relation to a loan made by EFIC, in accordance with an
approval or direction under Part 5 is to be ignored 1o the extent that the Commonwealth
would be liable to pay ot amount to EFIC under section 65 or 66 in relation to the same
matter; and

c) a likely iability of EFIC in relation to a DIFF loan, as difined in section 664, or a likely
default of a kind referred to in paragraph (1) (B) in relation to such a loan, is to be ignored
to the extent that the Coomomsealth would be liable to pay an amount fo EFIC under
section 664 in relation to the same matfter
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berapa dananya semuanya ditetapkan oleh kabinet, hal ini karena Thailand
merupakan negara berkembang yang masih terbatas dananya™
Terkait dengan tugas-tugas LPEI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU
No. 2 Tahun 2009, dalam hal ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas tugas-
tugas LPEI dapat dikateporikan sebagai subsidi. Sebagaimana diketahui, dalam
Pasal 1 ASCM subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam benfuk uang
atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (public
body). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:
a, penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan,
pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;
b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pernbebasan fiskal (seperti keringanan
pajak);
c. penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang;
d. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau
memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas

pemerintah dalam hal penyediaan dana.

Pengklasifikasian tugas LPEI termasuk sebagai subsidi memang tidak bisa
diefakkan lagi, mengingat selain ditinjau dari tugas-tugasnya, dalam Penjelasan
UU No. 2 Tahun 2009 disebutkan secara tegas bahwa LPEI berkedudukan sebagai
agen pemerintah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal
terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan
pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Schingga meski
LPEI sebagai lembaga khusus (sui gerneris) yang beroperasi secara independen,
berdasarkan undang-undang tersendiri (lex specialisf), dan memiliki sifat soverign
status, akan tetapi LPEI tetap merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang
berdasarkan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2009 bertanggung jawab kepada Menteri

Keuangan.

3 Hasil Studi Banding Tim BEI dan Departemen Keuangan di Thailand dan Australia, dan
bisa dilihat juga dalam www.thgieximbank.go.th, Thailand, pada Exim Bank Act, 1993, Chapter 3-
23 &24, kerugian alas pembiayaan program pemerinieh akan dicever oleh pemerintah.
“in the event bank suffers damages from its busieness operstion in compliance with
government policies or cabinet resolutions, the Ministry of Finance shall appropriate fund
Jrom the annual budge! fo compensate the bank for such damages”.
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Namun demikian, baik kiranya sebelum menentukan tugas LPEI sebagai
salah satu bentuk subsidi, perlu ditinjau terlebih dahulu dari sisi implementasi
tugas-tugas tersebut. Merujuk pada Pasal 1 dan 2 ASCM, dapat diketahui ada 3
elemen yang dapat kita jadikan dasar yaitu®;

1. Adanya financial contribution by government or any public body™.
Kontribusi keuangan oleh pemerintah tersebut diberikan oleh pemerintah atau
badan publik termasuk pemerintah daerab/lokal maupun perusahaan milik
Negara, Pasal 1.1 (a) (1) (i), (ii) dan (iii)*’. Merujuk Pasal ini, maka melihat
dari sisi tugasnya bisa dikatakan L. PEI memenuhi kualifikasi, mengingat LPEI
berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan
pembiayaan di wilayah-wilayah yang tidak dimasuki bank komersial®®. Dj
banyak negara lain, lembaga yang umumnya dikenal dengan sebutan export
credit agency (ECA) atau Eximbarnk ini memiliki peran yang cukup besar
dalam mendorong aktivitas perdagangan infernasional. ECA atau Eximbank
adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah sebuah negara.
Lembaga ini didirikan secara khusus untuk memberikan pembiayaan dan atau
penjaminan guna mendorong dan meningkatkan ekspor negara yang
bersangkutan. Fungsi utama Indonesia Eximbarnk adalah mendorong eksportir
untuk meningkatkan ekspor, sehingga mereka bisa lebih bersaing di pasar
internasional. Lembaga ini juga menjamin kegiatan ekspor. Jika para eksportir
mengalami kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Jadi, eksportir
tak perlu merasa begitu terbebani, yang terpenting adalah peningkatan
ekspor®.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini usaha LPEI masih belum
terlalu berbeda dengan BEI, orientasi usahanya masih komersial seperti batk-

% Jim Tylor, “Subsidies: Element of a subsidy under the ASCM-Financial Contribution,
Benefit, Specifity; Prohibited and Actionable Subsidies”, (makalah disampaikan dalam kuliah
tentang Trade Remedies, MITL-2, Fakultas Hukum, UT, 2009).

3 WTO, THE LEGAL TEXT-The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations, (Cet. 11; United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), Pasal 1.1 () (1) (i)
(i} (jii) dan (iv) ASCM, hal 321,

3 Tylor, loc. cit.
** “Indonesia Exinibank Bersama Membangun Pasar Ekspor”, Joc. cif.

¥ “Indonesia Eximbank, Mendorong Keselaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar
Dunia”, dalam EKSPOR, (Ed. 44; Tehun VIII, Januari 2009), hal. 2.
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bank komersial lainnya®’. Meski suku bunga kredit yang diberikan LPEI sudah
sangat rendah, bahkan lebih rendah dari suku bunga kredit beberapa bank
badan vsaha milik negara (BUMN), namun suku bunga kredit LPEI masih di
kisaran 10-12 %. Suku bunga kreditnya masih cukup tinggi karena LPEI harus

menutup ongkos administrasi dan operasionalnya®'.

2. Adanya Benefit conferred thereby™.

Kontribusi keuangan pemerintah hanya dapat dikategorikan subsidi jika
memberikan manfaat”. Sebuah “manfaat” timbul jika penerima telah
menerima kontribusi keuangan akibat adanya prosedur atau persyaratan yang
lebih menguntungkan daripada yang tersedia untuk pihak sejenis lainnya di
pasar’’. Singkatnya, semua bentuk income dan price support merupakan
subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan®, Dalam
Pasal 14 ASCM menyediakan, beberapa pedoman dalam menghitung manfaat
subsidi yang dapat diterima oleh penerima, salah satunya disebutkan bahwa
equity capital yang disediakan pemerintah tidak boleh dianggap sebagai
pemberian manfaat dalam hal keputusan investasi tersebut dianggap konsisten
dengan praktik investasi biasa di sektor swasta®. Berkenaan dengan LPEIL
mengingat pelaksanaan tugasnya masih bersifat komersial, maka kiranya
belum ada manfaat khusus yang diterima oleh piﬁak tertentu.

* Terkait dengan penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI untuk untuk
mendukung program Ekspor nasional slas biaya Pemerintah tersebul, sampai saat ini belum dapat
dileksanaken karena Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum untuk melaksanakannya
sebagaimana amanah Pasal 18 UU No 2 Talum 2009 belum diterbitkan, mengutip wawancara
dengan Direldur Hulam LPEI, pada tanggal 30 Aprit 2010

4 “Dorong Kredit ke Sektor Manufaktur Kredit Ekspor Tumbuh 10 Persen Tahun Ini”,
htip=/findonesiscompanynews.wordpress.com/20 10/03/1 5/dorong-keredit-ke-sekior-manufaktur-
kredit-ekspor-tumbuh-10-persen-tshun-ini/, mengutip penjelasan anggota Dewan Direktur LPEI,
Hadiyanto, diunduh 15 Maret 2010.

2 WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit., Pasal 1.1 (b) ASCM, hal.231.
3 Tylor, loc. cit.
" Ibid

“ “WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia”, http://www.depperin.go.id/Ind/publikasi/
dikipi /wto.htm, diunduh 27 mei 2009

% Tylor, loc. cit, mengutip Pasal 14 ASCM.
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Sedangkan berkenaan dengan penugasan khusus LPEI sesuai Pasal 18
UU No. 2 Tahun 2009, sampai saat ini belum dilaksanakan karena Peraturan
Menteri Keuangan sebagai dasar hukum untuk melaksanakannya belum
diterbitkan”’. Lebih lanjut, penundaan penerbitan tersebut, mengingat
kebijakan mengenai penugasan khusus tersebut dinilai terkait dengan moral
hazard sehingga dianggap perlu dikaji dulu lebih lanjut dari berbagai segi, baik
politik maupun ekonomi dengan melibatkan instansi-instansi terkait®®.

Dalam perekonomian modem, sistem finansial memainkan peran sangat
penting dalam penyaluran dana para aktivis investasi produktif. Secara
normatif, mestinya pihak yang menyediakan dana untuk keperluan investasi
harus mengetahui dengan pasti peluang investasi yang ada. Pihak penyedia
dana, sebelum memutuskan untuk mentinjamkan dananya pada pengguna yang
memanfaatkannya dalam kegfatan investasi produktif, harus mengkaji segala
risiko kerugian dan peluang keuntungannya. Kreditor hanya melepaskan
dananya pada debitor jika dananya akan kembali dengan baik. Artinya,
kemungkinan berhasilnya lebih tinggi ketimbang risikonya®.

Namun begitu, dalam praktiknya, sering sekali peminjam tidak
memberikan informasi yang lengkap, sehingga calon kreditur tidak mampu
menilai proposal bisnis serta memperhitungkan segala risiko yang mungkin
muncul. Akibatnya, kredit sering disalurkan tanpa ada “jaminan” yang pasti,
sebagai akibat dari masalah ketimpangan informasi tersebut. Belum lagi jika
pihak kreditor secara sengaja memberikan dana kepada debitur yang tidak
memberikan informasi dengan jujur®. Ada dua konsekuensi dari adanya
masalah ketimpangan informasi.”

a. Masalah yang terjadi scbelum terjadi transaksi yang dinamakan sebagai
adverse selection (dalam kasus adverse selection, pihak pencari kredit yang
sebetulnya tidak berkualitas sangat aktif dan menyakinkan sehingga pihak

*1 Mengutip wawancara dengan Direktur Hukum LPEI pada tanggal 30 April 2010.

@ Ibid

* A. Prasetyantoko, Bencana Flnansial-Stabilitas Sebagai Borang Publik (Jekeria: PT
Kompas Media Nusantara, 2008), mengutip Frederich Mishkin (1997), hal.147

0 Ibid hal. 147-148
5 Ibid hal, 148
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kreditor meloloskan pinjaman. Dengan kata lain, pihak pengutang
menggunakan segala cara secara tidak jujur untuk lolos dalam seleksi
pencarian kredit); dan

b. Masalah yang terjadi setelah transaksi yang berupa moral hazard (pihak
yang memang mestinya lolos kriteria mendapatkan kredit, telah
menggunakan pinjamannya secara tidak terhormat (dishonest) sehingga
mencederai  kepercayaan yang diberikan oleh pihak kreditor kepada
debitor)*.

Sehingga, belajar dari pengalaman sebelumnya terkait dengan kredit-
kredit macet yang pernah disalurkan oleh pemerintah serta melihat kondisi
politik dan perekonomian saat ini, maka untuk sementara amanah Pasal 18 UU
No. 2 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan®,

Dengan demikian apabila di tinjau dari sist implementasinya, bisa
dikatakan bahwa tugas-tugas LPEI belum dapat dikategorikan sebagai bentuk
subsidi. Namun, seyogianya ketentuan tentang subsidi tidak akan menjadi
kendala untuk dapat tetap dilaksanakannya tugas-tugas LPEI sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 13 dengan maksimal dan penugasan khusus
sebagaimana amanah Pasal 18 dalam hal tujuan penugasan khusus tersebut
jelas dan benar-benar berpengaruh pada peningkatan ekspor nasiopal. Hal itu
mengingat akan menjadi percuma segala upaya yang telah dilakukan untuk
membentuk LPEIL apabila LPEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya
sesuai dengan fujuan pembentukannya.

Namun baik tugas maupun penugasan khusus tersebut dapat
diimplementasikan secara maksimal sepanjang tetap memperhatikan dan dalam
koridor peraturan perdagangan internasional khususnya terkait dengan
notifikasi serta memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang prudent criteria
untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima kemudahan-kemudahan
tersebut, antara lain dilakukan audit sebagai persyaratan untuk dapat dianggap
sebagai pihak yang berwenang menerima bantuan, atau dari pihak LPEI sendiri
yang harus melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, wajib menerapkan

2 Ibid, hal, 148.

53

Mengutip wawancara dengan Direktur Hukum LPEI pada tanggal 30 April 2010,
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prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(corporate governance), penerapan manajemen risiko (risk management) dan

prinsip mengenal nasabah (know your customer principles) dan hal-hal lain

yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik
sebagaimana telah diatur dalam:

a. Undanpg-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia;

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara
Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta
Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia;

¢. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip
Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

€. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang
Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip
Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Selain itu, penambahan modal yang dilakukan pemerintah terkait dengan
penugasan khusus tersebut harus dilakukan secara tranparan, artinya, LPEI
juga harus mampu menunjukan berapa trade financing yang dapat diberikan
dari setiap satu rupiah penambahan modal yang diberikan pemerintah™.
Sehingga dalam hal telah diterapkan dengan baik peraturan-peraturan tersebut
baik internasional maupun nasional, maka kiranya LPEI dapat berperan secara

maksimal sesuai dengan tujuan pembentukannya.

¥ “Berharap Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”,
http/Aww.indonesiaFximbank po.id/Publikasi/Artkel/tabid/87/mid/525/newsid525/7 I languagef
d-ID/DefeulLaspx, diunduh 5 Juai 2010.
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3. Subsidi harus spesifik (specificity)®.

Aturan WTO tentang subsidi, tidak berlaku untuk semua kontribusi kevangan
oleh pemerintah yang memberi keuntungan. Aturan-aturan ini hanya berlaku
untuk subsidi yang spesifik/tertentu. Berkenaan dengan ketentuan ini kiranya
sampai saat ini kegiatan LPEI belum masuk kategori spesifik, mengingat
orientasi usahanya masih komersial seperti bank-bank komersial lainnya.
Tugas-tugas khusus LPEl akan dilakukan setelah modal tambahan dari
pemerintah Rp 2 triliun telah disalurkan ke LPEI*’, sementara sampai saat ini
modal tambahan tersebut belum dapat disalurkan pemerintah karena Peraturan
Pemerintah (PP) yang mengatur soal penyertaan modal pemerintah belum juga
terbit®’.

Namun demikian, meski peraturan-peraturan yang diterapkan oleh WTO
dan rezim perdagangan lainnya, seperti AFTA atau perjanjian perdagangan
bilateral, harus menjadi payung dalam rangka peningkatan daya saing
perdagangan nasional, dan sebagai negara yang telah menandatangani atau
meratifikasi perjanjian perdagangan, kita wajib untuk menciptakan dan
meningkatkan daya saing tanpa harus melanggar koridor yang ada®, tetapi
kiranya kebijakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat
tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia, dan untuk itu dibutuhkan
peran pemerintah dengan strategi dan kebijakannya.

Terkait LPEL sebagai lembaga yang didirikan dengan bentuk khusus dan
istimewa, kiranya diupayakan dapat berperan sebagaimana mestinya sebagai
tangan panjang pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional. Hal ini
mengingat dalam hal LPEI bertindak sebagaimana lembaga pembiayaan
lainnya maka terbuka peluang tumpang tindih kewenangan LPEI dengan
lembaga pembiayaan yang sudah ada dan telah berjalan dengan baik.
Disamping dapat menimbulkan beban birokrasi yang bersifat disinsentif

% WTO, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 1.2 ASCM, hal. 231,
* Tylor, loc. cit., mengutip Pasal 1.2 ASCM

1 “Dgna LPEI Rp2 trilion  Sulit Dicairkan®, htip://web.bisnis.com/berita-
populer/1id161222 himl, diunduh 12 Februari 2010.

% Mengulip wawancara dengan Direkiur Hukum LPE], pada tanggal 30 April 2010

¥ Joewono, et al, B), op., cit., hal. 80
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(karena kedudukan dan kewenangan LPEI yang sangat istimewa), juga akan
bertentangan dengan semangat reformasi hukum serta asas kepemerintahan
yang baik. Untuk itu, implementasi tugas sebagaimana mestinya kiranya perlu
demi tercipta kepastian hukum (menghindarkan tumpang tindih kewenangan
masing-masing sektor) dan kepastian berusaha (guna menarik investor) yang
dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat®.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, kiranya tugas-tugas LPEI tidak serta
merta dapat dikategorikan subsidi atau lebih jauh lagi sebapai prohibited
subsidies. Perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari masing-masing tugas
LPEI tersebut Prohibited subsidies merupakan jenis subsidi yang mutlak
dilarang, dengan tidak perlu membuktikan adanya keuntungan atavpun kerugian
yang diakibatkannya. Subsidi yang masuk dalam kategori prohibited subsidies
sesuai dengan Pasal 3.1 ASCM, yaitu subsidi ekspor dan import substitution
subsidies (substitusi impor). Pelarangan dari jenis subsidi tersebut disebutkan
dalam Pasal 3.1 ASCM dikarenakan tindakan subsidi baik subsidi ekspor atau
import substitution apabila dilaksanakan dikhawatirkan akan mempengaruhi
perdagangan internasional dan sangat dimungkinkan untuk mengakibatkan
kerugian negara anggota WTO yang lainnya®'. Sementara sebagaimana diketahui,
pelaksanaan tugas-tugas LPEI sampai saat ini tidak menimbulkan kerugian negara
lain. Pelaksanaan tugas LPEl masih dalam koridor peraturan perdagangan
internasional. Sebenarnya dalam Pasal 27.3 ASCM diatur bahwa kegiatan subsidi
yang disecbutkan dalam Pasal 3.1 ASCM masih dapat dilakukan oleh negara
berkembang, namun terdapat jangka waktunya yaitu selama lima tahun sedangkan
untuk negara terbelakang mendapatkan jangka waktu delapan tahun yang dihitung
semenjak didirikannya WTO. Dengan demikian, Speciali and Differential

@ “Pendapal Alas Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pembiayean Ekspor
Indonesia”, htpp:/www kadin-indonesia.or.id, diunduh 12 Juni 2010.

Sl peter Van Den Bossche, The Law And Policy of the World Trade Organization, — Text,
Cases and Materials, (ed. 2; New York: Cambridge University Press, 2008) hal.571.
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Treatment tersebut sudah fidak berlaku lagi untuk Indonesia yang telah
meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melatui UU No. 7 Tahun 19942,

Diantara berbagai perarturan yang dihasilkan Tokyo Round, Indonesia
baru menandatangani dua peraturan yaitu tentang Swubsidy dan mengenai
Standard. Indonesia menandatangani peraturan tentang Subsidy pada tanggal 4
Maret 1985%, dan sesuai prosedur dalam WTO, Indonesia secara reguler
menyampaikan notifikasi® kebijakan subsidinya. Sedangkan mengenai
“Countervailing Duty” Indonesia juga memberitahukan kepada WTQ tentang
tidak adanya penerapan “Countervailing Duty” di Indonesia®.

Pada dasamya, subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau
pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon
eksportir nasional, dan/atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para

pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara (ini juga discbut

%2 Indonesia, Undang-Undang tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia, UU No.7 Tehun 1994, LN RI No.57, Tahun 1994, TLN No. 3564

€ «world Trade Organizalion Sebagai Lembaga Peleksana Dalem Mewujudkan
Liberalisasi Perdagangan Dunia™, http//ditj i.d .go.idfwebsite kpi/files/content/dfwto
200410311 2836.pdf, diunduh 3 Juni 2010, hal, 45

*  Pasal 25 ASCM mengatur tentang "Notifications” yang disebutkan bahwa:

Members agree that, without prejudice to the provisions of paragraph I of Ariicle XVI of
GATT 1994, their notifications of susidies shall be submitted not later than 30 June of each year
and shall conform o the provisions ofparagraphs 2 through 6". Disebutkan pula bahwa "The
content of notifications should be sufficiently specific to enable other Members 1o evaluate the
irade effects and to undersiand the operation of notified subsidy programmes. Inthis connection,
and without prejudice fo the contents and form of the questionaire on subsidies, Members shall
ensure that their notifications contain the following information:

(i} form of a subsidy (i.e. grant, loan, fax concession, efc.);

(if)  subsidy per unit or, In cases where this is not possible, the total amount or the annual
amount budgeted for that subsidy (indicating, if possible, theaverage subsidy per umit in the
previous years);

(iii) policy objective and/or purpose of a subsidy;

() duration of a subsidy and/or any other time-limits attached (o it;

(v) statistical data permitting and assesment of the trade effects of a subsidy.

Tentang Notifikasi “Countervailing Duties” dalam Pasal 25.11 ASCM, disebutkan bahwa:
Member shall report without delay fo the committee aii preliminary or final actions taken
with respect to coutervailing duties. Such report shall be available in the Secretariat for
inspection by other Members. Member shall also submil, on a semi-annual basis, reporis
on any countervailing duty actions taken within the proceding six months. The semi-annual
reports shail be submitted on an agreed standard form.

® Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Takun 1995
Tentang Kepabeanan , UU NO. 17 tahun 2006, LN. No. 93Tahun 2006, TLN No. 4661, Pasal 35
dan Pasal 36.
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subsidi kredit ekspor). Berdasarkan karakter yang melenceng dari asas persaingan
bebas itu, subsidi ekspor juga bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk
dumping. Meskipun subsidi ekspor itu merupakan suatu hal yang illegal menurut
perjanjian internasional, sampai sekarang masih banyak negara yang
melakukannya baik secara terang-terangan maupun secara terselubung®. Dalam
Lampiran [ ASCM berisi Daftar Ilustrasi dari subsidi ekspor, salah satunya adalah
subsidi ekspor langsung.

Direct subsidy. Providing direct subsidies to firms has been a prominent
tool used by governments to attempt to influence factor cost and otherwise
shape competitive advanatage. Subsidized capital, subsidized research,
subsidized raw materials, subsidized exports, and direct grants are
employed by nearly every nation in one industry or another. The aim is fo
tilt advantage in a nation’s favor®.

Pasal XVI GATT 1994 dan Pasal 3 sampai Pasal 9 ASCM antara lain
mengatur tentang WTO freatment tentang subsidi. Ketentuan tersebut kurang
lebih mengenai subsidi yang dapat menjadi suatu hal yang harus dibatasi atau
bahkan dilarang menurut ASCM ketika subsidi tersebut mengakibatkan suatu
kerugian bagi industri barang sejenis di negara anggota lain®. Karakter yang
harus dipenuhi dalam menentukan industri dalam negeri, selain memperhatikan
footnote no. 11 ASCM®, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 ASCM”,
yang secara garis besar bahwa yang masuk kriteria industri dalam negeri adalah
produsen domestik d&n produk sejenis tetapi dengan syarat produsen tersebut
tidak terkait dengan pengekspor atau pengimpor barang yang dianggap disubsidi,

% Dominic Salvatore, Ekonomi Internastonal, (Cet. 1; Jakarla: Erlangga, 1997), hal.330

" Michael E. Porler, The Competitive Advantage of Nations, (Cet. III; London and
Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1992), hal.639-640

< Tylor, loc., cit.

 Istilah “kerugian terhadap industri dalam pegeri “ yang dipakai dalam arti yang sama
seperti yang digunakan dalam Bagian V mengenni countervailing measwre

™ WTOQ, THE LEGAL TEXT, op. cit, Pasal 16,1ASCM, h. 252, yaitu:

For the purposes of this Agreement, the term "domestik industry” shall, except as provided
in paragraph 2, be interpreted as referring to the domestik producers as a whole of the like
products or ta those of them whose collective output of the products constitutes a mafor proportion
af the total domestik praduction of those prodicts, except that when producers are related ta the
exporters or importers or are themselves importers of the allegedly subsidized product or a like
product from other countries, the term “domestik industry” may be interpreted as referring to the
rest of the producers.
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atau tidak pula produsen tersebut merangkap sebagai pengimpor barang yang
diduga disubsidi tersebut atau barang sejenis dari negara lain.

Selanjutnya Pasal VI GATT 1994 dan Pasal 10 sampai Pasal 23 ASCM
mengatur tentang prosedur yang dapat ditempuh ketika suatu negara anggota
menganggap subsidi yang dilakukan oleh negara anggota lain telah menyebabkan
kerugian pada industri dalam negeri negara anggota yang bersanpkutan. Seperti
halnya dengan antidumping duty, countervailing duty (pemberlakuan bea masuk
imbalan) hanya dapat dikenakan jika telah ditetapkan dengan benar bahwa ada
subsidi impor, dan terbukti telah menimbulkan kerugian industri domestik dan ada
hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian tersebut’’.

Demikian pula dengan pembiayaan ekspor yang dilakukan oleh LPEI
ataupun Export Credit Agency (ECA/Eximbank) di banyak negara lain, hal itu
masih dilakukan dikarenakan berbagai pertimbangan, sesuai dengan strategi dan
kebijakan negaranya masing-masing. Terkait dengan pelaksanaan tugas LPEI,
kiranya pemerintah perlu memikirkan suatu kebijakan untuk mengoptimalkan
peran LPEIl, sepanjang masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional
Dalam catatan kaki no. 2 ASCM disebutkan bahwa jika kriteria dan ketentuan
yang mengatur persyaratan untuk, dan jumlah subsidi adalah objektif, subsidi ini
tidak spesifik, asalkan kelayakan adalah otomatis dan kriteria dan kondisi yang
diterapkan secara ketat, kriteria tujuan dan kondisi adalah yang "netral, yang tidak
mendukung usaha tertentu atas orang lain, dan ekonomi yang di alam dan
horisontal di aplikasi, seperti jumlah karyawan atau ukuran dari perusahaan"’>.
Selain itu, yang paling penting adalah untuk mengaweal kebijakan tersebut, perlu
adanya rotifikasi.

Sebenamya sampai saat ini banyak negara yang menggunakan kebijakan
ini untuk mendukung perkembangan industri atau ekspor negaranya. Sebagai
buktinya, semua negara industri maju terkemuka menyediakan pinjaran berbunga
rendah kepada para pengimpor dari negara-negara lain dalam rangka membiayai
pembelian produk-produk industri yang mereka lakukan, Amerika Serikat pun
melakukan hel serupa meskipun penyediaan dana tersebut dilakukan melalui

' Tylor, loc., cit

2 Ibid, hel 568, mengutip Pasal 2.1 (b) ASCM.
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perantaraan pihak swasta, seperti Bank Ekspor Impor Amerika. Kredit berbunga
rendah inilah yang telah membiayai sekitar 5 persen ekspor Amerika Serikat,
Subsidi ekspor yang diberikan oleh Jepang dan Perancis bahkan lebih tinggi lagi,
yakni masing-masing mencapai 30% hingga 40%’. Inilah sumber perdebatan
utama dalam berbagai perundingan internasional yang menyangkut soal
perdagangan. Meskipun turut mempraktekannya (meskipun dalam kadar yang
relatif rendah), Amerika Serikat adalah negara yang paling gigih menyuarakan
kecamannya terhadap praktek-praktek pemberian subsidi ekspor tersebut™.

Praktek ini lebih banyak dilakukan oleh negara-negara maju karena
memerfukan sejumlah besar dana yang sulit disediakan oleh negara-negara
berkembang. Besar-kecilnya subsidi ekspor tersebut biasanya diukur berdasarkan
selisih antara suku bunga kredit murah itu dengan suku bunga kredit komersial
biasa (tanpa subsidi) yang tengah berlaku di pasar uang. Pada tahun 1980 nilai
total subsidi ekspor yang diberikan oleh Amerika Serikat, Jepang, Perancis,
Inggris, Jerman Barat, Italia dan Kanada berkisar antara 1,5 dan 3 miliar dolar.
Selain Bank EXIM, Lembaga Bersama Penjualan Luar Negeri (Shared Foreign
Sales Corporations) di Amerika Serikat juga turut berperan dalam merangsang
ekspor negara tersebut melalui pengurangan tingkat pajak efektif terhadap
pendapatan ekspor. Sebenarnya apa yang mereka berikan juga tidak ubahnya
dengan subsidi ekspor™.

Dalam kerangka perdagangan intemmasional, subsidi dapat mengganggu
kelancaran perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan akan
mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas. Akan
tetapi masyarakat internasional juga melihat bahwa tindakan-tindakan subsidi
masih diperiukan oleh negara-negara dengan beberapa alasan-alasan yang

rasional®.

Salvatore, op., cit., hal.330

™ Ibid

B Ibid

7 “Subsrch Perikanan  Dalem WTO dan Dampaknya  Bagi Indonesia®,

bagi-indonesia, dlunduh 31 mMaret 2009
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Sebagaimana halnya dengan anti dumping, adanya ketentuan mengenai
subsidi dalam kerangka WTO ditujukan untuk menegakkan disiplin multilateral
agar pelaksanaan persaingan dalam kegiatan perdagangan antar negara
berlangsung secara jujur (fair). Dalam hubungan ini, bilamana suatu negara
terbukti mengekspor produknya dengan diberi subsidi yang dilarang, maka negara
pengimpor dapat menangkalnya dengan suatu tindakan imbalan (countervailing
measures).”

Berbeda dengan dumping, masalah subsidi adalah masalah yang timbul
dan berkaitan dengan kebijaksanzan pemerintah. Sehingga penyelesaian
permasalahannya langsung melibatkan pemerintah negara yang menuduh dan
pemerintah negara yang dituduh memberikan subsidi’ -

Berdasarkan keluhan industri dalam negerinya atas suatu produk impor
yang diduga diberi subsidi, pemerintah nepara pengimpor akan melakukan
investigasi terhadap pemerintah yang dituduh memberikan subsidi. Kuesioner
disampaikan tidak hanya kepada eksportir/produsen negara pengimpor tetapi juga
kepada instansi berwenang di negara pengekspor. Karena melibatkan
kebijaksanaan pemenntah maka prosedur penyelesajaonya juga melalui
perundingan/konsultasi antar pemerintah yang bersangkutan™.

Masalah tuduhan subsidi yang pemah dan sedang dihadapi Indonesia
sampai saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO | KEBIJAKSANAAN , PRODUK NEGARA
PENUDUH
1 Sertifikat Ekspor Tekstil/Produk Amerika Serikat
i Tekstil
2 Suku Bunga Rendah Kredit Ekspor Produk Ekspor Amerika Serikat
3 Pajak Ekspor Kayu Gelondongan Kayu Pencll Slat | Amerika Serikat
4 Pajak Ekspor Kayu Phwood Meksiko
Gelondongan
5 Pengembangan Desicated Coconut | Brazil
Tanaman Kelapa (PIR)

Sumber : DITHUBDAGLU DEPDAG, 199

77 wworld Trade Organizelion Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan
Liberalisasi Perdagangan Dunia”, gp.cit., hal. 45

" Ibld hal. 49.
" Ibid, hal. 50
8 rhid
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Tuduhan Amerika Serikat terhadap kebijaksanaan Pemerintah Indonesia
tentang Sertifikat Ekspor (SE) dan suku bunga kredit ekspor rendah telah
diselesaikan. Pemerintah Indonesia kemudian merubah kebijaksanaan SE dengan
pemberian insentif lain yang tidak bertentangan dengan WTO yaitu melalui
fasilitas pengembalian bea masuk impor (drawback system), sedangkan suku
bunga kredit ekspor rendah secara bertahap kemudian disesuaikan.

Mengenai tuduhen industri pencil slat Amerika Serikat bahwa
kebijaksanaan Pajak Ekspor bagi kayu gelondongan merupakan subsidi bagi
produsen pencil slat Indonesia untuk dapat meraih pasar secara tidak jujur
("unfair") temyata tidak benar dan tidak terbukti. Oleh sebab ifu, pemerintah
Amerika Serikat dalam hal ini USTR, kemudian menolak petisi tuduhan industri
pencil siat Amerika Serikat tersebut diatas.

Masalah tuduhan dari Meksiko bahwa Pajak Ekspor yang dikenakan
terhadap ekspor kayu gelondongan oleh Pemerintah Indonesia sebagai subsidi
terhadap industri plywood Indonesia memakan waktu yang cukup lama sejak
tahun 1993 dan baru terselesaikan pada bulan Juli 1995. Sebagaimana diketahui,
Pemerintah Meksiko melalui Lembaran Negara Meksiko tanggul 12 Juli 1995
teleh mencabut countervailing duty terhadap seluruh produk kayu lapis Indonesia.
Dengan demikian maka countervailing duty sebesar 30% yang ditambahkan
kepada bea masuk kayu lapis di Meksiko yang besamya 20% tidak diberlakukan
lagi. Keberhasilan mematahkan tudubhan Meksiko tersebut diakui oleh Asosiasi
Panel Kayu Indonesia (APKINDO) sebagai keberhasilan kerjasama antara
Departemen Perdagangan, KBRI di Meksiko dan APKINDO.

Masalah tudnhan subsidi Brazil vntuk produk kelapa parut Indonesia
diawali dengan tuduhan dumping dan pengenaan bea anti dumping secara
unilateral terhadap Indonesia dan negara-negara penghasil kelapa seperti
Malaysia, Philippina, Srilanka, dan Pantai Gading. Jalur diplomatik telah
digunakan pemerintah negarz-negara penghasil kelapa terhadap pemerintah
Brazil. Pemerintah Brazil kemudian mencabut bea anti dumping yang dikenakan
secara unilateral namun tetap meneruskan investigasi berdasarkan tuduhan subsidi
dimana kepada Indonesia antara lain dikemukakan bahwa kebijaksanaan
Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di daerah transmigrasi secara tidak langsung
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membuat industri kelapa memperoleh bahan baku murah sehinpgga dapat
dikatakan merupakan subsidi tidak langsung.®!

Melihat kepada permasalahan yang dihadapi ekspor Indonesia dengan
adanya berbagai tuduhan subsidi dari sementara negara mitra dagang, terlihat
bahwa berbagai tuduban tersebut diatas terkadang terlihat sebagai tuduhan yang
dicari-cari. Sebagaimana diketahui, kebijaksanaan subsidi yang dilakukan oleh
pemerintah tidak selalu bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional
dalam WTQ. Dalam hal ini terdapat kriteria tentang subsidi yang dilarang dan
yang diperbolehkan. Bagi Indonesia sebagai negara penandatangan persetujuan
tentang Subsidies, kewajiban notifikasi kebijaksanaan subsidi telah dan tetap
dijalankan. Sejauh ini tidak ada tanggapan atau keberatan apapun yang
disampaikan dalam forum WTO atas kebijaksanaan subsidi yang dilakukan
pemerintah Indonesia, oleh karena Indonesia sejak 1985 tidak lagi
memberiakukan kebijaksanaan subsidi yang ditujukan untuk mendorong ekspor
secara tidak jujur/tidak adil®.

Posisi Indonesia dalam kesepakatan perdagémgan bebas dunia relatif
kurang menguntungkan. Seiring dengan semakin liberalnya perdagangan dunia,
Indonesia harus meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar global. Pasar
global dapat bermakna pasar internasional di negara lain dan pasar dalam negeri
yang sudah semakin dipenuhi dengan produk impor®. Untuk itu dengan mengacu
pada fakta-fakta yang ada maka pada prinsipnya kebijakan pemerintah yang
menguntungkan pengusaha dalam negeri dan untuk melindungi industri dalam
negeri dari masuknya barang impor, dalam kondisi-kondisi tertentu masih dapat

diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia®,

B fbid, hal. 51
82 Ibid
% Joewono, et al, B), op., cit., hal. 66

¥ Joewono, et al, 4),0p. ¢it, hal, 23-24.
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PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Definisi subsidi secara substantif diatur dalam Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures (ASCM) sebagai salah satu hasil putaraan Uruguay.
Pengaturan subsidi sebelumnya baik di GATT 1947 maupun Putaran Tokyo
belum berhasil membuat definisi secara khusus mengenai subsidi. Berdasarkan
Pasal 1 ASCM tersebut, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk
uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum
(public body). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:

a. Subsidi yang dilarang (prohibited subsidies);

b. Subsidi yang dapat ditindak (actionable subsidies); dan

c. Subsidi yang tidak dapat ditindak (nor-actionable subsidies). Subsidi yang
termasuk di sini adalah subsidi yang sifatnya non-spesifik.

Terkait dengan tugas LPElL, dalam hal ditinjau dari ketentuan Pasal 1
ASCM, maka tugas-tugas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun
dalam haj dianalisa lebih lanjut pelaksanaan dari masing-masing tugas LPEI
tersebut maka saat ini belum dapat dikategorikan subsidi ataupun prohibited
subsidies. Analisa tersebut menggunakan 3 elemen yang diatur dalam Pasal 1 dan
Pasal 2 ASCM yaitu:

a. Adanya financial contribution by government or any public body.
b. Adanya Benefit conferred thereby.
c. Subsidi harus spesifik (specificity).

Berdasarkan analisa yang dilakukan, untuk sementara ini LPEI belum
berperan maksimal sesvai dengan tujuan pendiriannya. Pelaksanaan tugas LPEI
masih tidak terlalu berbeda dengan bank komersial lainnya, sehingga hal inilah
yang menyebabkan tugas LPEI belum dapat dikategorikan subsidi. Namun
demikian, disatu sisi hal ini menjadi sats permasalahan tersendiri mengingat
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dengan tidak berperan dengan maksimal, maka LPEI tidak ubahnya seperti

lembaga keuangan biasa, yang hal ini tentu saja akan menimbulkan persaingan

tidak sehat mengingat kekhususan yang dimiliki oleh LPEI yang menjadikannya

lebih istimewa daripada lembaga keuangan yang memberikan pelayanan sejenis.

Atas dasar hasil analisa tersebut dan dengan mengacu dari berbagai literatur,

sumber data baik primer maupun sekunder, maka dapat ditarik simpulan sebagai
berikut:

1. Penpaturan subsidi dalam ASCM sudah semakin lengkap dibandingkan
pengaturan sebelumnya dalam GATT 1947, salah satunya mengingat dalam
ASCM telah diatur mengenai definisi tentang subsidi.

2. LPEI yang di didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tersebut belum dapat berperan
maksimal melaksanakan tugas-tugasnya yaitu

a.

memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak dalam rangka Ekspor, dalam
bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam
rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang
Ekspor;

. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan

tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk
peningkatan ekspor nasional; dan

membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga
Kevangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara
komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi
Indonesia.

Meski LPEI yang merupakan transformasi dari Bank Ekspor Indonesia (BEI)
dinilai lebih layak karena lebih fleksibel dalam mencari sumber pembiayaan

namun sebagai kepanjangan fangan pemerintah LPEI belum dapat berperan

sebagaimana yang diharapkan untuk membantu memberikan pembiayaan pada
wilayah-wilayah yang tidak dimasuki (fill the market gap) oleh bank atau

lembaga keuangan komersial.
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3. Merujuk pada Pasal 1 dan 2 ASCM, tugas LPEI dapat dikategorikan subsidi.
Namun dalam pelaksanaan tugasnya belum bisa dinilai sebagai bentuk subsidi,
ataupun termasuk prohibited subsidies karena melanggar ASCM, mengingat

orientasi usahanya masih komersial seperti bank-bank komersial lainnya

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka scbagai masukan atas permasalahan
tersebut kiranya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam suasana keterbukaan di bidang perdapangan internasional, terlebih lagi
dengan berjalannya mekanisme tinjauan kebijaksanaan perdagangan dalam
kerangka WTO untuk mendorong transparansi, permasalahan atau gugatan
yang ditujukan terhadap kebijaksanaan suatu negara (termasuk terhadap
Indonesia) akan semakin banyak. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut diatas,
semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha baik ekportir maupun
produsen domestik perlu memperhatikan dan memahami dengan baik
persetujuan Anti Dumping dan Subsidi yang dihasilkan dari perundingan
Putaran Uruguay.

2. Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global
yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin
menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Untuk
itu, sebagai bangsa dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar,
pengembangan perekonomian nasional secara berkelanjutan harus dapat
meningkatkan nilai tambah pada setiap mata rantai perekonomian nasional
sehingga bangsa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia
yang salah satu tolok ukurnya adalah meningkatnya kapabilitas di dalam
memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Pencapaian
sasaran ini menjadi semakin relevan, karena kontribusi perdagangan luar negeri

di dalam perekonomian nasional semakin penting. Hal itu terbukti bahwa
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peningkatan ekspor nasional tidak hanya berdampak pada stabilitas makro-
ekonomi melalui peningkatan cadangan devisa, tetapi juga berdampak pada
meningkatnya kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, kebijakan
perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional
pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk
mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor
nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta
kebijakan pengembangan sektor riil. Untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor
nasional maka pemerintah perlu melakukan /. hal sebagai berikut:
a. deregulasi sektor riil yang mempermudah dalam prosedur ekspor
b. membantu pembiayaan ekspor segera kepada perusahaan yang sangat
membutuhkan terutama pengusaha kecil dan menengah
¢. dukungan kepada swasta dalam bentuk informasi dan perizinan untuk
menerobos pasar negara maju.
. Indonesia saat ini dihadapkan pada salah satu dampak adanya globalisasi.
Keterkaitan ekonomi suatu negara terhadap negara lain serfa bebasnya
mobilisasi faktor produksi termasuk modal, memaksa Indonesia harus
bijaksana untuk membuat kebijakan. Menimbang bahwa Indonesia terikat
dengan ketentuan perjanjian WTO, maka diperlukan dukungan argumen yang
kuat yang melatarbelakangi pembuatan suatu kebijakan pasional sehinpga
klarifikasi Indonesia akan dapat ditérima oleh nepara anggota WTO. Langkah-
langkah awal antara lain seperti notifikasi program-program subsidi yang
dilaksanakan di dalam negeri sehingga negara-negara anggota lainnya dapat
mengevaluasi dampaknya terhadap perdagangan dan memahami beroperasinya
program-program dimaksud, hal ini dimaksudkan lebih kepada upaya
mendukung azas transparansi dalam hubungan perdagangan internasional,
. Semakin meningkatnya peran Indonesia dalam percaturan perdagangan
internasional yang antara lain tercermin dari meningkatnya ekspor telah mulai
sering mendapat gangguan perdagangan (frade harrashment) dalam berbagai
bentuk dari negara-negara pengimpor, termasuk dengan menyalahgunakan
ketentuan perdagangan multilateral GATT seperti anti dumping, subsidi,
standar dan sebagainya. Untuk itu tetap diperlukan peran pemerintah dan
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kalangan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar
semua pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara

sehat.
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